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Prinrmn 


Alhamdulilloh akhirnya buku berjudul Pemahaman Undang- 
Undang Pokok Agraria telah rampung. Bukan perkara mudah 
memangmenyusunsebuahbukuterlebihjikatidakberhubungan 
dengan bidang yang digeluti. Namun, saya anggap ini sebagai 
tantangan, sebagai pembuktian untuk diri sendiri bahwa tidak 
ada hal yang tak mungkin di dunia ini. Terlebih saat dimulai dari 
niat yang luhur. Niatan memberikan sedikit sumbangsih untuk 
bangsa dan negara serta memperkaya khasanah pengetahuan 
bagi pengetahuan itu sendiri. 

Sebagai warga negara yang sadar hukum, tak ada salahnya 
jika kita juga memperkaya wawasan dengan membaca buku 
yang membahas tentang seluk beluk dunia perundang- 
undangan. Berdasarkan pengalaman, tak bisa dipungkiri bahwa 
permasalahan hak bukanlah perkara kecil. Darinya bisa muncul 
perdamaian atau kekacauan. Di sinilah pentingnya pengetahuan 
kita untuk memahami bagaimana sikap yang seharusnya kita 
ambil. 

Melalui pemahaman ini juga, kita sebagai manusia akan 
tahu di mana posisi kita berada dan apa yang bisa kita lakukan 
untuk tetap di tempat yang seharusnya. Terkadang banyak 
orang yang tidak memedulikan hak-hak yang dimliki orang lain. 
Bisa jadi karena tak ada pengetahuan mencukupi akan satu hal. 

Tentu kita sering menyaksikan di mass media banyak 
orang saling bertikai bahkan melupakan ikatan darah di 
antara mereka hanya karena sepetak tanah. Atau sekelompok 
masyarakat yang menuntut tanah negara. Pemahaman tentang 
dan konsekuensi yang dapat terakses publik akan berdampak 
positit dengan permasalahan yang ada. Tak perlu ada lagi saling 
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tuding atau saling serang. Lebih luas lagi, semoga buku ini 
mampu membawa efek pencerahan bagi banyak pihak. Tentu 
masih banyak kekurangan di sana sini dalam buku ini. Apresiasi 
dalam bentuk kritik atau saran dari pembaca tentu sangat kami 
harapkan. 

Dengan segala hormat, kami ucapkan terima kasih. 

Semarang, 


Penulis 
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Setiap hal besar yang kita lakukan pasti ada campur tangan 
orang lain yang turut membantu. Tak terkecuali saat saya 
menyelesaikan buku ini. Ada satu kutipan yang sangat saya 
sukai mengenai berterima kasih bahwa tidak ada hal yang lebih 
penting dan harus sesegera mungkin dilakukan selain berterima 
kasih. Oleh karena itulah saya ingin berterima kasih kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa untuk kesehatan dan kekuatan tak 
kasat mata yang diberikan sepanjang hidup saya. 

2. Ayah Bunda tercinta yang senantiasa memberi semangat 
untuk melakukan berbagai hal positit di muka bumi ini. 

3. Teman-teman terbaik, Asri Candra, Umi Imtihanah, Mida, 
dan lainnya. 

4. Ali dan Electra untuk segenap pencerahan dan bantuan 
yang tak pernah mengenal kata libur. 

5. Semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu 
penyelesaian buku pertama saya ini. 

Bisa jadi saya juga harus berterimakasih kepada Anda 
sekalian karena telah menjadikan buku ini eksis. Semoga 
meemberikan mantaat bagi setiap orang yang membacanya. 
Sekali lagi terima kasih, terima kasih, terima kasih. 

Semarang, 


Penulis 
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PENGERTIAN 
AGRARIA & HUKUM AGRARIA 


A. Definisi Agraria 

1. Agraria Menurut Bahasa Umum 

Sebutan "agrarian" tidak sekaku dipakai dalam arti 
yang sama. Dalam bahasa latin, ager berarti "tanah" atau 
"sebidangtanah". Agraria berarti perladangan, persawahan 
dan pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 
dihimpun oleh tim pusat bahasa, mendetinisikan agrarian 
adalah urusan pertanian atau tanah pertanian yang juga 
urusan pemilikan tanah. Sebutan agrarian laws atau hukum 
agrarian, pada umumnya merujuk kepada seperangkat 
aturan-aturan hukum yang bertujuan mengadakan pem- 
bagian-pembagian tanah yang seluas-luasnya dalam rangka 
meratakan pemilikan dan penguasaan. 

2. Agraria Menurut Lingkungan Sistem Adminitrasi 
Pemerintahan 

Dilndonesia,sebutanagrariadilingkunganpemerintahan 
adalah tanah, baik dalam arti tanah pertanian maupun 
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nonpertanian. Namun istilah hukum agrarian, di lingkungan 
adminitrasi pemerintahan dibatasi hanya pada perangkat 
peraturan perundang-undangan yang memberikan 
landasan hukum bagi penguasa (pemerintah) dalam 
melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang pertanahan. 
Menurut pengertian ini, hukum agrarian masuk ke dalam 
ranah Hukum Adminitrasi Negara. 


3. Agraria Menurut Undang-undang Pokok Agraria 

Isitilah agraria dalam UUPAtidak disebutkan secara jelas 
dalam pasal atau ayat berapa arti atau detinisi dari agraria 
secara jelas. Dalam UUPA hanya memberikan batasan 
bahwa agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya. Dalam batasan yang lebih luas, di 
dalam pasal 48 menambahkan hingga ke ruang angkasa, 
yaitu di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan 
unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha 
memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air 
serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal- 
hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. 

Sedangkan pengertian bumi, disebutkan dalam pasal 1 
ayat 4 juncto pasal ayat 1 disebutkan meliputi permukaan 
bumi yang disebut tanah, tubuh bumi di bawahnya serta 
yang ada di bawah air. Dengan demikian dapat disimpulkan, 
bahwa "tanah" termasuk juga permukaan bumi yang ada 
di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air 
termasuk air laut. 
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Pengertian air meliputi perairan pedalaman maupun 
laut wilayah Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 
tahun 1974 bab 1 pasal 1 ayat 3 mengenai pengertian air 
menyebutkan; 
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"Air" adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau 
berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas 
maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam 
pengertian ini yang terdapat di laut. 

B. Definisi Hukum Agraria 

Setelah mengetahui pengertian "agrarian" dari beberapa 
sumber tersebut, mari kita detinisikan "hukum agraria" dari 
beberapa ahli hukum dan sumber pustaka. 

1. Hukum Agraria Menurut UUPA 

Dengan penilaian sebutan agraria, maka dalam UUPA 
hukum Agraria bukan hanya sekadar peraturan perundang- 
undangan di bidang pertanahan semata namun merupakan 
seperangkat peraturan perundang-undangan di berbagai 
bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak 
penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu 
yang termasuk pengertian agraria yang meliputi bumi, air, 
kekayaan alam, dan ruang angkasa. Kelompok-kelompok 
aturan hukum tersebut antara lain: 

a. HukumTanah 

Merupakan aturan yang mengatur hak-hak 
penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi. 

b. HukumAir 

Merupakan seperangkat aturan yang mengatur hak- 
hak penguasaan atas air. 

c. Hukum Pertambangan 

Aturan yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan 
pertambangan bahan-bahan galian yang dimaksud dan 
diaturdalam undang-undang mengenai pertambangan. 
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d. Hukum Perikanan 

Mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam 
yang terkandung dalam air. 

e. Hukum Penguasaan atas Tenaga dan Unsur Dalam 
Ruang Angkasa. 

Aturan yang mengatur mengenai penguasaan atas 
tenaga dan unsur-unsur ruang angkasa yang dimaksud 
dalam Pasal 48 UUPA. Pengertian hukum ini berbeda 
pengertian dengan Space Law. 


2 . Hukum Agraria dalam Arti Sempit 

Seperti yang disebutkan dalam poin 1 tersebut, 
pengertian atau detinisi hukum agrarian dapatlah dikatakan 
sebagai detinsi secara luas atau menyeluruh, dalam arti 
sempit hukum agrarian hanya didetinisikan sebagai hukum 
yang mengatur Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah. Tanah di 
sini didetinisikan sebagai permukaan tanah yang dalam 
penggunaanya sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 meliputi tubuh 
bumi, air, dan ruang angkasa yang ada di atasnya sekadar 
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 
dengan penggunaan tanah tersebut dalam batas-batas yang 
telah ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan 
peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi dan khusus. 
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Hak Penguasaan Atas Tanah adalah hak-hak yang 
memberi wewenang kepada pemegang hak yang 
bersangkutan untuk berbuat semata dengan tanah yang 
dikuasai. Perlu ditekankan dalam hal ini, lazimnya di 
Indonesia hukum Agraria digunakan untuk sebutan hukum 
positit yang mengatur hak penguasaan atas tanah yang 
sering disebut sebagai Hukum Pertanahan. Sedangkan 
detinisi tanah sendiri dalam Pasal 1 ayat 2 UUPA 
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menyebutkan; "Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan 
Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa 
Indonesia dan merupakan kekayaan nasionai". Oleh karena 
itu, tanah tersebut dikuasai oleh negara yang digunakan 
untuk mencapai sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. 

3. Definis Hukum Agraria Menurut Para Ahli 


Nama Ahli 

Pendapat 

Protesor Subekti 

Hukum Agraria (Agrarian recht ) adalah 

keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan 

hukum, baik hukum perdata maupun hukum 

tata negara maupun pula Hukum Tata Usaha 
Negara yang mengatur hubungan-hubungan 

antara orang-orang termasuk badan hukum, 

dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam 

seluruh wilayah negara dan mengatur pula 
wewenang-wewenang yang bersumber 

pada hubungan-hubungan tersebut. 

E Utrecht 

Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi 

bagian Hukum Tata Usaha Negara yang 
menguji perhubungan-perhubungan hukum 

istimewa yang diadakan akan memungkin- 

kan para pejabat yang bertugas mengurus 

soal-soal tentang agraria melakukan tugas 

mereka itu. 
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Lemairei 

Mendefinisikan kepada adanya per- 

kembangan yang membahas hukum 
agrarian sebagai suatu hukum yang bulat. 

Lemaire mengatakan dengan seiringnya 

perkembangan ilmu hukum dan persiapan 

kelompok-kelompok ketentuan secara 
spesialistik. Perkembangan mengenai ilmu 

hukum mengakibatkan pengelompokkan- 

pengelompokkan baru dalam bidang ilmu 

hukum yang dalam tata hukum klasik 
berdasarkan hukum privat dan hukum 

publik telah mempunyai tempat yang tetap 

menjadi satuan-satuan yang baru. Lebih 

lanjut, dia menjelaskan bahwa Hukum 
Agraria mengandung bagian-bagian dari 

Hukum Tata Negara dan Adminitrasi Negara, 

juga dibicarakan sebagai satu kelompok 

hukum yang bulat. Namun, Lemaire hanya 
memasukkan Hukum Agraria ke dalam bagian 

Hukum Adminitrasi Negara. 

Profesor Budi 

Harsono 

Keseluruhan kaidah-kaidah baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis yang 

mengatur agrarian. Sedangkan pengertian 

Agraria menurut UUPA sendiri adalah 
meliputi bumi dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya, bahkan hingga 

mencapai ruang angkasa. Dengan 

demikian, ia menyimpulkan bahwa hukum 
agraria adalah keseluruhan kaidah hukum 

baik tertulis maupun tidak tertulis yang 

mengatur bumi, air, dan ruang angkasa 

serta kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya. 


Undang-Llndang Agraria & Aplikasinya 








C. Letak Hukum Agraria 

1. Bersumber Pada Zaman Hindia-Belanda 

Hukum agraria pada zaman ini dapat ditemukan dalam 
beberapa literature hukum yang bersumber kepada: 

a. Hukum Agraria Adat 

Pada zaman kerajaan-kerajaan sebelum kedatangan 
penjajah Belanda,sumber hukum ini merupakansumber 
hukum terbesar di Indonesia. Tanah pada hukum ini 
dikenal juga sebagai tanah-tanah dengan Hak Adat. 

b. Hukum Agraria Barat 

Pada zaman Hindia-Belanda, hukum agraria terdapat 
dalam Kitab Undang-Undang Perdata khususnya meliputi 
tanah-tanah hak barat. 

c. Hukum Antar Golongan 

Terjadi unitikasi hukum Indonesia yang memberikan 
penyelesaian masalah-masalah antargolongan di 
Indonesia pascakemerdekaan Indonesia. 

d. Hukum Adminitrasi 

Hukum adminitrasi murni buatan pemerintah 
Hindia-Belanda untuk memberikantormal yuridis dalam 
menjalankan politik agrarisnya di Indonesia. 

2. Zaman Republik Indonesia 

Pada zaman republik Indonesia, khususnya setelah 
disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 mengenai 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Penjelasan 
mengenai atas Peraturan dan Pokok-Pokok Agraria, maka 
hukum agraria dinyatakan sebagai suatu sumber hukum 
tersendiri dan tidak bersumberdari berbagai sumber hukum 
lainnya. 
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D. Sumber Hukum Agraria 

Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai sumber 
hukum agraria, terlebih dahulu kita pahami arti dari "sumber 
hukum" itu sendiri. Sumber hukum adalah bentuk-bentuk 
dalam, kaidah-kaidah menampakkan diri kepada kita baik 
dalam bentuk tertulis atau pun tidak tertulis. 

1. Sumber Hukum Tertulis 

a. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat 3. 

Dalam pasal tersebut disebutkan, "Bumi, air, 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- 
besar kemakmuran rakyat". Dari ayat tersebut dapat 
disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 
memuat dua hal yakni, politik agrarian dan kaidah 
hukum agraria. 

b. Undang-Undang Pokok Agraria 

Undang-Undang Pokok Agraria yang dimuat dalam 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tertanggal 
24 September 1960 sebagaimana diundangkan dan 
dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1960-104 dan 
penjelasannya dalam tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2043. 

c. Peraturan-peraturan perundangan lain: 

• Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pokok 
Agraria 

• Peraturan yang mengatur soal-soal yang tidak 
diwajibkan tetapi diperlukan dalam praktik. 

d. Peraturan Perundangan Lama tetapi masih berlaku 
sesuai dengan pasal peralihan 

Undang-Undang Agraria & Aplikasinya 





Dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 dinyatakan 
pada intinya selama belum ada peraturan yang 
mengatur maka peraturan lama tersebut masih berlaku. 

Pasal 56 menentukan, "Selama undang-undang 
mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 
ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah 
ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan 
peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas 
tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau 
mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang 
tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan- 
ketentuan undang-undang ini 

Pasal 57 menentukan; "Selama Undang-undang 
mengenai hak tanggungan tersebut dalam Pasal 51 
belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan- 
ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan 
Credietyerband tersebut dalam Staatsblad.1908 No. 
542 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937 
No. 190 ". 

Begitu pula dalam Pasal 58 yang mengatakan; " 
Selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang- 
undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan 
baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai 
bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada 
mulai berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari 
ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta 
diberi tafsiran yang sesuai dengan itu ". 
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2. Sumber Hukum Tidak Tertulis 

a. Kebiasaan baru yang timbul sesudah berlakunya 
undang-undang pokok agrarian misalnya, yurispudensi 
dan praktik agraria. 

b. Hukum adat lama dengan syarat-syarat yang tertentu, 
yakni kecacatan dalam peraturan tersebut telah 
disempurnakan sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 5 UUPA. Pasal 5 UUPA mengatakan, "Hukum 
agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa 
ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan 
dengan kepentingan nasional dan negara, yang 
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme 
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang 
tercantum dalam undang-undang ini dan dengan 
peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu 
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar 
pada hukum agama". 


10 

-\\m. 


Undang-llndang Agraria & Aplikasinya 





http://bacaan-indo.blogspot.com 


E)1E) II 


SEJARAH PEMBENTUKAN 
UNDANG-UNDANG P0K0K AGRARIA 


A. Keadaan Hukum Agraria yang Berlaku 
Semasa Penjajahan Belanda 

1. Sebelum Tahun 1870 

Masa VOC (Vernigde Oost Indische Compagnie) 

VOC didirikan pada tahun 1602-1799, adalah organisasi 
yang dibentuk untuk menguasai perdagangan rempah- 
rempah dan hasil bumi di India Timur sebutan bagi 
Indonesia saat ini. Karenanya dia bukan organisasi dagang 
Belanda semata, melainkan perwakilan resmi (Quasi 
Government) Kerajaan Belanda dengan gubernur jenderal 
pertamanya Pieter Both. V0C sejak awal berdirinya telah 
memiliki hak Octroy yang diberikan oleh Kerajaan Belanda. 
Hak Octroy adalah hak untuk memerintah di negara 
jajahan, memonopoli perdagangan, mencetak mata uang 
sendiri, memiliki angkatan perang sendiri, memiliki senjata, 
mengadakan perjanjian, dan hak untuk mengumumkan 
perangatasnamaKerajaanBelanda.Beberapa kebijaksanaan 


Undang-Undang Agraria & Aplikasinya 




11 

///////- 







http://bacaan-indo.blogspot.com 


politik pertanian yang sangat menindas rakyat Indonesia 
yang ditetapkan oleh VOC, antara lain: 

a. Contingenten, yaitu sebuah kebijakan, Pajak hasil atas 
tanah pertanian harus diserahkan kepada penguasa 
kolonial. Petani harus menyerahkan sebagian dari hasil 
pertaniannya kepada VOC tanpa dibayar sepeser pun. 

b. Verplichte leveranten, yaitu sebuah kebijakan yang 
diputuskan oleh kompeni dengan para raja tentang 
kewajiban menyerahkan seluruh hasil panen dengan 
pembayaran yang harganya juga sudah ditetapkan 
secara sepihak oleh VOC. 

c. Roerendiensten/ kerja rodi, yaitu kerja yang dibebankan 
kepada rakyat Indonesia yang tidak mempunyai tanah 
pertanian. 
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Masa Pemerintahan Gubernur Herman Willem 
Daendles (1800-1811) 

Setelah pembubaran VOC secara resmi, pada tahun 
1803 Kerajaan Belanda mengeluarkan sebuah piagam 
(Charter) yang menetapkan pembetukan negara jajahan 
di Hindia Belanda yang dipimpin oleh sebuah pemerintah 
jajahan yang bertanggung jawab kepada Kerajaan Belanda 
melalui sebuah kementerian tanah jajahan yang dibentuk 
pada tahun 1806. Negara jajahan diperintah oleh seorang 
gubernur jenderal di Batavia, sementara di regional di 
susun keresidenan, afdeling, district, dan seterusnya yang 
bertanggungjawabatasseluruhteritorial. Dengandemikian, 
seluruh protektorat dagang VOC harus ditranstormasikan 
ke dalam kekuasaan pemerintahan jajahan yang jauh 
lebih kuat dari sekedar lembaga setengah negara (guasi 
state) seperti VOC. Sebagai gambaran, pada akhir abad- 
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18, tepatnya tahun 1795 Kerajaan Belanda dikuasai oleh 
Perancis yang diubah menjadi Republik Batavia di bawah 
aliansi antara borjuasi Belanda dan Perancis yang dibentuk 
Napoleon di bawah semangat revolusi Perancis. Akan 
tetapi Republik tersebut tidak bertahan lama dan diubah 
kembali menjadi Kerajaan Belanda (Kingdom of Holland) 
pada tahun 1806, Napoleon mengangkat Lois sebagai raja 
baru. Perubahan ini tidak banyak berpengaruh di Hindia- 
Belanda, bahkan eks pejabat-pejabat VOC pada umumnya 
tidak mengakui kekuasaan baru ini dan sengaja membuka 
proteksi dagang yang ketat menjadi lebih bebas sebelum 
kedatangan Marshall Herman William Daendels (1808- 
1811) sebagai gubernur jenderal pertama. 

Daendels memulai pekerjaannya di Hindia-Belanda, 
salah satunya yaitu dengan pembangunan berbagai 
proyek intrastruktur untuk perang dan perdagangan dan 
pembaruan birokrasi yang mendapatkan tentangan dari 
kesultanan yang sebelumnya tunduk pada VOC. Dengan 
anggapan bahwa kesultanan sudah takluk pada VOC, 
Daendels memperlakukan sultan dan keluarganya sebagai 
bagian utuh dari pemerintahan jajahan Hindia-Belanda. 
Hak-hak istimewa kesultanan atas tanah dan rakyat yang 
sebelumnya masih dikompromikan oleh VOC seperti 
sewa tanah langsung dihapus dan diambil alih olehnya. 
Sementara untuk memperkuat kedudukan ekonominya, 
Daendels berusaha memperbesar perniagaan hasil bumi 
melalui Batavia dengan membangun jalan dan pelabuhan 
baru di Batavia, serta membangun jalan penghubung antara 
Batavia dengan tempat penting lainnya di Jawa. Proyek 
jalan terbesarnya kala itu adalah pembangunan jalan raya 
dari Batavia ke Cirebon melintasi Sumedang yang umum 
dikenal dengan nama jalan raya Pos (Groote Postweg). 
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Sementara pelabuhan laut terbesar yang berhasil dibangun 
adalah pelabuhan yang sekarang dikenal sebagai pelabuhan 
Tanjung Priok. 

Daendels pun melakukan perubahan struktur 
penguasaan dan pemilikan tanah, yaitu dengan menjual 
tanah-tanah rakyat yang merupakan pribumi kepada 
orang-orang Cina, Arab, maupun bangsa Belanda sendiri. 
Tanah itulah yang kemudian disebut tanah partikelir. 
Tanah partikelir adalah tanah eigendom (eigendom = hak 
milik) yang mempunyai sifat dan corak istimewa. Yang 
membedakan dengan tanah eigendom lainnya ialah adanya 
hak-hak pada pemiliknya yang bersifat kenegaraan yang 
disebut landheerlijke rechten atau hak pertuanan. Adapun 
hak pertuanan, misalnya: 


a. hak untuk mengangkat atau mengesahkan kepemilikan 
serta memberhentikan kepala-kepala kampung/desa; 

b. hak untuk menuntut kerja paksa (rodi) atau memungut 
uang pengganti kerja paksa dari penduduk; 

c. hak untuk mengadakan pungutan-pungutan, baik yang 
berupa uang maupun hasil pertanian dari penduduk; 

d. hak untuk mendirikan pasar-pasar; 

e. hak untuk memungut biaya pemakaian jalan dan 
penyeberangan; 
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f. hak untuk mengharuskan penduduk tiga hari sekali 
memotong rumput untuk keperluan tuan tanah, sehari 
dalam seminggu untuk menjaga rumah atau gudang- 
gudangnya dan sebagainya. 
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Masa Pemerintahan Gubernur Thomas Stamford 
Raffles (1811-1816) 

Dalam semangat pembaruan yang sama dengan 
Daendels, Sir Stamford Raffles (1811-1816) menjadi 
Gubernur Jenderal Pemerintah Jajahan Belanda. Raffles 
seperti halnya Daendels berusaha untuk menghancurkan 
kedaulatan kesultanan-kesultanan yang telah menyerahkan 
kedaulatannya secara resmi kepada VOC, hubungan feodal 
(hubungan kepemilikan tanah) dengan rakyat terutama 
dalam kaitannya atas tanah dan mobilisasi tenaga kerja 
disusun kembali sesuai dengan selera pembaruan yang 
berlangsung di Eropa. Raffles merasa memiliki hak untuk 
mengatur rumah tangga kesultanan sebagai karena 
dianggapnya sebagai bagian integratif dari pemerintah 
jajahan Hindia-Belanda. Desa dijadikannya sebagai unit 
pemerintah terendah, di mana sebelumnya, sultan hanya 
memberi perintah kepada bupati (regent) dan urusan 
ke tingkat terbawah adalah sepenuhnya urusan bupati. 
Hak-hak istimewa para sultan dan bangsawan dikurangi 
sedemikian rupa untuk memungut pajak dan hasil bumi 
serta memobilisasi tenaga kerja. 

Sewa tanah berbentuk uang, besarnya 40% dari hasil 
panen, diperkenalkan untuk pertama kalinya dan menjadi 
sumber pendapatan utama pemerintah jajahan di samping 
monopoli perdagangan. Di era sebelumnya sewa tanah 
atas tanah-tanah dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan 
hasil panen dan tenaga. Pada masa kepemimpinan Raffles, 
semua tanah yang berada di bawah kekuasaan government 
dinyatakan sebagai eigendom government (hak milik 
pemerintah/negara) Dengan dasar ini setiap tanah 
dikenakan pajak bumi. 
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Dari hasil penelitian Raffles yang dituliskan dalam 
sebuah buku berjudul "Babad Tanah Jawa", Raffles menilai 
bahwa sistem kepemilikan tanah-tanah di daerah swapraja 
di Jawa adalah semua tanah milik raja/sultan, sedang rakyat 
hanya sekedar memakai dan menggarapnya, atau yang lazim 
disebut feodalisme raja-raja/kesultanan di jawa. Karena 
kekuasaan telah berpindah kepada Pemerintah Inggris 
(pada waktu itu), maka sebagai akibat hukumnya adalah 
pemilikan atas tanah-tanah tersebut dengan sendirinya 
beralih pula kepada Raja Inggris. Dengan demikian, tanah- 
tanah yang dikuasai dan digunakan oleh rakyat itu bukan 
miliknya, melainkan milik Raja Inggris. Oleh karena itu, 
mereka wajib memberikan pajak tanah kepada Raja Inggris, 
sebagaimana sebelumnya diberikan kepada raja mereka 
sendiri (raja-raja jawa). Adapun beberapa ketentuan yang 
berkaitan dengan pajak tanah dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 


a. Pajak tanah tidak langsung dibebankan kepada petani 
pemilik tanah, tetapi ditugaskan kepada kepala desa. 
Maka dari itu, kepala desa diberi kekuasaan untuk 
menetapkan jumlah sewa yang wajib dibayar oleh para 
petani. 
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b. Kepala desa diberikan kekuasaan penuh untuk 
mengadakan perubahan pada struktur kepemilikan tanah 
para petani,guna memperlancar pemasukan pajaktanah. 
Kepemilikantanahseorangpetanidapatdikurangiluasnya 
atau dapat dicabut penguasaannya (baca: di rampas), jika 
petani yang bersangkutan tidak mau atau tidak mempu 
membayar pajak tanah yang ditetapkan baginya. Tanah 
yang di rampas tadi kemudian akan diberikan kepada 
petani lain yang sanggup memenuhinya. 
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c. Dalam praktiknya, pajak tanah yang diterapkan oleh 
kepala desa bertentangan dengan hukum yang mengatur 
tentang pemilikan tanah rakyat sebagai besarnya 
kekuasaan kepala desa itu sendiri. Seharusnya luas 
pemilikan tanahlah yang menentukan besarnya pajak 
yang harus dibayar, tetapi dalam praktik pemungutan 
pajak tanah itu justru berlaku yang sebaliknya. Besarnya 
sewa yang sanggup dibayarlah yang menentukan luas 
tanah yang boleh dikuasai seseorang. 

Keadaan-keadaan ini yang Kemudian nantinya 
melahirkan pemberontakan para petani Jawa yang dipimpin 
oleh Pangeran Diponegoro, atau lebih dikenal sebagai 
Perang Jawa (1825-1830), pada masa pemerintahan Van 
Der Capellen. 

Masa Pemerintahan Gubernur Jenderal Van Der 
Capellen (1816-1826) 

Pada tahun 1923, Van Der Capellen membuat sebuah 
regulasi agar para bangsawan membebaskan sistem sewa 
tanah kepada China dan orang Eropa. Para aristokrat 
tersebut tidak saja kehilangan hak istimewa dan sumber 
pendapatan dari tani hamba, baik dalam bentuk hasil 
bumi maupun tenaga kerja, akan tetapi harus kehilangan 
tanah juga. Dasar inilah yang membuat banyak ariktokrat 
level bupati ambil bagian dalam barisan pemberontakan 
Diponegoro. Pada tahun 1830 pemberontakan Diponegoro 
berhasil ditumpas. Dengan kekalahan Diponegoro, untuk 
pertama kalinya dalam sejarah Hindia-Belanda, Jawa 
dikuasai penuh oleh pemerintah Jajahan Belanda dan 
berkedudukan sebagai tuan tanah no.l di Jawa. 
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Masa Pemerintahan Gubernur Jendral Johannes Van 
Den Bosch 

Pada tahun 1930 juga Van Den Bosch mengeluarkan 
kebijakan yang disebut sistem tanam paksa (cultuurstelsel). 
Kebijakan tersebut lahir dari pelajaran atas kebijakan 
Kerajaan Belanda di era Daendels dan Raffles. Hal 
terpenting dalam kepemimpinan Van Den Boch adalah 
mengenai sikap resmi dan aktual dari Kerajaan Belanda 
terhadap kedudukan kesultanan-kesultanan dan praktik- 
praktik feodalisme (monopoli tanah) yang mereka lakukan 
atas rakyat kesultanannya. Bahwa Kerajaan Belanda tetap 
menghormati dan melindungi hak istimewa yang dimiliki 
oleh sultan dan bangsawan, asalkan mereka bersedia 
tunduk dalam kekuasaan penuh kekuasaan jajahan Hindia 
Belandasebagaituantanah nomorsatudan paling berkuasa. 
Mereka (para sultan dan bangsawan) tetap sebagai pihak 
"berkuasa" atas rakyat secara langsung, dan menjadi 
bagian utuh dari pemerintah negara jajahan bentukan 
Belanda. Di sinilah cikal bakal "ketertundukan" para sultan 
dan bangsawan atas kebijakan STP yg dikeluarkan Van Den 
Bosch. 

Cultuurstelsel memaksa petani untuk menanam suatu 
jenis tanaman tertentu yang merupakan tanaman komoditi 
yang dibutuhkan oleh pasar internasional pada waktu 
itu. Hasil pertanian tersebut diserahkan secara cuma- 
cuma kepada pemerintah kolonial. Sedangkan bagi rakyat 
yang tidak mempunyai tanah pertanian, maka dia wajib 
menyerahkan seperlima bagian dari masa kerjanya ( 66 hari 
untuk waktu satu tahun), untuk bekerja di kebun-kebun 
milik pemerintah kolonial). 

Van Den Bosch merubah sistem sewa tanah 40% dalam 
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bentuk tunai (uang) yang diberlakukan di zaman Raffles 
karena mustahil dapatditerapkan karena keterbatasan uang 
tunai yang dimiliki oleh kaum tani dan akan mengurangi 
pendapatan penjajah untuk pembiayaan militer guna 
melakukan pemaksaan pembayaran. Sistem Van Den 
Bosch intinya adalah kaum tani harus menanam tanaman 
komoditas (cashcrops) dengan sistem monokultur seperti 
tebu, kopi, tembakau, dan indigo yang laku keras dan 
berharga tinggi dipasar Eropa di atas tanah mereka sendiri 
yang dikonsolidasikan menjadi perkebunan besar, di mana 
mereka akan bekerja secara langsung dan hasilnya dijual 
kepada pemerintah dengan harga yang telah ditentukan. 

Pemerintah telah melakukan monopoli tanah, yaitu 
dengan sistem tanam paksa dalam lapangan pertanian dan 
telah membatasi modal swasta dalam lapangan pertanian 
besar di samping juga bahwa para penguasa tersebut tidak 
mempunyai tanah sendiri yang cukup luas dengan jaminan 
yang kuat guna dapat mengusahakan dan mengelola tanah 
dengan waktu yang cukup lama. Usaha yang dilakukan oleh 
pengusaha swasta pada waktu itu adalah menyewa tanah 
dari negara. Tanah-tanah yang biasa disewa adalah tanah- 
tanah negara yang masih kosong. 

2. Sesudah Tahun 1870 (Hukum Tanah Administratif 
Belanda) 

Agrarische 

Pada tahun 1870 lahirlah Agrarische Wet. Kebijakan 
Agrarische Wet (AW) ini lahir dari desakan perusahaan- 
perusahaan asing yang bergerak dalam bidang pertanian 
untuk berkembang di Hindia-Belanda (baca:lndonesia), dan 
memiliki jaminan perlindungan hukum yang kuat di daerah 
kolonial pada waktu itu (baca:lndonesia). 
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Upaya desakan dari para kalangan pengusaha di negeri 
Belanda yang karena keberhasilan usahanya mengalami 
kelebihan modal, karenanya memerlukan bidang usaha 
baru untuk menginvestasikannya. Banyaknya persediaan 
tanah hutan di Jawa yang belum dibuka, para pengusaha itu 
menuntut untuk diberikannya kesempatan membuka usaha 
di bidang perkebunan besar. Dengan semangat liberalisme 
yang sedang berkembang dituntut pengantian sistem 
monopoli negara dan kerja paksa dalam melaksanakan 
cultuur stelsel, dengan sistem persaingan bebas dan 
sistem kerja bebas, berdasarkan konsepsi kapitalisme 
liberal. Tuntutan untuk mengakihiri sistem tanam paksa 
dan kerja paksa dengan tujuan bisnis tersebut, sejalan 
dengan tuntutan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan 
dari golongan lain di negeri Belanda, yang melihat 
terjadinya penderitaan yang sangat hebat di kalangan 
petani Jawa, sebagai akibat penyalahgunaan wewenang 
dalam melaksanakan cultuur stelsel oleh para pejabat yang 
bersangkutan. Dari itu jelaslah tujuan dikeluarkannya AW 
adalah untuk membuka kemungkinan dan memberikan 
jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat 
berkembang di Hindia-Belanda. 

Agrarische Wet merupakan hasil dari rancangan Wet 
(undang-undang) yang diajukan oleh Menteri Jajahan de 
Waal. Agrarische Wet diundangkan dalam Stb. 1870 No. 55, 
sebagai tambahan ayat-ayat baru pada Pasal 62 Regering 
Reglement (RR) Stb. 1854 No. 2. semula RR terdri dari 3 
ayat. Dengan tambahan 5 ayat baru (ayat 4 sampai dengan 
ayat 8) oleh Agrarische wet, maka Pasal 62 RR terdiri atas 
8 ayat. Pasal 62 RR kemudian menjadi Pasal 51 Indische 
Staatsregeling (IS), Stb. 1925 No. 447. isi Pasal 51IS, adalah 
sebagai berikut: 
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a. Gubernur jendral tidak boleh menjual tanah. 

b. Dalam tanah di atas tidak termasuk tanah-tanah yang 
tidak luas, yang tidak diperuntukan bagi perluasan kota 
dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha. 

c. Gubernur jendral dapat menyewakan tanah menurut 
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan ordo- 
nansi. Tidak termasuk yang boleh disewakan tanah- 
tanah kepunyaan orang-orang pribumi asal pembukaan 
hutan, demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat 
pengembalaan umum atas dasar lain merupakan 
kepunyaan desa. 

d. Menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi, 
diberikan tanah dengan Hak Erfpacht selama tidak lebih 
dari 57 tahun. 

e. Gubernur jendral menjaga jangan sampai terjadi 
pemberian tanah yang melanggar hak-hak rakyat 
pribumi. 

f. Gubernur jendral tidak boleh mengambil tanah- 
tanah kepunyaan rakyat asal pembukaan hutan yang 
dipergunakan untuk kepentingan sendiri, demikian 
juga dengan tanah sebagai tempat pengembalaan 
umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa, 
kecuali untuk kepentingan umum atas dasar Pasal 133 
atau untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman 
yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut 
peraturan-peraturan yang bersangkutan, semuanya 
dengan pemberian ganti kerugian yang layak. 

g. Tanah-tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi 
dengan hak pakai pribadi yang turun temurun (yang 
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dimaksudkan adalah hak milik adat) atas permintaan 
pemiliknya yang sah dapat diberikan kepadanya dengan 
hak eigendom, dengan pembatasan-pembatasan yang 
diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan ordonansi 
dan dicantumkan dalam surat eigendom- nya, yaitu 
mengenai kewajibannya terhadap negara dan desa yang 
bersangkutan, demikian juga mengenai wewenangnya 
untuk menjualnya kepada bukan pribumi. 

h. Persewaan atau serah pakai tanah oleh orang-orang 
pribumi kepada nonpribumi dilakukan menurut ketentuan 
yang diatur dengan ordonansi. 

Agrarische Eigendom 

Agrorische Wet tersebut dijalankan dengan Agrarische 
Besluit (Staatblad 1970 No. 118) yang kemudian terkenal 
dengan pernyataan "domein" (domein verklaring). Dalam 
salah satu klausul Agrarische Besluit tersebut dijelaskan 
bahwa semua tanah yang tidak ada bukti kepemilikannya 
adalah eigendom atau hak milik negara (Pasal 1). Itu artinya, 
kalau sebidang tanah tidak dapat dibuktikan siapa yang 
berhak adalah milik negara dan secara otomatis dikuasai 
oleh pemerintah kolonial Belanda. Selengkapnya Pasal 1 
Agrarische Besluit berbunyi: 
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"Dengan tidak mengurangi dua ketentuan dalam 
Agrarische Wet bahwa segala pemberian tanah tidak 
boleh mendesak hak rakyat atas tanah, dan pencabutan 
hanya diperbolehkan untuk kepentingan kultur, usaha 
pertanian pemerintah, dengan diberi kerugian, maka tetap 
merupakan satu asas bahwa semua tanah adalah domein 
negara, kecuali tanah-tanah yang oleh orang lain dibuktikan 
dihaki dengan hak eigendom dan agrarische eigendom." 


Undang-llndang Agraria & Aplikasinya 





Semula Agrarische besluit hanya berlaku di Jawa dan 
juga Madura. Tetapi kemudian, secara bertahap pernyataan 
domein tersebut juga diberlakukan pemerintah kolonial 
yang notabene pusat kedudukannya di Pulau Jawa (batavia) 
,untuk kemudian diterapkan di daerah pemerintahan 
langsung diluar Jawa dan Madura, dengan di terbitkannya 
stattbalt 1875-119.[16]. Teori domein ini menciptakan hak- 
hak barat tertentu, seperti hak eigendom, hak opstal dan 
hak erfpacht, namun juga membiarkan hak-hak adat terus 
berlanjut sehingga di Jawa khususnya terdapat bermacam- 
macam hakyaitu hak milik adat, hak milik individu, hak milik 
yang didasarkan pada agrarische eigendom, hak milik yang 
diberikan oleh pemerintahan Belanda pada pribumi, hak 
milik kerajaan hak milik sewa, membangun mengusahakan 
hak-hakmilikoranglainserta hak-hakatastanah pemerintah 
yang dikuasai oleh orang-orang asing Asia. 

Aturan tersebut telah dijadikan dasar yang sangat 
tleksibel bagi pengusaha perkebunan untuk memperluas 
perkebunanya dengan mengambil tanah-tanah milik rakyat, 
yang mustahil dapat menunjukkan kepemilikannya. Kita 
lihat tata cara memperoleh Agrarische eigendom seperti 
yang diatur dalam Pasal 51 ayat (7) I.S., diatur lebih lanjut 
dalam Pasal 4 AB kemudian diatur lebih lanjut dalam KB 
tanggal 16 April 1872 Nomor: 29 (S. 1872-117) dan S. 1837- 
38, yaitu: 

a. Apabila seseorang Indonesia asli/bumi putera ber- 
keinginan agar hak milik atas tanahnya, dirubah menjadi 
Hak Agrarische eigendom, maka pemohonannya harus 
diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, 
agar ia ditetapkan sebagai pemiliknya. Inilah yang 
disebut: uitwijzing van erfelijkindividucelgebbruikrecht. 
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Ini hanya mungkin apabila tanahnya di luar sengketa, 
artinya tanpa berperkara dengan pihak lain. 

b. Untuk ini semua sebelumnya diadakan pengumuman, di 
desanya yang bersangkutan untuk memberi kesempatan 
kepada pihak ketiga yang merasa berkepentingan akan 
mengajukan keberatan-keberatan terhadap permohonan 
uitwijzing van erfeiijk individucel gebbruikrecht di atas. 

c. Dengan berlandaskan keputusan ketua pengadilan 
negeri tersebut, maka agrarische eigendom dapat di- 
berikan kepada pemohonoleh bupatiyangbersangkutan 
bertindak untuk dan atas nama pemberian gubernur 
jenderal. 

d. Agrarische eigendom yang telah diperoleh dari 
bupati tersebut, maka Agrarische eigendom tersebut 
harus didattarkan menurut peraturan sebagaimana 
dimuat dalam S.1873-38, dan kepada pemiliknya akan 
mendapat surat tanda bukti hak. 

e. Setiap peralihan hak, pembebanan dengan hypotheek, 
harus didattarkan di Kantor Pengadilan Negeri. 


Tentu saja dengan prosedur yang berbelit-belit dan harus 
atas perizinan dari pemerintahan kolonial yang memiliki 
kepentingan akan tanah untuk para investor, maka rakyat akan 
kesulitan membuatsurat tanda bukti kepemilikan. Ketika kaum 
tani yang lugu tidak memiliki tanda bukti kepemilikan atas 
tanah maka tanah tersebut akan disita dan tentu saja akan 
ada undang-undang yang nampak melindungi kepemilikan 
perseorang kaum tani atas tanah dalam kenyataannya hanyalah 
kedok bagi pemerintah kolonial untuk memberikan Hak Erpahct 
kepada pengusaha perkebunan besar. Bahkan para pengusaha 
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perkebunan tersebut dapat menyewa tanah milik kaum tani 
untuk masa waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. 

Zaman Penjajahan Jepang 

Pada jaman penjajahan Jepang tidak ada perubahan 
yang cukup signitikan dalam persoalan UU agrarian. Jepang 
tetap menggunakan Aturan agraria yang digunakan pada 
zaman Belanda. 

B. Sesudah Kemerdekaan Indonesia 

1. Panitia Agraria Yogyakarta 

Pada tahun 1948, tiga tahun setelah Indonesia berdiri 
terjadi keinginan untuk membuat suatu tatanan aturan 
hukum yang berjiwa Indonesia, keinginan untuk menyusun 
dasar-dasar Hukum Agraria/ Hukum tanah baru yang 
akan menggantikan Hukum Agraria warisan pemerintah 
jajahan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia yang saat 
itu berkedudukan di Yogyakarta akibat Jakarta digunakan 
oleh pemerintah kolonial sebagai basis pertahanan maka 
ditunjuklah beberapa orang untuk menjadi panitia penyusun 
undang-undang agraria yang diketuai oleh Kepala Bagian 
Agraria Kementrian Dalam Negeri Sariman Reksodihardjo 
dengan tugas-tugasnya antara lain: 


a. Memberikan pertimbangan hukum kepada Pemerintah 
mengenai hukum tanah pada umumnya. 

b. Merencanakan dasar-dasar hukum tanah yang memuat 
politik hukum agrarian republik Indonesia. 

c. Merencanakan peralihan, penggantian, pencabutan 
peraturan-peraturan lama 


Panitia Agraria Yogyakarta ini bekerja mulai 21 Mei 
1948-1951. Panitia ini tidak sempat menyelesaikan 
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tugasnya karena terjadi perubahan dalam kabinet dan 
perubahan bentuk negara yang semula berbentuk Republik 
Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Walaupun belum dapat menyelesaikan tugasnya, 
panitia Yogyakarta ini mengusulkan beberapa hal yang 
direncanakan sebagai konsepsi asas-asas Undang-Undang 
Pokok Agraria antara lain: 


1 . 

la meniadakan asas domein dan pengakuan akan hak 

ulayat. 

2. 

Mengadakan peraturan yang memungkinkan adanya hak 

perseorangan yang dapat dibebani hak tanggungan. 

3. 

Mengadakan penyelidikan terutama di negara tetangga 

tentang kemungkinan pemberian hak milik atas tanah 
kepada orang asing. 

4. 

Perlu diadakan penetapan luas minimal kepemilikan tanah 

bagi para petani kecil untuk dapat hidup layak, sekalipun 

sederhana. UntukJawa diberikan batas minimal 2 hektare. 

Namun, luas minimal ini tidak disebutkan apakah untuk 
satu orang atau satu keluarga. 

5. 

Perlu diadakan penetapan luas maksimal kepemilikan 

tanah bagi para petani kecil untuk dapat hidup layak, 
sekalipun sederhana. UntukJawa diberikan batas maksimal 

10 hektare tanpa memandang jenis tanahnya. Untuk luar 

Jawa masih diperlukan penelitian lebih lanjut. 

6. 

Perlu diadakan pendattaran tanah milik dan hak-hak 

lainnya. 


2. Panitia Agraria Jakarta 

Setelah Panitia Agraria Yogyakarta bubar karena 
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 
sebelumnya Republik Indonesia Serikat, maka pada 
tanggal 19 Maret 1951 dibentuklah Panitia Agraria baru 
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yang diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo dan Sadjarwo 
sebagai wakilnya. Pada pertengahan jalan, Sarimin 
Reksodihardjo diangkat sebagai Gubernur Nusa Tenggara, 
maka digantikan oleh Wakil Kepala bagian Agraria, Singgih 
Praptodihardjo. Tugas dari panitia Jakarta ini sama dengan 
tugas panitia Agraria Yogyakarta. Dalam laporannya yang 
dimuat di majalah Agraria tanggal 9 Juni 1955, panitia ini 
menyimpulkan beberapa hal: 


a. Diadakan batas minimal kepemilikan tanah seluas dua 
hektare untuk satu keluarga. 

b. Untuk lahan pertanian dibatasi kepemilikannya maksi- 
mal 25 hektare untuk satu keluarga. 

c. Yang dapat memiliki tanah pertanian rakyat hanyalah 
warga Negara Indonesia tanpa perbedaan antara warga 
asli dan bukan asli. 

d. Untuk badan hukum tidak diperbolehkan untuk 
mengerjakan tanah pertanian rakyat 

e. Hak ulayat diatur dalam pokok-pokok dasar Negara. 


3. Panitia Soewahyo 

a. Landasan Hukum 

• Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 29 
Maret 1955 terbentuk Kementerian Agraria dengan 
tugas mempersiapkan Undang-Undang Agraria 
Nasional. Dengan terbentuknya kementerian ini, 
pemerintah bermaksud untuk segera mengganti 
Hukum Agraria Kolonial menjadi Hukum Agraria 
Nasional. Untuk itu perlu disusun suatu undang- 
undang yang memuat dasar serta ketentuan- 
ketentuan pokok hukum agrarian. 

• Untuk mempercepat proses pembuatan undang- 
undang, maka dengan Keputusan Republik Indonesia 
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tanggal 14Januari 1956, Panitia Agraria Yogyakarta 
dibubarkan dan dibentuk pantia baru dengan nama 
Panitia Negara Urusan Agraria yang berkedudukan 
di Jakarta dengan tugas utama mempersiapkan 
secepatnya Rencana Undang-Undang Pokok Agraria 
dalam waktu paling lambat satu tahun sejak panitia 
terbentuk. Panitia Urusan Agraria ini beranggotakan 
Pejabat Kementerian dan Jawatan, Ahli Hukum 
Adat dan Wakil Organisasi Petani dengan ketuanya 
Suwahjo Sumodilogo. 

b. Hasil Panitia Soewahyo 

► Dihapuskannya asas domein dan diakuinya hak 
ulayat yang harus ditumbuhkan pada kepentingan 
umum dan negara. 

► Asas domein ini diganti dengan hak pengurusan 
atas dasar Pasal 38/3 UUDS 1950. 

► Dualisme hukum agraria dihapuskan dan diada- 
kan kesatuan hukum yang memuat unsur-unsur 
positit baik lembaga-lembaga hukum adat mau- 
pun hukum barat. 

► Hak milik hanya boleh dimiliki oleh orang-orang 
warga negara Indonesia tanpa membedakan asli 
dan bukan asli. Sedangkan badan-badan hukum 
pada asasnya tidak diperbolehkan memiliki hak 
atas tanah. 

► Ditentukan hak-hak atas tanah yakni hak milik se- 
bagai hak yang terkuat dalam tungsi sosial, kemu- 
dian ada hak guna usaha, hak guna bangunan, 
dan hak pakai. 

► Perlu diadakan penetapan batas maksimum dan 
minimum yang boleh dimiliki oleh perorangan. 
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► Pada asasnya para petani harus dikerjakan sendiri 
dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya. 

► Perlu diadakan pendaftaran tanah dan perenca- 
naan penggunaan tanah. 


Dengan selesainya tugas pokok yang dibebankan 
pada Panitia Negara Urusan Agraria di dalam menyusun 
Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria, maka 
dengan Keputusan Presiden Negara Nomor 37 tahun 
1958 tertanggal 6 Mei 1958 Panitia tersebut dibubarkan. 

C. Rancangan Naskah Undang-Undang 
Pokok Agraria 

1. Rancangan Sunaryo 

Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria hasil dari 
Panitia Soewahyo setelah diadakan perubahan mengenai 
sistematika dan perumusan beberapa pasalnya, maka 
kemudian naskah rancangantersebutdiajukanoleh Menteri 
Agraria Sunaryo kepada Dewan Menteri pada tanggal 
14 Maret 1958. Pada tanggal 24 April 1958 rancangan 
Sunaryo ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada 
sidang Dewan Perwakilan Rakyat Naskah Undang-Undang 
Pokok Agraria ini disusun dan diselesaikan karena masih 
berlandaskan Undang-Undang Dasartahun 1950. 

2. Rancangan Sajarwo 

Dengan adanya Dekrit Presiden Republik Indonesia 
tanggal 5 Juli 1959 yang mengajak untuk kembali kepada 
Undang-Undang Dasar 1945, rancangan Suwaryoyang telah 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat terpaksa harus 
ditarik kembali untuk disesuaikan dengan Undang-Undang 
Dasar 1945. Setelah diadakan perubahan seperlunya, maka 
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rancangan Undang-Undang Pokok Agraria yang dibuat oleh 
Menteri Sajarwo diajukan kembali kepada kabinet dan 
disetujui untuk dilakukan pembahasan pada tanggal 22 
Juli 1960 dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong pada tanggal 1 Agustus 1960. Setelah 
diadakan pembahasan secara mendalam, maka tanggal 
14 September 1960 Rancangan Undang-Undang tersebut 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan baru pada 
tanggal 24 September 1960 disahkan menjadi Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar 
pokok-pokok agrarian yang kemudian lebih disebut sebagai 
Undang-Undang Pokok Agraria. 
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E)1E) III 


ASAS-ASAS 

UNDANG-UNDANG P0K0K AGRARIA 


A. Asas-asas 

1. Asas Ketuhanan yang Maha Esa 

Pasal 1 ayat (2) UUPA: Seluruh bumi, air, dan ruang 
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai 
karunia Tuhan yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang 
angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan 
nasional. 

2. Asas Persatuan Indonesia 

Pasal 9 ayat (1) UUPA: Hanya warga negara Indonesia 
dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan 
bumi, air, dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan 
Pasal 1 dan 2. 

Catatan: WNA hanya dapat memperoleh Hak Pakai. 

3. Asas Demokrasi dan Kerakyatan 

Pasal 9 ayat (2) UUPA: Tiap-tiap warga negara Indonesia, 
baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan 
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yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah 
serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri 
sendiri maupun keluarganya. 

Catatan: dalam penguasaan tanah tidak diadakan 
perbedaan lagi antara warga negara pribumi dan non- 
pribumi dan antara laki-laki dan perempuan. 

4. Asas Musyawarah 

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 
untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah. 
Proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap 
saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan 
atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah 
dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh 
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. 

5. Asas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

Pasal 10 UUPA; 

(1) Setiap orang dan badan hukumyang mempunyaisesuatu 
hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan 
mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara 
aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. 

(2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) 
pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan 
perundangan. 

(3) Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat (1) 
pasal ini diatur dalam peraturan perundangan. 

Penjelasan Umum II Angka 7: mengingat akan susunan 
masyarakat pertanian kita, untuk sementara waktu kiranya 
masih dimungkinkan adanya penggunaan tanah pertanian 
oleh orang-orang yang bukan pemiliknya; misalnya melalui 
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sewa-beli, bagi-hasil, gadai, dan sebagainya. Namun 
demikian, segala sesuatunya harus diselenggarakan dengan 
mencegah hubungan-hubungan hukum yang bersitat 
penindasan si lemah oleh si kuat, tidak boleh diadakan 
perjanjian atau kesepakatan atas dasar free-fight, harus 
dicegah cara-cara pemerasan ("exploitation derhomme par 
1'homme"). 

6. Asas Keadilan Sosial 

Pasal 11, 13, 15, dan pasal-pasal yang mengatur 
landreform (Pasal 7,10,17, 53) UUPA. Pasal 11 menyatakan; 

(1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan 
hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta 
wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan 
hukum ituakan diatur, agartercapaitujuanyangdisebut 
dalam Pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas 
kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui 
batas. 

(2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan 
hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak 
bertentangan dengan kepentingan nasional diperhati- 
kan, dengan menjamin perlindungan terhadap 
kepentingan golongan yang ekonomis lemah. 

Pasal13 

(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam 
lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga 
meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai 
yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) serta menjamin 
bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang 
sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri 
maupun keluarganya. 
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(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam 
lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan 
perseorangan yang bersifat monopoli swasta. 

(3) Usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang 
bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan 
undang-undang. 

(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan 
jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam 
usaha-usaha di lapangan agraria. 

Pasal 15 

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya 
serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap- 
tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai 
hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan 
pihak yang ekonomis lemah. 

7. Sifat Komunalistik Religius 

Pasal 6 UUPA; 

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 


Pasal7 

Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka 
pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas 
tidak diperkenankan. 


8. Asas Pemisahan Horizontal 


34 


Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi 
pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. 
Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya 
meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. 
Namun dalam praktik, dimungkinkan suatu perbuatan 
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hukum mengenai tanah meliputi juga bangunan dan 
tanaman yang ada di atasnya, asalkan bangunan dan 
tanaman tersebut secara fisik merupakan satu kesatuan 
dengan tanah yang bersangkutan, artinya bangunan yang 
bertondasi dan tanaman merupakan tanaman keras; 
bangunan dan tanaman keduanya milik si empunya tanah 
maksud demikian secara tegas disebutkan dalam akta 
yang membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang 
bersangkutan. 

9. Asas Spesialitas 

Bahwatanahyangdidaftarkan harusjelas-jelasdiketahui 
dan nyata ada di lokasi tanahnya. 

10. Asas Publisitas 

Bahwa setiap orang dapat mengetahui sesuatu bidang 
tanah itu milik siapa, seberapa luasnya, dan apakah ada 
beban di atasnya. 

11. Asas Negatif 

Bahwa pemilikan suatu bidangtanah yang terdaftaratas 
nama seseorang tidak berarti mutlak adanya, sebab dapat 
saja dipersoalkan siapa pemiliknya melalui Pengadilan. 

Perihal asas pemisahan Horizontal dan vertikal, akan 
dijelaskan lebih lanjut sebagaimana di bawah ini: 

Asas Pemisah Horizontal 

Dalam Pasal 28 UUPA menyatakan; 

(1) Hak Guna-Usaha adalah hak untuk mengusahakan 
tanah yang dikuasailangsung oleh negara, dalam jangka 
waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna 
perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. 
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(2) Hak Guna-Usaha diberikan atas tanah yang luasnya 
paling sedikit 5 hektare, dengan ketentuan bahwa jika 
luasnya 25 hektare atau lebih harus memakai investasi 
modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik , 
sesuai dengan perkembangan zaman. 

(3) Hak Guna-Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada 
pihak lain. 

Apabila HGU tersebut telah habis masa berlakunya serta 
tidak diperpanjang dan atau diperbaharui haknya, akan 
dikenakan pengaturan seperti yang ditentukan dalam Pasal 
18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Ketentuan 
ini mengatur hal yang sama seperti Pasal 37 Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Keberadaan 
Bangunan Setelah HGB Habis Masa Berlakunya. Ketentuan 
yang sama juga berlaku terhadap bangunan yang berdiri 
di atas tanah Hak Pakai seperti yang diatur dalam Pasal 41 
UUPA dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
1996. Penerapan asas pemisahan horizontal juga dapat 
dilihat dalam Pasal 44 UUPA yang mengatur tentang Hak 
Sewa untuk Bangunan, yang menentukan bahwa seseorang 
atau suatu badan hukum dapat mempergunakantanah milik 
orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar 
kepada pemilik tanahnya sejumlah uang sebagai sewanya. 

Kondisi ini akan menyebabkan kepemilikan bangunan 
dan tanahnya berada dalam subjek yang berbeda. 
Kepemilikan Hak Atas Tanah tidak dengan sendirinya 
meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. 
Dengan demikian perbuatan hukum mengenai tanah tidak 
dengan sendirinya meliputi pula bangunan dan tanaman 
yang ada di atasnya. Dalam konteks ini pembebanan Hak 
Atas Tanah dengan Hak Banggungan tidak serta merta 
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meliputi pula bangunan dan atau benda-benda lain yang 
ada di atasnya, kecuali dinyatakan secara tegas. 

Terkait dengan Hak Tanggungan ini, pada tanggal 9 
April 1996 telah ditetapkan Undang Undang Nomor 4 
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 
Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Mengamati 
nama atau judul dari undang-undang ini terkesan bahwa 
pembebanan Hak Atas Tanah akan beserta pula dengan 
benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Padahal asas 
pemisahan horizontal yang dianut dalam UUPA tidak 
menghendaki demikian. Apalagi jika dikaitkan dengan 
Pasal 25, 33, 39 dan 51 UUPA menegaskan yang dapat 
dibebani Hak Tanggungan hanya pada hak atas tanahnya 
saja. Apakah dengan demikian, Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 1996 dianggap bertentangan dengan UUPA yang 
menganut asas pemisahan horizontal? Jawaban terhadap 
pertanyaan ini dapat dikaji dengan memahami isi dari Pasal 
4 ayat 4 dan ayat 5 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996. Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 
menyatakan Hak tanggungan dapat juga dibebankan pada 
Hak Atas Tanah, berikut bangunan, tanaman, dan hasil 
karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu 
kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik 
Pemegang Hak Atas Tanah yang pembebanannya dengan 
tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 
yang bersangkutan. 

Mencermati isi dari ketentuan ini, jelas dinyatakan 
bahwa pembebanan terhadap Hak Atas Tanah akan 
termasuk atau beserta benda-benda yang berkaitan 
dengan tanah, kalau pemilik Hak Atas Tanah dan bendanya 
adalah subjek yang sama serta dinyatakan secara tegas 
dalam akta pembebannya. Jika kepemilikan Hak Atas Tanah 
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dengan bendanya berada pada subjek yang berbeda, maka 
menurut Pasal 4 ayat 5 Undang-Undang nomor 4 Tahun 
1996, akta pembebannya tersebut harus ditandatangani 
secara bersama oleh subjek pemegang Hak Atas Tanah dan 
pemilik benda-benda yang ada di atas tanah itu. Rumusan 
yangada dalam ketentuantersebut untuk mencegahadanya 
kesulitan dalam praktik eksekusi, ketika debitur melakukan 
wanprestasi atau tidak dapat memenuhi hutangnya pada 
kreditur. Tidaklah mudah menjual atau melelang tanahnya 
tanpa sekaligus menjual atau melelang bangunan beserta 
bangunan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan 
tanah. 

Rumusan Pasal 4 ayat 4 dan 5 dari Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 tersebut di atas paralel dengan hasil 
Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Nasional seperti 
yang dikutip oleh Boedi Harsono yang menyatakan, dalam 
praktik perbuatan hukum mengenai tanah juga pula 
meliputi bangunan dan atau tanaman yang ada di atasnya, 
jika memenuhi syarat sebagai berikut: 


► Bangunandantanamantersebutsecarafisik merupakan 
satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan, 
artinya bangunan tersebut bertondasi dan tanamannya 
merupakan tanaman keras; 

► Kepemilikan bangunan dan tanahnya berada pada 
orang yang sama; 

► Disebutkan secara tegas dalam akta yang membuktikan 
adanya perbuatan hukum tersebut. 


Dari uraian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa 
secara substantit, keberadaan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 tidak bertentangan dengan UUPAyang menganut 
asas pemisahan horizontal. 
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Selain Indonesia sebagai negara yang menganut asas 
pemisahan horizontal, Jepang juga menggunakan asas yang 
sama. Dalam proses pendattaran benda tetap, pendattaran 
terhadap Hak Atas Tanahnya tidak termasuk pendattaran 
atas benda-benda yang melekat padanya. Tanah, bangunan, 
bahkan tanaman didattarkan secara terpisah satu sama lain 
sehingga status hukum tanah sebagai benda tetap yang 
didattarkan serta benda-benda yang melekat padanya 
memiliki status hukum terpisah satu sama lainnya. Oleh 
karena itu kedua benda tersebut dapat dijadikan objek dari 
perbuatan hukum yang terpisah. Dalam artian penjaminan 
atas tanah tidak serta merta akan mengikat benda-benda 
yang ada di atasnya. 

Dalam The lmmovables Registration Law, Law Number 
24, Februari 1899 dan Law Relabng to Standing Timbers, Law 
Number 22 1909 menyatakan the most significant practical 
result of this distinction between land and structures 
thereon is that building may be owned separately disposed 
of. In addition, the land and buildings may separately used 
as collateral securing obligations of the owner. Mengingat 
tanah dan bangunan itu merupakan bagian yang terpisah, 
maka keduanya juga merupakan objek pendattaran yang 
terpisah pula. Dengan demikian akan dapat dibedakan 
antara sertitikat pemilikan tanah dan sertitikat pemilikan 
bangunan. 

Pemisahan dan pembedaaan alat bukti kepemilikan 
tanah dan bangunan serta benda lain yang ada di atasnya 
seperti yang berlaku di Jepang, juga berlaku pula di 
Indonesia. Ketentuan yang mengatur tentang alat bukti Hak 
Atas Tanah dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 tentang Pendattaran Tanah. Pasal 32 ayat 
1-nya menyatakan; 
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(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hakyang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik 
dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang 
data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data 
yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang 
bersangkutan. 

Sertifikat yang demikian ini dibuat dan dikeluarkan 
oleh Kantor Pertanahan. Pengaturan alat bukti bangunan 
mendapatkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Peraturan 
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung. Pasal 7 dan 8 dari Undang- 
Undang Nomor 28 Tahun 2002 menyatakan: 

Pasal7 

(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan 
administrabf dan persyaratan teknis sesuai dengan 
fungsi bangunan gedung. 

(2) Persyaratan administrabf bangunan gedung sebagai- 
mana dimaksud dalam ayat (1) melipub persyaratan 
status Hak Atas Tanah, status Kepemilikan Bangunan 
Gedung, dan lzin Mendirikan Bangunan. 

(3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) melipub persyaratan tata 
bangunan dan persyaratan keandalan bangunan 
gedung. 

(4) Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah 
dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki 
izin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku. 
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(5) Persyaratan administrati/ dan teknis untuk bangunan 
gedung adat, bangunan gedung semi permanen, 
bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang 
dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh 
pemerintah daerah sesuai kondisi sosial dan budaya 
setempat. 


Pasal 8 

Pasai8 

(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan 
administrati/ yang meliputi: 

a. status Hak Atas Tanah, dan/atau izin pemanfaatan 
dari pemegang Hak Atas Tanah; 

b. status kepemilikan bangunan gedung; dan 

c. izin Mendirikan Bangunan Gedung; sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki 
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung. 

(3) Pemerintah daerah wajib mendata bangunan gedung 
untukkeperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan. 

(4) Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan 
gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan 
ayat(3) diaturlebih lanjutdengan Peraturan Pemerintah. 

Asas Pemisahan Vertikal 

Asas pemisahan vertikal, pemilik tanah belum tentu 
pemilik bangunan. Dengan mengingat keadaan tersebut, 
maka atas bangunan (satuan rumah susun) diberlakukan 
ketentuan mengenai hukum tanah. Adanya unsur tanah 
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di sini memberikan dasar bagi pemerintah sebagaimana 
diamanatkan untuk mengadakan pendattaran tanah yang 
didasarkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Bagian Ke 2 (dua) 
mengenai pendattaran tanah yang mengatakan; 

Pasal 19 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah 
diadakan pendajtaran tanah diseluruh wilayah Republik 
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Pendajtaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: 

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 

b. pendajtaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak- 
hak tersebut; 

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat. 


(3) Pendajtaran tanah diselenggarakan dengan mengingat 
keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas 
sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, 
menurut pertimbangan Menteri Agraria. 
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(4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang 
bersangkutan dengan pendajtaran termaksud dalam 
ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang 
tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 
tersebut. 

Sedangkan, pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendattaran Tanah 
menyatakan; 
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Pendoftaron tanah adalah rangkaian kegiatan 
yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, 
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak 
milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya; 

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 
Objek Pendaftaran Tanah menyatakan; 

(1) Objek pendajtaran tanah meliputi: 

a. bidang-bidang tanah yang dimiliki dengan Hak Milik, 
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai; 

b. tanah hak pengelolaan; 

c. tanah wakaf; 

d. hak milik atas satuan rumah susun; 

e. hak tanggungan; 

f. tanah negara. 

(2) Dalam hal tanah Negara sebagai objek pendajtaran 
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
pendajtarannya dilakukan dengan cara membukukan 
bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam 
dajtar tanah. 

Hal tersebut juga yang melandasi mengapa kegiatan 
Pendaftaran Hak Satuan Rumah Susun berbeda karena 
di dalamnya terdapat bagaimana dengan pemilikan 
bagian-bagian yang fungsinya harus digunakan bersama. 
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bagaimana pengaturan dan pembagian benda yang 
digunakan bersama, bagaimanakah dengan tanah di atas 
mana bangunan gedung yang bersangkutan berdiri, karena 
hanya bagian-bagian yang ada di lantai dasar saja yang 
secara fisik berhubungan langsung, maka objek utama 
yang didaftar adalah Satuan Hak Milik Rumah Susun. 
Berdasarkan peraturan pelaksananya juga dikatakan bahwa 
pendaftaran hak atas bersama maupun individu, bahkan 
sampai penerbitan sertifikatnya atas satuan rumah susun 
menempuh prosedur yang sedikit berbeda dibanding 
pendaftaran hak-hak atas tanah. 

Pada pemilik juga mempunyai hak milik atas satuan 
rumah susun menempatkan si pemilik atau si pemegang 
hak tersebut sebagai pemilik dari fisik satuan rumah susun 
itu sendiri. Dalam hukum rumah susun, tiap pemilik satuan 
rumah susun memegang tanda bukti hak berupa sertifikat 
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dengan adanya tanda 
bukti hak itulah, maka mulai timbul peran (dalam arti hak, 
kewajiban, dan kekuasaan) setiap pemilik satuan rumah 
susun dalam kedudukannya sebagai pemilik penuh atas 
fisik satuan rumah susun yang dimilikinya secara individual 
dan pemilik bersama. 
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Penerbitan tanda bukti Hak Milik Atas Satuan Rumah 
susun juga berbeda dengan penerbitan hak perumahan 
biasa yang bukan rumah susun baikterletak pada perbuatan 
hukum pemisahannya dan perbuatan hukum jual beli 
tersebut. Dalam peraturan pemerintah juga ditegaskan 
bahwa tanda bukti hak yang diterbitkan dalam satuan 
rumah susun didasarkan pada besarnya nilai perbandingan 
proposional pada masing-masing hak, bagian, dan benda 
bersama yang berarti hal ini juga berbeda dengan bagian 
-bagian dalam penerbitan Hak Atas Tanah. 

Undang-Undang Agraria & Aplikasinya 




Pembuktian Hak Milik Satuan Rumah Susun didasarkan 
pada tanda bukti Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang 
dimilikinya, karena ini merupakan salah satu hak untuk 
mendapatkan perlindungan hukum (prokteksi hukum) atas 
kepemilikannya atas suatu satuan rumah susun (Pasal 9 ayat 
(1) Nomor 16/1985 tentang Rumah Susun) dan hak untuk 
mengalihkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tersebut 
yang harus berpedoman tanda bukti hak dipunyainya (Pasal 
10 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah 
Susun). 
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£>1f> IV 


TUJUAN & FUNGSI 
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA 


A. Fungsi dan Tujuan UUPA 

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai tujuan dan fungsi 
Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk memahami tujuan dan 
fungsi diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria, simak 
uraian berikut. 

UUPA mempunyai dua substansi dari segi berlakunya. 
Pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum 
agraria kolonial. Kedua, membangun hukum agraria nasional. 
Menurut Boedi Harsono, dengan berlakunya UUPA, maka 
terjadilah perubahan yang fundamental pada hukum agraria di 
Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan. Perubahan 
yang fundamental ini mengenai struktur perangkat hukum, 
konsepsi yang mendasari maupun isinya. 

UUPA juga merupakan undang-undang yang melakukan 
pembaharuan agraria karena di dalamnya memuat program 
yang dikenal dengan Agrarian reform Indonesia yang meliputi 
5 program (Panca Program), yaitu: 
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1. Pembaharuan hukum agraria, melalui unitikasi hukum yang 
berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian 
hukum; 

2. penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial 
atas tanah; 

3. mengakhiri penghisapan teodal secara berangsur-angsur; 

4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta 
hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan 
penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan 
kemakmuran dan keadilan; 

5. perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta 
penggunaanya secara terencana, sesuai dengan daya 
dukung dan kemampuannya. Sebagai undang-undang 
nasional, UUPA memiliki sifat nasional material dan 
tormal. Sifat nasional material berkenaan dengan substansi 
UUPA. Sedangkan nasional formal berkenaan dengan 
pembentukan UUPA. 


1. Sifat Nasional Material UUPA 


Sifat nasional material UUPAmenunjuk kepada substansi 

UUPA yang harus mengandung asas-asas berikut: 

a. berdasarkan hukum tanah adat; 

b. sederhana; 

c. menjamin kepastian hukum; 

d. tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar kepada 
hukum agama; 

e. memberi kemungkinan supaya bumi, air, dan ruang 
angkasa dapat mencapai fungsinya dalam membangun 
masyarakat yang adil dan makmur; 
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f. sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia; 

g. memenuhi keperluan rakyat Indonesia menurut 
permintaan zaman dalam segala soal agraria; 

h. mewujudkan penjelmaan dari Pancasila sebagai asas 
kerohanian negara dan cita-cita bangsa seperti yang 
tercantum dalam undang-undang; 

i. merupakan pelaksanaan GBHN (dulu Dekrit Presiden 5 
Juli 1959 dan Manifesto Politik); 

j. melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 

2. Sifat Nasional Formal UUPA 

Sifat nasional formal UUPA menunjuk kepada 
pembentukan UUPA yang memenuhi sifat sebagai berikut: 

a. dibuat oleh pembentuk undang-undang nasional 
Indonesia, yaitu DPRGR; 

b. disusun dalam bahasa nasional Indonesia; 

c. dibentuk di Indonesia; 

d. bersumber pada UUD 1945; 

e. berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia. 
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£>1f>V 


HAK-HAK ATAS TANAH 


A. Pasal-Pasal 

Selain Undang-Undang Pokok Agraria, Kitab Undang- 
Undang Hukum Perdata menjadi salah satu sumber hukum 
dalam hukum mengenai tanah dan benda-benda bergerak 
lainnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 520 Kitab Undang- 
Undang Hukum Perdata, "Pekarangan dan kebendaan tak 
bergerak lainnya yang tidak terpelihara dan tiada pemiliknya, 
seperti pun kebendaan mereka yang meninggal dunia tanpa 
ahli waris atau yang warisannya telah didnggalkan, adalah 
milik negara." 

Dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa tanah 
memiliki sifat yang khusus bagi negara. Selanjutnya dalam Pasal 
519 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa, 
"Ada kebendaan yang bukan milik siapa pun juga; kebendaan 
lainnya adalah milik negara, milik badan kesatuan, atau milik 
seseorang". 

Dari dua rumusan pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa tanah khususnya pekarangan dapat dimiliki oleh 
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perorangan secara bebas dapat pula dimiliki oleh badan 
kesatuan yang berwujud dalam milik bersama. Pada zaman 
pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, seluruh tanah diwakili 
oleh pemerintah kolonial. Benda bebas hanya diakui dan ada 
untukbenda-benda bergeraksaja.Setelahdisahkannya Undang- 
Undang Pokok Agraria pada 24 September 1960 sebagian 
ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut tercantum secara jelas 
dalam konsiderans Undang-Undang Pokok Agraria. 

Untuk lebih jelas, mari kita baca konsiderans tersebut. 

Memutuskan: 

Dengan mencabut: 

1. "Agrarische Wet" (Staatsblad 1870 No. 55), sebagai yang 

termuat dalam Pasal 51 "Wet op de Staatsinrichting 

van Nederlands Indie” (Staatsblad 1925 No. 447) dan 

ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu; 

2. a. "Domienverkiaring" tersebut dalam Pasal 1 "Agrarisch 

Besluit " (Staatsblad 1870 No. 118); 

b. "Algemene Domienverklaring” tersebut dalam 
Staatsblad 1875 No. 119A; 

c. "Domienverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam 
pasal 1 dari Staatsblad 1874 No. 94f; 

d. "Domeinverklaring untuk keresidenan Menado" 
tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55; 

e. "Domienverklaring untuk residentie Zuider en 
Oosterafdeling van Borneo" tersebut dalam Pasal 1 dari 
Staatsblad 1888 No.58; 
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3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 
1872 No. 117) dan peraturan pelaksanaannya; 

4. Buku ke-ll Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali 
ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih 
berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini; 

Menetapkan: 

Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. 

Dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Agrarian, maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa undang-undang tersebut 
mencabut seluruh ketentuan mengenai hukum agrarian 
yang telah ada dalam hal ini meliputi bumi, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung dalam bumi yang berlaku selama 
masa penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Lebih lanjut, 
dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 
Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda berkaitan 
dengan tanah, maka praktis ketentuan mengenai hipotekyang 
sebelumnya diaturdalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata tidak berlaku lagi. Hal ini sesuai dengan rumusan pasal 
29 Undang-Undang Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996. 

Secara kasat mata, Undang-Undang Pokok Agraria tidak 
mengatur secara khusus pasal-pasal mana saja dalam Buku II 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dihapuskan 
dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut. 
Sri Soedewi Masjchoen Sotwan dalam buku Hukum Perdato: 
Hukum Benda, menyatakan pasal-pasal yang berlaku dan 
dihapuskan dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria 
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tersebut. Sri Soedewi Masjchoen Sotwan dalam buku Hukum 
Perdata : Hukum Benda, menyatakan bahwa: 

1. Pasal-Pasal yang Masih Berlaku Penuh 

a. Pasal-pasal tentang benda bergerak 

Aturan mengenai hak bergerak diatur dalam Pasal 
505, Pasal 509 sampai 518 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. 

b. Pasal-pasal mengenai penyerahan benda bergerak 

Termasuk di dalamnya Pasal 612 hingga Pasal 613 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

c. Pasal-pasal mengenai bewoning. 

Pasal ini hanya mengatur mengenai rumah. 
Aturannya terdapat dalam Pasal 826-827 Kitab Undang- 
Undang Hukum Perdata. 

d. Pasal-pasal mengenai hukum waris 

Aturan ini terdapat dalam pasal 830 hingga 1130 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

e. Pasal-pasal mengenai utang-piutang yang 
diistemewakan. 

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1131 hingga 
Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

f. Pasal-pasal mengenai gadai. 

Perlu diperhatikan di sini gadai tidak selalu 
mengenai benda bergerak seperti yang diatur dalam 
Pasal 1150 hingga pasal 1160 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. 
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g. Pasal-pasal mengenai hipotek 

Aturan mengenai hipotek termasuk dalam pasal 
yang disendirikan. Walaupun masih mengenai tanah, 
pasal ini dikecualikan dari pencabutan dari Undang- 
Undang Pokok Agraria. Aturan-aturannya dikurangi oleh 
pasal-pasal yang tak pernah berlaku berdasarkan Pasal 
31 Peraturan Peralihan perundang-undangan Stb. 1848 
No. 10. 

2. Pasal-Pasal yang Tidak Berlaku Lagi 

a. Pasal-pasal yang mengenai benda tidak bergerak yang 
berhubungan dengan hak-hak mengenai tanah. 

b. Pasal-pasal mengenai cara memperoleh Hak Milik 
mengenai tanah. 

c. Pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda tidak 
bergerak dinyatakan tidak berlaku. 

d. Pasal-pasal mengenai kerja rodi yang diatur dalam Pasal 
673 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

e. Pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban pemilik 
pekarangan bertetangga, Pasal 625 hingga Pasal 627 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

f. Pasal-pasal mengenai pengabdian perkarangan 
(erfdienstbaarheid) yang diatur dalam Pasal 674 sampai 
Pasal 710 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

g. Pasal-pasal mengenai Hak Opstal, Pasal 711 sampai 
Pasal 719 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

h. Pasal-pasal tentang Hak Erfpacht yang diatur dalam 
Pasal 720 hingga Pasal 736 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. 
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i. Pasal mengenai bunga tanah dan hasil sepersepuluh, 
Pasal 737 sampai Pasal 755 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. 

3. Pasal-Pasal yang Masih Berlaku Tetapi Tidak 
Penuh 

Dalam arti tidak berlaku sepanjang mengenai bumi, 
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan 
masih tetap berlaku sepanjang mengenai benda-benda lain 

a. Pasal-pasal mengenai benda pada umumnya. 

b. Pasal mengenai cara membedakan benda yang diatur 
dalam Pasal 503 hingga Pasal 505 Kitab Undang-Undang 
Hukum perdata. 

c. Pasal-pasal mengenai benda sepanjang tidak mengenai 
tanah, terletak di antara Pasal 529 sampai Pasal 568 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

d. Pasal-pasal tentang Hak Milik sepanjang tidak mengenai 
tanah yang terletak antara Pasal 570 Kitab Undang- 
Undang Hukum Perdata. 

e. Pasal-pasaltentangHak Memungut Hasil(i /ruchtgebruik) 
sepanjangtidak mengenai tanah seperti yangtercantum 
dalam Pasal 756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

f. Pasal-pasal tentang Hak Pakai sepanjangtidak mengenai 
haktanah seperti yangtercantum dalam Pasal 818 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. 

Dengan adanya penjelasan mengenai pasal-pasal 
yang berlaku, tidak berlaku, dan berlaku namun sebagian, 
Undang-Undang Pokok Agraria menyebabkan tidak 
berlakunya ketentuan mengenai: 
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► benda tidak bergerak sepanjang mengenai tanah dan 
benda-benda yang berkaitan dengan tanah kedudukan 
berkuasa atas tanah; 

► hak Milik Atas Tanah; 

► hak Milik pekarangan yang berdampingan, ber- 
tetanggaan; 

► kerja Rodi; 

► hak Pengabdian pekarangan; 

► hakOrpstal; 

► ertpacht; 

► bunga Tanah dan Bunga Sepersepuluh; 

► hak Pakai sepanjang mengenai tanah dan benda-benda 
yang berkaitan dengan tanah; 

► hak mendiami; 

► perlekatan sebagai salah satu cara untuk memperoleh 
Hak Milik, sepanjang mengenai tanah dan benda-benda 
yang berkaitan dengan tanah; 

► penyerahan sebagai salah satu cara untuk memperoleh 
Hak Milik sepanjang mengenai tanah dan benda-benda 
yang berkaitan dengan tanah. 

Daluwarsa, untuk memperoleh Hak Milik, sepanjang 
mengenai tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan 
tanah; dan dengan berlakunya Undang-Undang Hak 
Tanggungan maka menjadi tidak berlaku lagi ketentuan 
mengenai Hipotik, sepanjang mengenai tanah dan benda- 
benda yang berkaitan dengan tanah. 

Seperti penjelasan sebelumnya, Undang-Undang Pokok 
Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 21 Desember 
1960 telah mencabut: 
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a. Agrarische Wet 

b. Ketentuan-ketentuan mengenai domein verkkloring 

c. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 nomor 29 

d. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang 
mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang 
terkandung dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan 
pada hak hipotik yang masih berlaku pada saat mulai 
berlakunya undang-undang ini dan sebelum digantikan 
oleh Undang-Undang Hak Tanggungan atas Tanah. 

Dapat dikatakan secara umum Undang-Undang Pokok 
Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tidak mengenal adanya 
kepemilikan tanah seperti yang dikenal dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Ada delapan hal yang 
menjadi perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Kedelapan 
hal pokok ini yang menjadi dasar Hukum Agraria Nasional 
dan menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Pokok 
Agraria butir II (1) hingga (8): 


58 


Holyang pertama menjadi dasar kenasionalan Undang- 
Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 adalah Pasal 
1 ayat (1) yang menyatakan, "Seluruh wilayah Indonesia 
adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia 
yang bersatu sebagai bangsa Indonesia". Dan dilanjutkan 
Pasal 1 ayat (2), "Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan 
yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa 
Indonesia dan merupakan kekayaan nasional". 


Dari dua ayat di atas dapat dijabarkan bahwa bumi, 
air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia 
yang kemerdekannya diperjuangkan oleh bangsa Indonesia 
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sebagai keseluruhan menjadi hak dari bangsa Indonesia. 
Tidak hanya semata-mata menjadi hak dari pemiliknya 
saja. Demikian pula dengan daerah-daerah dan pulau- 
pulau lain tidak semata-mata menjadi hak rakyat asli dari 
daerah yang bersangkutan saja. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, 
air, dan ruang angkasa merupakan semacam hak ulayat 
yang diangkat pada tingkatan paling atas yakni mengenai 
seluruh wilayah negara. Walaupun menjadi Hak Ulayat, 
namun dalam Hak Ulayat bukan berarti tidak ada hak milik 
perseorangan. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria dikenal 
pula hak milikyangdapat dimiliki oleh seseorang baiksendiri 
maupun orang lain atas bagian dari bumi Indonesia. Dalam 
hal tersebut, hanya pada permukaan bumi saja yang disebut 
dengan tanah yang dapat dimiliki seseorang. 

Adapun hubungan antara bangsa dengan bumi, air, 
dan ruang angkasa di Indonesia adalah hubungan yang 
abadi seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3), 
"Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta 
ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah 
hubungan yang bersifatabadi". Hal tersebut berarti selama 
rakyat Indonesia bersatu sebagai bangsa Indonesia selama 
itu pula bumi, air, dan ruang angkasa masih ada dalam 
keadaan bagaimanapun juga. Tidak ada sesuatu kekuasaan 
yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan 
tersebut. 

kedua dihapuskannya Asas Domein. Asas ini diperguna- 
kan sebagai dasar dari perundang-undangan agrarian yang 
berasal dari pemerintah jajahan dan tidak dikenal dalam 
umum agrarian yang baru. Hal tersebut dikarenakan asas 
ini betentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia 
dan asas negara yang merdeka dan modern. 


Undang-Undang Agraria & Aplikasinya 





http://bacaan-indo.blogspot.com 


Undang-Undang PokokAgrariatidakboleh bertentangan 
dengan peraturan perundangan di atasnya yakni Undang- 
Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 33 ayat (3) disebutkan, 
"Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- 
besarnya kemakmuran rakyat". Dari pengertian tersebut 
dapat diambil kesimpulan bahwa bangsa Indonesia ataupun 
negara bukanlah bertindak sebagai pemilik tanah, namun 
sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) 
bertindak sebagai badan penguasa. Dalam Pasal 2 ayat 
(1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan, Atas 
dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang 
Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, 
bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi 
dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh 
rakyat. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut, perkataan 
"dikuasai" dalam pasal tersebut bukanlah "dimiliki" akan 
tetapi memberikan wewenang kepada negara sebagai 
organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk pada 
tingkatan kekuasaan tertinggi melakukan: 


► Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, peng- 
gunaan, persediaan, dan pemeliharaannya. 

► Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipu- 
nyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu 

► Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan 
hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 


Adapun kekuasaan negara yang dimaksudkan tersebut 
mengenai semua bumi, air, dan ruang angkasa baik yang 
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sudah di berikan hak oleh seorang maupun yang tidak. 
Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai 
orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak 
tersebut. Dalam pengertian, negara hanya memberikan 
kekuasaan kepada yang memiliki sebatas hak diberikan 
tersebut tidak kurang dan tidak lebih. Adapun pembatasan- 
pembatasannya diaturoleh ketentuan lebih lanjut. 

Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dimiliki dengan 
sesuatuhakolehseorangataupihaklainadalahlebihluasdan 
penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan 
di atas, negara dapat memberikan tanah yang demikian 
kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak 
menurut peruntukan dan keperluannya. Hak yang dapat 
diberikan dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan, atau Hak Pakai atau memberikan kepada 
sesuatu badan penguasa seperti departemen, jawatan atau 
lainnya untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya 
masing-masing seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), "Hak 
menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya 
dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan 
masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan 
dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, 
menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah". 
Dalam pengertian tersebut kekuasaan Negara dibatasi pula 
oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat tersebut 
masih ada. 

Ketiga, ialah Pelaksanaan Hak Ulayat. Seperti dijelaskan 
sebelumnya, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, 
maka Hak Ulayat tersebut diakui dan menundukkan hak 
tersebutpadatempatyangsewajarnya padaalam bernegara. 
Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menentukan. 
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"Dengon mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 
dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa 
itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang 
menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa 
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, 
yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh 
bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan- 
peraturan lain yang lebih tinggi". 

Ketentuan-ketentuan tersebut berpangkal pada 
pengakuan adanya Hak Ulayat dalam hukum agrarian 
yang baru. Sebagaimana diketahui, walaupun menurut 
kenyataannya Hak Ulayat tersebut ada dan berlaku masih 
tetap harus memperhatikan pula keputusan-keputusan 
mengena hakim dan belum pernah diatur dalam 
undang-undang dengan mengakibatkan bahwa di dalam 
pelaksanaan peraturan-peraturan agrarian, Hak Ulayat pada 
zaman penjajahan dahulu sering diabaikan. Pada dasarnya, 
Hak Ulayat tersebut diperhatikan sepanjang hak tersebut 
menurut kenyataan memang masih ada pada masyarakat 
hukum yang bersangkutan. Sebelum diakui, akan diberikan 
"recognite" apabila dia memang berhak menerimanya 
selaku pemegang Hak Ulayat tersebut. 

Akan tetapi tidak dapat dibenarkan apabila berdasar 
Hak Ulayat tersebut, masyarakat hukum menghalang- 
halangi pemberian Hak Guna Usaha yang digunakan untuk 
kepentingan yang lebih luas. Hal yang sama juga apabila 
masyarakat berdasar hak ulayatnya menolak begitu saja 
dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk 
melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka 
pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan 
dan pemidahan penduduk. Pengalaman di lapangan 
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menujukkan seringkali pembangunan-pembangunan 
di daerah kerap terhambat karena kesulitan mengenai 
penggunaan Hak Ulayattersebut. Inilah yang mendasari dari 
ketentuan Pasal 3 tersebut. Kepentingan suatu masyarakat 
harus tunduk kedalam kepentingan negara dan nasional 
yang lebih luas dan Hak Ulayatnya pun harus disesuaikan 
dengan kepentingan yang lebih luas tersebut. Tidak dapat 
dibenarkan pula dalam suatu masyarakat hukum masih 
mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara 
mutlak seakan-akan ia lepas hubungan dengan masyarakat- 
masyarakat hukum dan daerah lainnya di dalam lingkungan 
negara sebagai suatu negara kesatuan. 

Keempat, Fungsi Sosial Atas Tanah. Tanah dapat 
menjadi hak milik pribadi, namun tidak dapat digunakan 
semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika 
menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal tersebut telah 
diatur dalam Pasal 6 yang menyatakan, "Semua hak atas 
tanah mempunyai tungsi sosial". 

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan 
keadaannya dan sifat dari haknya, sehingga dapat 
bermantaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang 
memilikinya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan 
negara. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa 
kepentingan perseorangan akan terdesak oleh kepentingan 
umum. Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula 
hak-hak individu. Kepentingan masyarakat dan kepentingan 
individu haruslah seimbang sehingga akan tercapai tujuan 
pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat 
seluruhnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 
2 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi, 
"Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari 
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negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk 
mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti 
kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam 
masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka 
berdaulat, adil, dan makmur." 

Sehubungan bahwa tanah memiliki tungsi sosial, maka 
suatu kewajaran apabila tanah harus dipelihara sebaik- 
baiknya agar bertambah subur dan dapat mencegah 
kerusakannya. Kewajiban memelihara ini bukan saja 
dibebankan kepada pemilik atau pemegang haknya saja, 
namun menjadi kewajiban setiap orang, badan Hukum atau 
instansi yang mempunyai sutau hubungan hukum dengan 
tanah tersebut sebagaimana bunyi Pasal 15 Undang- 
Undang Pokok Agraria, "Memelihara tanah, termasuk 
menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya 
adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau 
instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah 
itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah." 

Kelima, sesuai dengan asas kebangsaan dalam Pasal 
1, maka menurut Pasal 9 juncto Pasal 21 ayat (1) "Hanya 
warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik." 
Hal ini karena dalam Pasal 26 ayat (2), "Sedap jual beli, 
penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, 
dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 
langsung atau tidak langsung memindahkan Hak Milik 
kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang 
disamping kewarganegaraan Indonesia-nya mempunyai 
kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum 
kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termaksud dalam 
Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya 
jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak 
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pihok loin yang membebaninya tetap berlangsung serta 
semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak 
dapat dituntut kembali", sehingga orang asing hanya dapat 
mempunyai tanah dengan Hak Pakai yang luasnya terbatas. 

Demikian juga dengan badan-badan hukum yang tidak 
dapat memiliki Hak Milik. Pasal 21 ayat (2) menyatakan, 
"Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang 
dapat mempunyai Hak Milik dan syarat-syaratnya". Adapun 
dasar untuk melarang badan-badan hukum mempunyai 
Hak Milik adalah badan-badan hukum tidak perlu memiliki 
hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya saja asalkan 
jaminan-jaminan yang cukup untuk keperluan-keperluan 
khusus, dengan demikian dapat dicegah usaha-usaha yang 
bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai 
batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak 
milik. 

Walaupun pada dasarnya badan-badan hukum tidak 
dapat memiliki hak milik atas tanah, namun mengingat 
akan keperluan masyarakat yang erat hubungannya dengan 
paham keagamaan, sosial, dan hubungan perekonomian 
maka diadakanlah suatu escape clause yang memungkinkan 
badan-badan hukum tertentu memiliki Hak Milik. Dengan 
adanya escape clause, maka cukuplah bila ada keperluan 
Hak Milik bagi suatu badan hukum diberikan dispensasi oleh 
pemerintah dengan jalan menunjuk badan hukum tersebut 
sebagai badan-badan hukum yang dapat mempunyai 
Hak Milik. Badan-badan hukum yang bergerak dalam 
bidang keagamaan dan sosial seperti yang disebut dalam 
Pasal 49 dapat memiliki Hak Milik Atas Tanah sepanjang 
tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial 
dan keagamaan. Selain untuk hal keagamaan dan sosial. 
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mereka dianggap badan hukum biasa. Badan-badan hukum 
tersebut adalah: Hak milik tanah badan-badan keagamaan 
dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam 
bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan- 
badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah 
yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang 
keagamaan dan sosial. 

Keenam, Persamaan Memiliki Hak Atas Tanah. Pasal 
9 ayat (2) mengatakan bahwa, "Tiap-tiap warganegara 
Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai 
kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu Hak 
Atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, 
baik bagi diri sendiri maupun keluarganya". Menurut 
ketentuan tersebut, perlu diadakan perlindungan bagi 
golongan warga negara yang lemah terhadap sesama warga 
negara yang lemah ekonominya. Dalam Pasal 26 ayat (1) 
disebutkan, Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian 
dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan- 
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan 
Hak Milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Dalam hubungan tersebut ditunjuk pula aturan dalam 
Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan; "Hubungan hukum 
antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air, 
dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang 
bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar 
tercapai tujuan yang disebut dalam Pasal 2 ayat (3) dan 
dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang 
lain yang melampaui batas". 

Segala usaha dalam hal agraria harus didasarkan dalam 
kepentingan bersama dan pemerintah berkewajiban untuk 
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mencegah terjadinya organisasi dan usaha perseorangan 
dalam lapangan agraria yang bersitat monopoli swasta. 
Tak hanya oleh pihak swasta, tetapi juga usaha-usaha oleh 
pemerintah yang bersitat monopoli dan merugikan orang 
banyak harus dicegah sebagaimana bunyi Pasal 13 ayat (3) 
Undang-Undang Pokok Agraria, "Usaha-usaha pemerintah 
dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya 
dapat diseienggarakan dengan undang-undang". 

Ketujuh, Land Reform. Asas ini menjadi dasar dari 
perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan yakni 
dengan pengolahan tanah pertanian dikerjakan sendiri atau 
diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Landasan 
ini ditemukan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang- 
Undang Pokok Agraria, 

Pasal10 

(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyaisesuatu 
Hak Atas Tanah Pertanian pada asasnya diwajibkan 
mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara 
aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. 

(2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) 
pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan 
perundangan. 

(3) Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat (1) 
pasal ini diatur dalam peraturan perundangan. 

Agar upaya dalam Pasal 10 di atas dapat diwujudkan 
perlu ada ketentuan-ketentuan lebih lanjut, misalnya 
mengenai batasan minimal lahan pertanian yang dimiliki 
seorang petani agar dapat memperoleh penghasilan yang 
layak bagi dirinya dan keluarganya. Selain itu perlu ada pula 
ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimal luas 
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tanah yang dimiliki dengan hak milik. Hal ini untuk mencegah 
menumpuknya kepemilikkan tanah di tangan golongan- 
golongan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar tidak merugikan 
kepentingan umum. 

Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan suatu 
asas dasar yang dalam pelaksanaannya masih memerlukan 
pengaturan lebih lanjut seperti yang tercantum dalam 
Pasal 10 ayat (2). Dalam keadaan susunan masyarakat saat 
ini, peraturan pelaksanaan tersebut kiranya masih perlu 
membuka kemungkinan diadakan suatu kelonggaran semisal 
seorang pegawai negeri sipil untuk persediaan hari tuanya 
memiliki tanah dua hektare dan karena pekerjaannya tidak 
mungkin mengusahakan lahan pertaniannya sendiri, maka 
tanahnya diserahkan kepada orang lain untuk diusahakan 
perjanjian sewa, namun dia masih berhak memilik tanah 
tersebut. Setelah dia tidak bekerja lagi sebagai pegawai 
negeri sipil, maka tanah tersebut diusahakan sendiri secara 
aktif. 

Kedelapan, Rencana Umum dan Rencana Khusus bidang 
Pertanahan. Untuk mencapai apa yang disebut dengan cita- 
cita bangsa dan negara dalam bidangagrarian perlu ada suatu 
rencana mengenai peruntukan, penggunaan, dan persediaan 
bumi, air, dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan 
hidup rakyat dan negara. Dengan adanya rencana nasional 
yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang kemudian 
diperinci menjadi rencana khusus dari tiap-tiap daerah, 
maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin 
dan teratur sehingga dapat membawa kemakmuran bagi 
yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat. Dari prinsip- 
prinsip dasar tersebut, maka lahirlah hak-hak atas tanah 
yang peruntukannya dibedakan pada jenis pemantaatan dan 
pribadi hukum yang menjadi pemiliknya. Hak-hak tersebut 
antara lain: 
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► HakMilik 


Hak yang terkuat dan terpenuh serta bersitat turun- 
temurun yang hanya diberikan kepada warga negara 
Indonesia tunggal dengan pengecualian badan-badan hukum 
tertentu yang pemantaatannya dapat disesuaikan dengan 
peruntukan tanahnya di mana wilayah tanah terletak. Hanya 
Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak milik. 
Sehingga hanya WNI yang dapat memiliki tanah atas hak 
milik menurut UUPA dan badan-badan hukum yang ditunjuk. 

Adapun hak yang terkuat dan terpenuh seperti yang 
diutarakan di atas, bukan berarti Hak Milik hak yang 
bersitat mutlak, tidak terbatas, dan tidak bisa di ganggu 
gugat. Hak Milik yang di maksud dalam UUPA adalah untuk 
menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah, maka 
Hak Milik merupakan hak yang paling kuat. 

► Hak Guna Usaha (HGU) 

HGU adalah hak yang mengusahakan tanah yang 
dikuasai secara langsung oleh negara untuk jangka waktu 
tertentu yang dapat diberikan baik kepada warga negara 
Indonesia tunggal maupun badan hukum Indonesia (yang 
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan 
di Indonesia). Hak Guna Usaha (HGU) meliputi bidang 
pertanian, perkebunan, perikanan,dan peternakanyangluas 
minimum 5 hektare untuk perorangan dan luas maksimum 
25 hektare untuk badan usaha. Adapun luasan maksimum 
area tanah ditetapkan oleh menteri negara agraria/kepala 
BPN. HGU hanya diperuntukan untuk keperluan pertanian, 
perikanan, atau peternakan. 


HGU diberikan untuk jangka maksimum 35 tahun dan 
dapat diperpanjang maksimum 25 tahun. Permohonan 
perpanjangan tersebut diajukan selambat-lambatnya 2 
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tahun sebelum berakhirnya HGU tersebut. Menurut UUPA 
Pasal 30 ayat 1, yang dapat memiliki HGU adalah warga 
Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang didirikan 
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 
hak guna usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan 
badan hukum asing. 

► Hak Guna Bangunan (HGB) 

Hak untuk mendirikan bangunan dan mempunyai 
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri untuk 
selama jangka waktu tertentu yang dapat dimiliki oleh 
warga negara Indonesia tunggal maupun badan hukum 
Indonesia (yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia). HGB memiliki jangka waktu 
maksimum 30 tahun. Suatu HGB dapat dipindahkan kepada 
pihak lain. Kepemilikan Hak Guna Bangunan juga hanya bisa 
didapatkan oleh warga negara Indonesia dan perusahaan 
yang didirikan di bawah hukum Indonesia yang berdomisili 
di Indonesia. 


► Hak Pakai 
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Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari 
tanah milik orang lain atau yang dikuasai langsung oleh 
negara, bukan sewa-menyewa atau pengolahan tanah yang 
dapat diberikan untuk suatu jangka waktu tertentu kepada 
warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia (yang 
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia), orang asing yang berkedudukan di Indonesia 
serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di 
Indonesia. Dalam hal ini, bahwa yang dimaksud dengan 
warga negara Indonesia tunggal adalah warga negara 
Indonesia yang tidak memiliki kewarganegaraan lain. 
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B. Ketentuan Hak dan Tanah 

1. Hak Bangsa Indonesia 

Hak Bangsa adalah istilah untuk lembaga hukum dan 
hubungan hukum yang konkret dengan bumi, air, dan 
ruang angkasa Indonesia termasuk kekayaan alam yang 
terkandung di atasnya. Istilah ini bukanlah istilah resmi 
yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Hak ini 
merupakan hak penguasaan tanah yang tertinggi di dalam 
hukum tanah nasional. Pemilik dari hak ini adalah seluruh 
rakyat Indonesia yang sepanjang bersatu sebagai bangsa 
Indonesia pada generasi-generasi terdahulu dan generasi 
yang akan datang. Hak ini meliputi semua tanah yang ada di 
dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

Hak ini tercipta sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa 
kepada rakyat Indonesia yang telah bersatu sebagai bangsa 
Indonesia. Hak ini bertungsi sebagai lembaga hukum dan 
sebagai hukum konkret karena tercipta pada saat diciptakannya 
hubungan hukum konkret dengan tanah sebagai karunia Tuhan 
yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia. 

Hubungan hak bangsa Indonesia ini bersitat abadi, 
seperti yang termaktub dalam penjelasan umum II, selama 
rakyat Indonesia yang masih bersatu sebagai bangsa 
Indonesia masih ada dan selama bumi, air, dan ruang 
angkasa Indonesia masih ada pula, dalam keadaan yang 
bagaimanapun, tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan 
dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. 

2. Landasan Hukum 

Hak bangsa Indonesia secara tegas di atur dalam 
uraian nomor 111, diatur dalam Pasal 2 yang selengkapnya 
berbunyi: 
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Posol2 

(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- 
Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud 
dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada 
tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai 
organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 

(2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) 
pasal ini memberi wewenang untuk: 

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, 
penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, 
air, dan ruang angkasa tersebut; 

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan 
ruang angkasa; 

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan 
hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari 
negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk 
mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam 
arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan 
dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang 
merdeka berdaulat, adil, dan makmur. 
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(4) Hak menguasai dari negara tersebut di atas 
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah- 
daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum 
adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan 
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan- 
ketentuan Peraturan Pemerintah 
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3. Hak Menguasai Negara 

Hak menguasai negara merupakan hak kedua setelah 
hak bangsa Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dalam 
Pasal 2 ayat 2 dan 3 di atas. Kewenangan negara dalam 
bidang pertanahan tersebut merupakan pelimpahan tugas 
bangsa sebagaimana yang diatur dalam uraian 111 B dan 
122 Undang-Undang Pokok Agraria. Sifat dari kewenangan 
tersebut bersitat publik. Dari penjelasan Umum II, disebutkan 
bahwa Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada 
pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan 
dalam Pasal 33 ayat 3 UUD tidak perlu dan tidak pada 
tempatnya, bahwa adalah lebih tepat jika negara, sebagai 
organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak 
selaku badan penguasa. Konsep penguasaan ini berasal dari 
hukum tata negara teodal. 

Hal tersebut didasari dari keberhasilan kaum komunis 
Rusia berhasil merebut kekuasaan dari Tsar. Mereka 
berpendapat bahwa kepemilikan tanah dikuasai oleh 
negara di mana tidak dimungkinkan adanya kepemilikan 
pribadi. Tugas negara dalam hal agrarian dapat meliputi 
kewenangan di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif 
dengan pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan- 
nya. 

Kekuasaan di bidang legislatif yang ada di dalam 
Pasal 2 mencakup ke dalam pengertian mengatur dan 
menentukan yang dilaksanakan oleh badan-badan legislatif 
pusat yakni DPR, MPR, dan DPD serta Presiden dalam 
bentuk Undang-Undang, TAP MPR, Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perpu), Keputusan Presiden 
dan Keputusan Menteri. 
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Kekuasaan eksekutif yang dicakup dalam pengertian 
menyelenggarakan dan menetukan dilakukan oleh presiden 
dan dibantu oleh menteri atau pejabat tinggi lain yang 
bertugas di bidang pertanahan. Kewenangan ini sebagaian 
dapat ditugaskan pelaksanaannya kepada pejabat daerah 
dari pemerintah pusat. 


Hak menguasai dari negara meliputi semua tanah 
dalam wilayah republik Indonesia baik tanah-tanah yang 
tidak atau belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh 
Undang-Undang Pokok Agraria. Pengertian tanah-tanah 
yang dihaki oleh hak ini secara adminitrasi disebut juga 
dengan tanah negara. Pengertian tersebut berbeda dengan 
sebutan "tanah negara" dalam arti landreform atau "milik 
negara" dalam pembahasan mengenai domeinverklaring. 


Dengan berkembangnya hukum tanah nasional, lingkup 
pengertian tanah-tanah yang di dalam Undang-Undang 
Pokok Agraria disebut dengan tanah-tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara dari pengertian awal semua tanah 
yang dikuasai oleh Negara di luar apa yang disebut tanah- 
tanah hak. Dari pengertian tersebut, tanah-tanah yang 
semula tercakup dalam pengertian tanah-tanah negara 
berubah menjadi: 
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a. Tanah Wakaf: tanah hak milik yang sudah diwakafkan. 

b. Tanah-Tanah Hak Pengelolaan: tanah-tanah yang 
dikuasai dengan hak pengelolaan yang merupakan 
pelimpahan pelaksanaan sebagian dari kewenangan 
hak menguasai negara kepada pemegang haknya. 

c. Tanah Hak Ulayat: tanah-tanah yang dikuasai oleh 
masyarakat-masyarakat hukum adat teritorial dengan 
hak ulayat. 
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d. Tanah-Tanah Kaum: tanah bersama masyarakat- 
masyarakat hukum adat genealogisnya. 

e. Tanah-Tanah Kawasan Hutan: Tanah ini adalah tanah 
yang dikuasai oleh Departemen Kehutanan yang 
merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari 
hak mengusai negara. 

f. Tanah-Tanah Sisanya: tanah-tanah yang dikuasai oleh 
negara yang bukan tanah-tanah hak, bukan tanah 
wakaf, bukan hak pengelolaan dan juga bukan hak 
ulayat, hak tanah kaum, dan tanah kawasan hutan. 
Tanah-tanah ini merupakan tanah-tanah yang secara 
langsung dikuasai oleh negara. Pengertian ini dapat 
pula menjadi pengertian sempit dari tanah-tanah 
negara. 


4. Hak Ulayat 

Hakulayatadalahseperangkatwewenangdan kewajiban 
suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan 
tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak 
Ulayat memiliki dua unsur, yakni unsur kepunyaan yang 
termasuk kewajiban-kewajiban hukum perdata di dalamnya 
dan unsur-unsur kewenangan untuk mengatur penguasaan 
dan memimpin penggunaan tanah bersama yang termasuk 
di bidang hukum. 

Unsur tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum 
publik tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada 
kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan ketua adat 
masyarakat hukum yang bersangkutan. Hak Ulayat dalam 
lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan 
merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. 
Hak-hak perseorangan atas sebagian tanah-tanah tersebut 
secara langsung atau tidak langsung bersumber padanya. 
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a. Terciptanya Hak Ulayat 

Hak Ulayat sebagai hubungan hukum konkret pada 
asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau 
sesuatu kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan atau 
menganugerahkan tanah yang bersangkutan kepada 
orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak 
Ulayat sebagai lembaga hukum sudah ada sebelumnya 
karena masyrakat hukum adat yang bersangkutan 
bukan satu-satunya yang mempunyai Hak Ulayat. Bagi 
masyarakat hukum adat, Hak Ulayat dapat tercipta 
karena pemisahan dari masyarakat hukum adat 
induknya dan menjadi masyarakat hukum adat baru 
yang mandiri dengan sebagian wilayah induknya sebagai 
tanah ulayatnya. 

b. Pemegang Hak Ulayat 

Pemegang Hak Ulayat adalah masyarakat hukum 
adat. Masyarakat hukum adat ada yang terjadi karena 
teritorial dalam artian para warganya bertempat tinggal 
di wilayah yang sama, namun ada pula yang karena 
genealogi yang di mana wargabua terikat karena 
pertalian darah. 

c. Tanah Yang Menjadi Objek 

Tanah yang menjadi objek adalah semua tanah 
dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang 
bersangkutan. Tidak mudah untuk mengetahui batas- 
batas wilayah tanah ulayat suatu masyarakat hukum 
adat teritorial. Berbeda dengan masyarakat hukum adat 
yang bersitat geneologi, dapat diketahui secara mudah 
batas-batas wilayah tanah ulayatnya. 
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5. HakMilik 


Aturan mengenai jenis-jenis Hak Atas Tanah dapat 
diketahui dari ketentuan dari Pasal 16 ayat (1) Undang- 
Undang Pokok Agraria: 

Pasal 16. 

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) ialah: 

a. hak Milik; 

b. hak Guna-Usaha; 

c. hak Guna Bangunan; 

d. hak Pakai; 

e. haksewa; 

f. hak Membuka Tanah; 

g. hak Memungut-Hasil Hutan; 

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak 
tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan 
undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 
sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 
53. 

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, Hak 
Milik didetinisikan sebagai: 

Pasal20 

(1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan 
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan 
mengingat ketentuan dalam Pasal 6. 

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

Dari Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut 
dapatdiambil kesimpulan, bahwa Hak Milikadalah hakyang 
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paling kuat atas tanah yang memberikan kepada pemiliknya 
untuk memberikan suatu hak lain di atas bidang tanah hak 
milik yang dimilikinya tersebut, yang memberikan hak atas 
tanah kepada warganya. Hak ini walaupun tidak mutlak 
sama, tetapi dapat dikatakan mirip dengan Hak Eigendom 
atas tanah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Hak tersebut memberikan kewenangan yang paling luas 
kepada pemiliknya dengan memperhatikan ketentuan pasal 
6 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan, semua 
Hak Atas Tanah mempunyai tungsi sosial. 

6. Subjek Hak Milik Atas Tanah 

Dari ketentuan lebih lanjut, pihak-pihak yang dapat 
mempunyai Hak Milik Atas Tanah adalah pihak-pihak yang 
diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria yang 
menyatakan: 

Pasal 21 

(1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak 
Milik. 

(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang 
dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. 

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang 
ini memperoleh Hak Milik karena pewarisan tanpa 
wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, 
demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai 
Hak Milik dan setelah berlakunya undang-undang ini 
kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak 
itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya 
hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika 
sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu 
dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum 
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dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan 
bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 
berlangsung. 

(4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan 
Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing, 
maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik 
dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini. 

Dapat diketahui bahwa pada dasarnya Hak Milik atas 
tanah hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia 
tunggal saja dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara 
asing dan badan hukum baik yang didirikan di Indonesia 
maupun yang didirikan di luar negeri dengan pengecualian 
badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam peraturan 
pemerintah nomor 38 tahun 1963. Hal ini berarti selain 
warga negara Indonesia dan badan-badan yang ditunjuk 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 yang 
terdiri dari: 


a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya 
disebut Bank Negara); 

b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang 
didirikan berdasar atas Undang-Undang No. 79 Tahun 
1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 139); 

c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri 
Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama; 

d. Badan-badan sosial, yangditunjuk oleh Menteri Pertanian/ 
Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. 


7. Cara Perolehan Hak Milik Atas Tanah 

Ketentuan mengenai cara mengenai Hak Milik Atas 
Tanah dapat ditemukan dalam beberapa rumusan pasal 
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berikut dalam Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal 
di bawah ini: 


Pasal 21 

(1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak 
Milik. 

(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang 
dapat mempunyai Hak Milik dan syarat-syaratnya. 

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang- 
undang ini memperoleh Hak Milik karena pewarisan 
tanpa wasiat atau percampuran harta karena 
perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia 
yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya 
undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya 
wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu 
tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya 
kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu 
tersebut lampau Hak Milik itu dilepaskan, maka hak 
tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada 
negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain 
yang membebaninya tetap berlangsung. 

(4) Selama seseorang disamping kewarga-negaraan 
Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing, 
maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik 
dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini. 

Pasal 22. 

(1) Terjadinya Hak Milik menurut hukum adat diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 
(1) pasal ini, Hak Milik terjadi karena: 
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a. Penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat 
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

b. ketentuan undang-undang. 

Pasal 26 

(1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan 
wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan- 
perbuatan lain yang. dimaksudkan untuk memindahkan 
hakmilikserta pengawasannya diaturdengan Peraturan 
Pemerintah. 

(2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian 
dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang 
dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung 
memindahkan Hak Milik kepada orang asing, 
kepada seorang warga negara yang di samping 
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga- 
negaraan asing atau kepada suatu badan hukum 
kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termaksud 
dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum 
dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan 
bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 
berlangsung serta semua pembayaran yang telah 
diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. 

Dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa dasar atas lahirnya Hak Milik adalah: 

a. Menurut Hukum Adat 

b. Ketentuan Undang-Undang 

c. Rechtsverwerking 

Rechtsverwerking menunjuk pada istilah daluwarsa 

dalam hukum tanah menurut konsepsi hukum tanah. 
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Istilah ini berbeda dengan konsep daluwarsa menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Rechtsverwerking adalah 
lembaga yang dengan lampaunya waktu, di mana: 

1) Orang telah memegang hak atas tanahnya menjadi 
kehilangan hakatastanahtersebutoleh karena pemegang 
Hak Atas Tanah tersebut selama waktu tertentu tidak 
mengusahakan Hak Atas Tanah tersebut. 

2) Orang yang dengan itikad baik telah menguasai dan 
memantaatkan bidang tanah tersebut, berhak untuk 
memperoleh Hak Atas Tanah yang telah dimantaatkan 
olehnya tersebut. 

Dalam beberapa putusan pengadilan menjadi pengakuan 
akan keberadaan rechtsverwerking sebagai salah satu hak 
untuk mendapatkan Hak Milik Atas Tanah. 

Putusan-putusan pengadilan tersebut antara lain: 

► Putusan MA Tanggal 10 Januari 1965 Nomor 210/K/ 
Sip/1955 

► Putusan PT Surabaya tanggal 27 Mei 1958 Nomor 
361/K/Sip 

► Putusan MA Tanggal 24 mei 1958 Nomor 329/K/ 
Sip/1957 

► Putusan MA Tanggal 7 Maret nomor 70/K/Sip/1955 


8. Hapusnya Hak Milik 


82 


Ketentuan yang mengatur mengenai hapusnya Hak 
Milik ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 27 Undang- 
Undang Pokok Agraria yang berhubungan sebagai berikut: 
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Pasal 27 


Hok Milik hapus bila: 
a. Tanahnya jatuh kepada negara, 

1) karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18; 

2) karena penyerahan dengan sukarela oleh 
pemiliknya; 

3) karena diterlantarkan; 

4) karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). 
ib. Tanahnya musnah. 

Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, mari kita 

mencoba mengerti lebih lanjut mengenai: 

1) Hapus Karena Pencabutan Hak 

Alasan pertama hapusnya Hak Milik adalah karena 
adanya pencabutan hak, menurut ketentuan Pasal 18 
Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan: 

Pasal 18 

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan 
bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, 
hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti 
kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan 
undang-undang. 

Ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok 
Agraria tersebut dilaksanakan oleh Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 1961 mengenai Pencabutan Hak-Hak atas Tanah 
dan Benda-benda yang Ada di atasnya. Dalam rumusan 
pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dikatakan 
bahwa: 
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Pasal 1 
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Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan 
bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari 
rakyat, sedemikian pula kepentingan pembangunan, 
maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah 
mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman, dan 
menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas 
tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Selanjutnya 
dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
1961 lebih lanjut dikatakan bahwa: 

Pasal2 

1. Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas 
tanah dan/atau benda tersebut pada pasal 1 diajukan 
oleh yang berkepentingan kepada presiden dengan 
perantaraan Menteri Agraria, melalui Kepala Inspeksi 
Agraria yang bersangkutan. 

2. Permintaan tersebut pada ayat 1 pasal ini oleh yang 
berkepentingan disertai dengan: 

a. Rencana peruntukannya dan alasan-alasannya, 
bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan 
pencabutan hak itu. 

b. Keterangan tentang nama yang berhak (jika 
mungkin) serta letak, luas dan macam hak dari 
tanah yang akan dicabut haknya serta benda-benda 
yang bersangkutan. 

c. Rencana penampungan orang-orang yang haknya 
akan dicabut itu dan kalau ada, juga orang-orang 
yang menggarap tanah atau menempati rumah 
yang bersangkutan. 
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Dengan demikian jelaslah bahwa pencabutan Hak Atas 
Tanah harus didasarkan pada suatu rencana peruntukannya 
dan penampungan pihak-pihak yang dicabut haknya 
tersebut. Jika ternyata setelah pencabutan tanah tersebut 
tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka menurut 
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 yang 
menyatakan bahwa: 


Pasal 11 

Jika telah terjadi pencabutan hak sebagai yang 
dimaksudkan dalam Pasal 5 dan 6, tetapi kemudian 
ternyata, bahwa tanah dan/atau benda yang bersangkutan 
tidak dipergunakan sesuai dengan rencana peruntukannya, 
yang mengharuskan dilakukannya pencabutan hak itu, 
maka orang-orang yang semula berhak atasnya diberi 
prioritet pertama untuk mendapatkan kembali tanah dan/ 
atau benda tersebut. 

Supaya pencabutan tersebut mengikat, ketentuan pasal 
7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 menentukan 
bahwa: 


Pasal7 

1. Surat keputusan tentang pencabutan hak tersebut pada 
Pasal 5 dan 6, dan tentang perkenan untuk menguasai 
tersebut pada pasal 6 ayat 1 diumumkan di dalam 
Berita Negara Republik Indonesia dan turunannya 
disampaikan kepada yang berhak atas tanah dan/ 
atau benda-benda yang haknya dicabut itu. Isinya 
diumumkan pula melalui surat-surat kabar. 

2. Biaya pengumuman tersebut pada ayat 1 pasal ini 
ditanggung oleh yang berkepentingan. 
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Perselisihan mengenai penetapan yang berhubungan 
dengan pencabutan hak atas tanah tersebut, termasuk 
ketentuan Pasal 8 hingga Pasal 10 Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 1961 menentukan bahwa: 

Pasal8 

1. Jika yang berhak atas tanah dan/atau benda-benda 
yang haknya dicabut itu tidak bersedia menerima 
ganti kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat 
Keputusan Presiden tersebut pada Pasal 5 dan 6, karena 
dianggapnya jumlahnya kurang iayak, maka ia dapat 
minta banding kepada Pengadilan Tinggi, yang daerah 
kekuasaannya meliputi tempat letak tanah dan/benda 
tersebut, agar pengadilan itulah yang menetapkan 
jumlah ganti kerugiannya. Pengadilan Tinggi memutus 
soal tersebut dalam tingkat pertama dan terakhir. 

2. Acara tentangpenetapan gantikerugian oleh Pengadilan 
Tinggi sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

3. Sengketa tersebut pada ayat 1 pasal ini dan sengketa- 
sengketa lainnya mengenai tanah dan/atau benda- 
benda yang bersangkutan tidak menunda jalannya 
pencabutan hak dan penguasaannya. 

4. Ketentuan dalam ayat 1 & 2 pasal ini berlaku pula, 
jika yang bersangkutan tidak menyetujui jumlah ganti- 
kerugian yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat 3. 

Pasal9 

Setelah ditetapkannya surat keputusan pencabutan 
hak tersebut pada Pasal 5 dan 6, dan setelah dilakukannya 
pembayaran ganti kerugian kepada yang berhak, maka 
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tonoh yang haknya dicabut itu menjadi tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara, untuk segera diberikan kepada yang 
berkepentingan dengan suatu hak yang sesuai. 

Pasal 10 

Jika di dalam penyelesaian persoalan tersebut di atas 
dapat dicapai persetujuan jual beli atau tukar menukar, 
maka penjelasan dengan jalan itulah yang ditempuh, 
walaupun sudah ada surat keputusan pencabutan hak. 

Dengan diberikannya mekanisme tersebut, maka 
diharapkan agar pencabutan hak yang dilakukan tidak 
merugikan kepentingan dari pihak-pihak tertentu, terlebih 
mereka yang hak atas tanahnya dicabut. 

2) Hapusnya Hak Milik Karena Penyerahan Sukarela 

Penyerahan sukarela ini menurut Keputusan Presiden 
Nomor 55 tahun 1993 sengaja dibuat untuk kepentingan 
negara, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah. 
Dalam ketentuan Pasal 2 hingga Pasal 5 dari Keputusan 
Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
dinyatakan bahwa: 

Pasal2 

1. Ketentuan tentang pengadaan tanah dalam keputusan 
presiden ini semata-mata hanya digunakan untuk 
pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum. 

2. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 
untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan 
dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas 
tanah. 
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3. Pengadaan tanah selain untuk pelaksanaan pem- 
bangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah 
dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau 
cara lain yang disepakati secara suka rela oleh pihak- 
pihak yang bersangkutan. 

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam pasal di 
bawahnya yang menjadi rambu agar pelepasan hak milik 
dapat dilaksanakan. 

Pasal3 

Pelepasan atau penyerahan Hak Atas Tanah bagi 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum 
dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak 
atas tanah. 


Pasal4 

1. Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah 
yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila 
penetapan rencana pembangunan untuk kepentingan 
umum tersebut sesuai dengan dan berdasar pada 
Rencana Umum Tata Ruang yang telah ditetapkan 
terlebih dahulu. 

2. Bagi Daerah yang belum menetapkan Rencana Umum 
Tata Ruang, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud 
dengan ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan 
ruang wilayah atau kota yang telah ada. 

Pasal5 

Pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan 
keputusan presiden ini dibatasi untuk: 
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1. Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya 
dimilikipemerintah serta tidak digunakan untuk mencari 
keuntungan, dalam bidang-bidang antara lain sebagai 
berikut: 

a. jalan umum, saluran pembuangan air; 

b. waduk, bendungan, dan bangunan pengairan 
lainnya termasuk saluran irigasi; 

c. rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan 
masyarakat; 

d. pelabuhan bandar udara, atau terminal; 

e. peribadatan; 

f. pendidikan atau sekolahan; 

g. pasar umum atau pasar INPRES; 

h. fasilitas pemakaman umum; 

i. fasilitas keselamatan umum seperti antara lain 
tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan 
lain-lain bencana; 

j. pos dan telekomunikasi; 

k. sarana olahraga; 

l. stasiun penyiaran radio, televisi, beserta sarana 
pendukungnya; 

m. kantor pemerintah; 

n. fasilitas angkatan bersenjata republik Indonesia; 

2. Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum 
selain yang dimaksud dalam angka (1) yang ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden. 

3) Hapusnya Hak Milik karena Ditelantarkan 

Pengaturan mengenai ketentuan tanah yang telantar 
dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 


Undang-Undang Agraria & Aplikasinya 





http://bacaan-indo.blogspot.com 


90 


Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah 
Telantar. 


Pasal3 

Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan 
atau Hak Pakai dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar 
apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan 
oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau 
sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik. 

Pasal4 

Tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak 
Pakai yang tidak dimaksudkan untuk dipecah menjadi 
beberapa bidang tanah dalam rangka penggunaannya 
tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat 
dan tujuan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
apabila tanah tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan 
peruntukannya menurut Rencana Tata Ruang Wilayah 
yang berlaku pada waktu permulaan penggunaan atau 
pembangunan fisik di atas tanah tersebut. 

Dari kedua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan tanah telantar harus memenuhi beberapa 
ketentuan seperti: 

1. Tanah yang tidak dimantaatkan dan atau dipelihara 
dengan baik 

2. Tanah yang tidak digunakan sesuai dengan keadaan, 
sifat, atau tujuan dari pemberian haknya tersebut. 

Selanjutnya dalam pengertian lebih lanjut, dalam Pasal 
15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang 
Penertibandan PendayagunaanTanahTelantar memberikan 
sanksi berupa: 
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Pasal 15 

(1) Tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar 
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. 

(2) Kepada bekas pemegang hak atau pihak yang sudah 
memperoleh dasar penguasaan atas tanah yang 
kemudian dinyatakan sebagai tanah terlantar diberikan 
ganti rugi sebesar harga perolehan yang berdasarkan 
bukti-bukti tertulis yang ada telah dibayar oleh yang 
bersangkutan untuk memperoleh hak atau dasar 
penguasaan atas tanah tersebut yang jumlahnya 
ditetapkan oleh menteri. 

(3) Dalam hal pemegang hak atau pihak yang telah 
memperoleh dasar penguasaan atas tanah tersebut 
telah mengeluarkan biaya untuk membuat prasarana 
jisik atau bangunan di atas tanah yang dinyatakan 
terlantar, maka jumlah yang telah dikeluarkan tersebut 
diperhatikan dalam penetapan ganti rugi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibebankan pada pihak yang oleh menteri ditetapkan 
sebagai pemegang hak yang baru atas tanah tersebut. 

4) Hapusnya Hak Milik karena dialihkan kepada subjek hukum 

yang tidak berhak memangku kedudukan Hak Milik Atas 

Tanah 


Pasal 21. 

(1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak 
Milik. 

(2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang 
dapat mempunyai Hak Milik dan syarat-syaratnya. 
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(3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang 
ini memperoleh Hak Milik karena pewarisan tanpa 
wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, 
demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai 
Hak Milik dan setelah berlakunya undang-undang ini 
kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak 
itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya 
hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika 
sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu 
dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum 
dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan 
bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 
berlangsung. 

(4) Selama seseorang di samping kewarga-negaraan 
Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing 
maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan Hak 
Milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) 
pasal ini. 

Pasal 26 

(1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan 
wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan- 
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan 
hakmilikserta pengawasannya diaturdengan Peraturan 
Pemerintah. 
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(2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian 
dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang 
dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung 
memindahkan Hak Milik kepada orang asing, 
kepada seorang warga negara yang di samping 
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga- 
negaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali 
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yang ditetapkan oieh pemerintah termaksud dalam Pasal 
21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya 
jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak 
pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta 
semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik 
tidak dapat dituntut kembali. 

5) Hapusnya Hak Milik karena Musnah 

Jika kembali kepada pengertian hak atas tanah, pada 
dasarnya hak-hak atas tanah tersebut bersumber pada 
eksistensi atau keberadaan tanah tersebut pada suatu 
lokasi tertentu. Musnahnya tanah tersebut menjadi dasar 
penghapusan Hak Atas Tanah oleh negara. 

9. Pendaftaran Hapusnya Hak Milik Atas Tanah 

Jika tanah hapus, maka wajibdidattarkanagartidakdimuncul- 

kan dua sertitikat pengakuan dari negara untuk mencegah hal- 

hal yang tidak diinginkan. 

Paragraf 1 

(PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendattaran Tanah) 
Pemecahan, Pemisahan, Dan Penggabungan Bidang Tanah 

Pasal 48 

(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu 
bidang tanah yang sudah didajtar dapat dipecah secara 
sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing 
merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang 
sama dengan bidang tanah semula. 

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
tiap bidang dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertijikat 
untuk menggantikan surat ukur, buku tanah ,dan sertijikat 
asalnya. 
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(3) Jiko Hak Atas Tanah yang bersangkutan dibebani Hak 
Tanggungan, dan atau beban-beban lain yang terdaftar, 
pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan 
tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak lain 
yang berwenang menyetujui penghapusan beban yang 
bersangkutan. 

(4) Dalam pelaksanaan pemecahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sepanjang mengenai tanah pertanian, wajib 
memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 49 

(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dari 
satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan 
sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya 
merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang 
sama dengan bidang tanah semula. 


(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
satuan bidang baru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur, 
buku tanah, dan serdfikat sebagai satuan bidang tanah 
baru dan pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, 
buku tanah, dan serdfikat bidang tanah semula dibubuhkan 
catatan mengenai telah diadakannya pemisahan tersebut. 


( 3 ) 


( 1 ) 
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Terhadap pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
ayat (3) dan ayat (4). 

Pasal 50 

Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua 
bidang tanah atau lebih yang sudah didajtar dan letaknya 
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i berbatasan yang kesemuanya atas nama pemilik yang 
sama dapat digabung menjadi satu satuan bidang baru, 
jika semuanya dipunyai dengan hak yang sama dan bersisa 
jangka waktu yang sama. 

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
satuan bidang yang baru tersebut dibuatkan surat ukur, 
buku tanah, dan sertifikat dengan menghapus surat ukur, 
buku tanah, dan sertijikat masing-masing. 

(3) Terhadap penggabungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48 ayat (3). 


Paragraf 2 

Pembagian Hak Bersama 


Pasal 51 

(1) Pembagian Hak Bersama Atas Tanah atau Hak Milik 
Atas Satuan Rumah Susun menjadi hak masing-masing 
pemegang hak bersama didajtar berdasarkan akta 
yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan 
yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara 
para pemegang hak bersama mengenai pembagian 
hak bersama tersebut. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, 
Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku juga untuk pembuatan 
akta PPAT yang dimaksud pada ayat (1). 
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Paragraf 3 

Hapusnya Hak Atas Tanah Dan Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun 

Pasal 52 

(1) Pendaftaran hapusnya suatu Hak Atas Tanah, Hak pe- 
ngelolaan dan Hak MilikAtas Satuan Rumah Susun dilakukan 
oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan membubuhkan 
catatan pada buku tanah dan surat ukurserta memusnahkan 
serbfikat hak yang bersangkutan, berdasarkan: 

a. data dalam buku tanah yang disimpan di Kantor 
Pertanahan, jika mengenai hak-hak yang dibatasi masa 
berlakunya; 

b. salinan surat keputusan pejabat yang berwenang, 
bahwa hak yang bersangkutan telah dibatalkan atau 
dicabut; 

c. akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan 
telah dilepaskan oleh pemegang haknya. 

(2) Dalam hal serdfikat hak atas tanah yang hapus tidak 
diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, hal tersebut 
dicatat pada buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan. 

Selain itu juga, harus memperhatikan Pasal 1, Pasal 2, 
Pasal 4, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 56/PRP Tahun 1960 
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang berbunyi: 

Pasal 1 

(1) Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya 
merupakan satu keluarga bersama-sama hanya 
diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik 
sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya 
sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah 
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luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang 
ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini. 

(2) Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah 
dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang 
dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai 
berikut: 


Di daerah-daerah 

yang: 

Sawah 

(hektare) 

Atau 

Tanah 

Kering 

(hektare) 

1. Tidak padat 

15 


20 

2. Padat: 




a. kurang padat 

10 


12 

b. cukup padat 

7,5 


9 

c. sangat padat 

5 


6 


Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan 
sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas 
maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas 
tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan 
sawah ditambah 30% di daerah-daerah yang tidak padat 
dan 20% di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, 
bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak 
boleh lebih dari 20 hektare. 

(3) Atas dasar ketentuan dalam ayat 2 pasal ini maka 
penetapan luas maksimum untuk tiap-tiap daerah 
dilakukan menurut perhitungansebagaiyang tercantum 
dalam daftar yang dilampirkan pada peraturan ini. 

(4) Luas maksimum tersebut pada ayat 2 pasal ini tidak 
berlaku terhadap tanah pertanian: 
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a. Yong dikuasoi dengan Hok Guno Usoho atau hak- 
hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas 
yang didapat dari pemerintah; 

b. Yang dikuasai oleh badan-badan hukum. 

Pasal2 

(1) Jika jumlah anggota suatu keluarga melebihi 7 orang, 
maka bagi keluarga itu luas maksimum sebagai yang 
ditetapkan dalam Pasal 1 untuk setiap anggota yang 
selebihnya ditambah dengan 10%, dengan ketentuan 
bahwa jumlah tambahan tersebut tidak boleh lebih 
dari 50%, sedang jumlah tanah pertanian yang dikuasai 
seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektare, baik 
sawah, tanah kering, maupun sawah dan tanah kering. 

(2) Dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus 
Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 
hektare tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan paling 
banyak 5 hektare. 


Pasal4 
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Orang atau orang-orang sekeluarga yang memiliki 
tanah pertanian yang jumlah luasnya melebihi luas 
maksimum dilarang untuk memindahkan hak miliknya atas 
seluruh atau sebagian tanah tersebut, kecuali dengan izin 
kepala agraria daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. 
Izin tersebut hanya dapat diberikan jika tanah yang haknya 
dipindahkan itu tidak melebihi luas maksimum dan dengan 
memperhatikan pula ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2). 
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Pasal9 

(1) Pemindahon Hak Atas Tanah Pertanian, kecuali 
pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak 
itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya 
pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektare. 
Larangan termaksud tidak berlaku, kalau si penjual 
hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari 
2 hektare dan tanah itu dijual sekaligus. 

(2) Jika dua orang atau lebih pada waktu mulai berlakunya 
peraturan ini memiliki tanah pertanian yang luasnya 
kurang dari 2 hektare di dalam waktu 1 tahun mereka 
itu wajib menunjuk salah seorang dari antaranya 
yang selanjutnya akan memiliki tanah itu, atau 
memindahkannya kepada pihaklain, dengan mengingat 
ketentuan ayat (1). 

(3) Jika mereka yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini 
tidak melaksanakan kewajiban tersebut di atas, maka 
dengan memperhatikan keinginan mereka Menteri 
Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, menunjuk 
salah seorang dari antara mereka itu, yang selanjutnya 
akan memiliki tanah yang bersangkutan, ataupun 
menjualnya kepada pihak lain. 

(4) Mengenai bagian warisan tanah pertanian yang luasnya 
kurang dari 2 hektare, akan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
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Untuk lebih memahami syarat permohonan hak milik 
berdasar pada: 

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA 
BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN 
HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN. 


Syarat Permohonan Hak 
\tilik _ 


* 


1 




WNI | 

'i' _ 

Secara Tertulis 


' f 






Badan Hukum* | 

_i_ 

Secara Tertuhs 



*Badan hukum (yang ditunjuk pemerintah) hanya 
berhak atas tanah yang berkaitan dengan tugas pokok dan 
tungsinya. 


** Pasal-pasal tersebut merupakan Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
9Tahun 1999 tentangTara Cara Pemberian dan Pembatalan 
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaa. 
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Contoh 

sertifikat Hak Milik: 


www.baliaauncipropertv.com 

Undang-Undang Agraria & Aplikasinya 










































lO.Hak Guna Usaha 

Hak Atas Tanah selanjutnya yang diatur dalam Undang- 
Undang Pokok Agraria adalah Hak Guna Usaha. Hak ini 
didetinisikan secara jelas dalam Pasal 28 Undang-Undang 
Pokok Agraria yang berbunyi: 

Pasal 28. 

(1) Hak Guna-Usaha adalah hak untuk mengusahakan 
tanah yang dikuasailangsung oleh negara, dalam jangka 
waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna 
perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. 

(2) Hak Guna-Usaha diberikan atas tanah yang luasnya 
paling sedikit 5 hektare, dengan ketentuan bahwa jika 
luasnya 25 hektare atau lebih harus memakai investasi 
modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, 
sesuai dengan perkembangan zaman. 

(3) Hak Guna-Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada 
pihak lain. 

a. Pihak yang Dapat Memegang Hak Guna Usaha 

Sehubungan dengan adanya HakGuna Usaha, dalam 
Pasal 30 dan 31 ditentukan bahwa: 

Pasal 30. 

(1) Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha ialah. 

a. warga-negara Indonesia; 

b. badan hukum yang didirikan menurut hukum 
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, 

(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai Hak 
Guna-Usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat 
sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini 
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dolom jangka woktu sotu tahun wajib melepaskan 
atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang 
memenuhi syarat. 

Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak 
yang memperoleh Hak Guna Usaha, jika ia tidak 
memenuhi syarat tersebut. Jika Hak Guna-Usaha yang 
bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam 
jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena 
hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain 
akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 31 

Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan pemerintah. 

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka yang dapat 
memiliki hak guna usaha adalah setiap badan hukum 
selama ketentuan hukum Indonesia yang berkedudukan 
di Indonesia. Selanjutnya dalam hal pemegang Hak Guna 
Usaha yang tidak lagi memenuhi ketentuan pasal 3 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas tanah 
menyatakan sebagai berikut: 

Pasal3 

(1) Pemegang Hak Guna Usaha yang tidak lagi memenuhi 
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam 
jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau 
mengalihkan Hak Guna Usaha itu kepada pihak lain 
yang memenuhi syarat. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Hak Guna Usaha itu tidak dilepaskan 
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atau dialihkan, Hak Guna Usaha tersebut hapus karena 
hukum dan tanahnya menjadi tanah negara. 

b. Jangka Waktu Hak Guna Usaha 

Jangka waktu Hak Guna Usaha ditemukan dalam Pasal 
29 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai berikut: 

Pasal 29 

(1) Hak Guna Usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 
tahun. 

(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih 
lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu 
paling lama 35 tahun. 

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat 
keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud 
dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang 
dengan waktu yang paling lama 25 tahun. 

Lebih lanjut ketentuan mengenai Hak Guna Usaha 
diterangkan dalam Pasal 8 hingga 10 Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, dan Hak Pakai Atas tanah menyatakan sebagai 
berikut: 

Pasal8 

(1) Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh 
lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 
paling lama dua puluh lima tahun. 

(2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan 
perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan 
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pembaharuon Hak Guna Usaha di atas tanah yang 
sama. 


Pasal9 

(1) Hak Guna Usaha dapat diperpanjang atas permohonan 
pemegang hak, jika memenuhi syarat: 

a. tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai 
dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak 
tersebut; 

b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi 
dengan baik oleh pemegang hak; dan pemegang 
hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang 
hak. 

(2) Hak Guna Usaha dapat diperbaharui atas permohonan 
pemegang hak, jika memenuhi syarat: 

a. tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai 
dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak 
tersebut; 

b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi 
dengan baik oleh pemegang hak; 

c. semegang hak masih memenuhi syarat sebagai 
pemegang hak. 

Pasal 10 

(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna 
Usaha atau pembaharu-annya diajukan selambat- 
lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka 
waktu Hak Guna Usaha tersebut. 

(2) Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha 
dicatat dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. 
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(3) Ketentuon mengenai tata cara permohonan 
perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha dan 
persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Presiden. 

Sama halnya dengan Hak Guna Bangunan, dalam 
pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria ketentuan 
lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha ditentukan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas tanah 
menyatakan sebagai berikut: 

Pasal4 

(1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha 
adalah tanah negara. 

(2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak 
Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan 
kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha 
dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan 
dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. 

(3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah 
dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan 
yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna 
Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah 
terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan 
tata cara yang diatur dalam peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 

(4) Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak 
Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan 
milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas 
hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut 


Undang-Undang Agraria & Aplikasinya 


1 





http://bacaan-indo.blogspot.com 


106 


diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang 
Hak Guna Usaha baru. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden. 

Pasal6 

(1) HakGuna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian 
hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan 
pemberian Hak Guna Usaha diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Presiden 

Pasal7 

(1) Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1) wajib didajtar dalam buku tanah 
pada Kantor Pertanahan. 

(2) Hak Guna Usaha terjadi sejak didajtar oleh Kantor 
Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna 
Usaha diberikan sertipikat hak atas tanah. 

c. Pembukuan Hak Guna Usaha 

Dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka 
dualisme hak-hak atas tanah dihapuskan, dalam memori 
penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa untuk pendattaran 
tanahsebagaimanadimaksud Pasal 19 UUPA, yangditujukan 
kepada pemerintah agar melaksanakan pendattaran 
tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk 
menjamin kepastian hukum yang bersitat Recht Kadaster, 
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untuk menuju ke arah pemberian kepastian hak atas tanah 
telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA yang menyebutkan: 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah 
diadakan pendajtaran tanah di seluruh wilayah Republik 
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Pendajtaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: 

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 

b. pendajtaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak- 
hak tersebut; 

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat. 

(3) Pendajtaran tanah diselenggarakan dengan mengingat 
keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas, 
sosial, ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya, 
menurut pertimbangan Menteri Agraria. 

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang 
bersangkutan dengan pendajtaran termaksud dalam 
ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang 
tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 
tersebut. 

Kalau di atas ditujukan kepada pemerintah, sebaliknya 
pendattaran yang dimaksud Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 
38 UUPA ditujukan kepada para pemegang hak, agar 
menjadikan kepastian hukum bagi mereka dalam arti untuk 
kepentingan hukum bagi mereka sendiri, di dalam pasal 
tersebut dijelaskan: 
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Pasal 23 UUPA: 

(1) Hak Milik, demikian pulasetiap peralihan, hapusnya dan 
pembebanannya dengan hak-hak lain harus didajtarkan 
menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam 
Pasal 19. 

(2) Pendajtaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat 
pembuktian yang kuat mengenai hapusnya Hak Milik 
serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. 

Pasal 32 UUPA: 

(1) HakGuna Usaha, termasuksyarat-syaratpemberiannya, 
demikian juga setiap peralihan dan penghapusan 
hak tersebut, harus didajtarkan menurut ketentuan- 
ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. 

(2) Pendajtaran termaksud dalam ayat (1) merupakan 
alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta 
hapusnya Hak Guna Usaha, kecuali dalam hal hak itu 
hapus karena jangka waktunya berakhir. 

Pasal 19 UUPA: 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah 
diadakan pendajtaran tanah diseluruh wilayah Republik 
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Pendajtaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: 

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 

b. pendajtaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak- 
hak tersebut; 

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat. 
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(3) Pendajtaran tanah diselenggarakan dengan mengingat 
keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas 
sosial, ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya, 
menurut pertimbangan Menteri Agraria. 

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang 
bersangkutan dengan pendajtaran termaksud dalam 
ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang 
tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 
tersebut. 

Pasal 38 UUPA: 

(1) Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat 
pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan 
hapusnya hak tersebut harus didajtarkan menurut 
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. 

(2) Pendajtaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat 
pembuktian yang kuat mengenai hapusnya Hak Guna 
Bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali 
dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya 
berakhir. 

Dari ketentuan pasal-pasal di atas dapatlah disimpulkan 
bahwa pendattaran yang dilakukan oleh pemegang Hak Milik, 
HakGuna Usaha, HakGuna Bangunan adalah merupakan alat 
pembuktian yang kuat serta untuk sahnya setiap peralihan, 
pembebanan, dan hapusnya hak-hak tersebut. 

d. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha 

Setiap pemegang Hak Guna Usaha memiliki kewajiban 
seperti yang tercantum dalam Pasal 12 hingga 14 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak 
Pakai Atas Tanah. 
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(1) Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untu: 

a. membayar uang pemasukan kepada negara; 

b. melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, 
perikanan, dan/atau peternakan sesuai peruntukan 
dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam 
keputusan pemberian haknya; 

c. mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha 
dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha 
berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi 
teknis; 

d. membangun dan memelihara prasarana lingkungan 
danfasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal 
Hak Guna Usaha; 

e. memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan 
sumber daya alam, dan menjaga kelestarian 
kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun 
mengenai penggunaan Hak Guna Usaha; 

g. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan 
Hak Guna Usaha kepada negara sesudah Hak Guna 
Usaha tersebut hapus; 

h. menyerahkan serdfikat Hak Guna Usaha yang telah 
hapus kepada kepala kantor pertanahan. 

(2) Pemegang Hak Guna Usaha dilarang menyerahkan 

pengusahaan tanah Hak Guna Usaha kepada pihaklain, 

kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 13 


Jika tanah Hak Guna Usaha karena keadaan geografis 
atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian 
rupa sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau 
bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, maka 
pemegang Hak Guna Usaha wajib memberikan jalan keluar 
atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau 
bidang tanah yang terkurung itu. 

Pasal 14 

(1) Pemegang Hak Guna Usaha berhak menguasai dan 
mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak 
Guna Usaha untuk melaksanakan usaha di bidang 
pertanian, perkebunan, perikanan,dan atau peternakan. 

(2) Penguasaan dan penggunaan sumber air dan sumber 
daya alam lainnya di atas tanah yang diberikan dengan 
Hak Guna Usaha oleh pemegang Hak Guna Usaha hanya 
dapat dilakukan untuk mendukung usaha sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dengan mengingat ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
kepentingan masyarakat sekitarnya. 

e. Hapusnya Hak Guna Usaha 

Seperti hak-hak atas tanah yang lain, Hak Guna Usaha 
dapat hapus karena beberapa sebab antara lain: 

Pasal 34 

Hak Guna Usaha hapus karena: 

a. jangka waktunya berakhir; 

b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena 
sesuatu syarat tidak dipenuhi; 
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c. dilepaskcm oleh pemegang haknya sebelum jangka 
waktunya berakhir; 

d. dicabut untuk kepentingan umum; 

e. diterlantarkan; 

f. tanahnya musnah; 

g. ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2). 

1) Hapusnya HakGuna Usaha karena jangka waktunya berakhir 

Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan: 

Pasal 28 

(1) Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah 
yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka 
waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna 
perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. 

(2) Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya 
paling sedikit 5 hektare, dengan ketentuan bahwa jika 
luasnya 25 hektare atau lebih harus memakai investasi 
modal yang layak dan tehnik perusahaanyang baik, 
sesuai dengan perkembangan zaman. 

(3) Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada 
pihak lain. 

Kemudian dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang 

Pokok Agraria yang berbunyi: 

Pasal 29 

(1) Hak Guna Usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 
tahun 
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(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih 
lama dapat diberikan Hak Guna Usaha untuk waktu 
paling lama 35 tahun. 

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat 
keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud 
dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang 
dengan waktu yang paling lama 25 tahun. 

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 40 
Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan 
dan Hak Pakai Atas Tanah yang menyatakan: 

Pasal9 

(1) Hak Guna Usaha dapat diperpanjang atas permohonan 
pemegang hak, jika memenuhi syarat: 

a. tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai 
dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak 
tersebut; 

b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi 
dengan baik oleh pemegang hak; dan 

c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai 
pemegang hak. 

(2) Hak Guna Usaha dapat diperbaharui atas permohonan 
pemegang hak, jika memenuhi syarat: 

a. tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai 
dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak 
tersebut; 

b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi 
dengan baik oleh pemegang hak; 

c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai 
pemegang hak. 
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(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna 
Usaha atau pembaharuannya diajukan selambat- 
lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka 
waktu Hak Guna Usaha tersebut. 

(2) Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha 
dicatat dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan 
perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha dan 
persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Presiden. 

Pasal 11 

(1) Untuk kepentingan penanaman modal, permintaan 
perpanjangan, atau pembaharuan Hak Guna Usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan 
sekaligus dengan membayar uang pemasukan yang 
ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan 
permohonan Hak Guna Usaha. 

(2) Dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk 
perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usahanya 
dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan 
oleh menteri setelah mendapat persetujuan dari 
Menteri Keuangan. 

(3) Persetujuan untuk dapat memberikan perpanjangan 
atau pembaharuan Hak Guna Usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 dan perincian uang pemasukan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan 
dalam keputusan pemberian Hak Guna Usaha yang 
bersangkutan. 
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2) Hapusnya Hak Guna Usaha karena tidak terpenuhinya 
syarat pemegangnya 

Salah satu syarat pokok pemberian Hak Guna Usaha 
adalah subjek hukum yang dapat menjadi pemegangnya 
adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat 
(1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa: 

Pasal 30 

1. Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha ialah: 

a. warga negara Indonesia; 

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum 
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, 

2. Orang atau badan hukum yang mempunyai Hak Guna 
Usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai 
yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka 
waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan 
hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 

Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang 
memperoleh hak guna-usaha, jika ia tidak memenuhi syarat 
tersebut. Jika Hak Guna Usaha, yang bersangkutan tidak 
dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, 
maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa 
hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan- 
ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Ketentuan tersebut diulang kembali dalam rumusan 
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang 
dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 
tahun 1996. 


11 


Undang-Undang Agraria & Aplikasinya 





http://bacaan-indo.blogspot.com 


Pasal2 


116 


Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah: 

a. Warga Negara Indonesia. 

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia 
dan berkedudukan di Indonesia. 

Pasal3 

(1) Pemegang Hak Guna Usaha yang tidak lagi memenuhi 
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam 
jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau 
mengalihkan Hak Guna Usaha itu kepada pihak lain 
yang memenuhi syarat. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Hak Guna Usaha itu tidak dilepaskan 
atau dialihkan, Hak Guna Usaha tersebut hapus karena 
hukum dan tanahnya menjadi tanah negara. 

3) Hapusnya Hak Guna Usaha karena Pencabutan Hak 

Alasan lain yang berhubungan dengan hapusnya 
Hak Guna Usaha adalah karena adanya pencabutan hak. 
Hapusnya Hak Guna Usaha karena pencabutan hak ini 
mendapatkan dasarnya pada Pasal 18 Undang-Undang 
Pokok Agraria yang menyatakan: 

Pasal 18 

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan 
bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, 
hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti 
kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan 
undang-undang. 
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4) Hapusnya Hak Guna Usaha karena Penyerahan Sukarela 
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 
untuk kepentingan umum sebagaimana telah ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 sudah 
tidak sesuai sebagai landasan hukum dalam rangka 
melaksanakan pembangunan untuk kepentingan. 

Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan prinsip 
penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah 
dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi 
pelaksanaan pembangunan kepentingan umum, dipandang 
perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 
2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan umum, karena dirasa sudah tidak sesuai lagi 
dengan kehidupan masyarakat saat ini. 

Dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 65 Tahun 2006 
yang merubah Pasal 1 angka 3 Perpres Nomor 36 Tahun 
2005 sehingga bunyinya menjadi: “Pengadoon tonah 
adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan 
cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau 
menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda- 
benda yang berkaitan dengan tanah”. Juga diubahnya pada 
Pasal 2 ayat 1, sehingga berbunyi; 

(1) Pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah 
daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau 
penyerahan hak atas tanah. 

(2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pem- 
bangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual 
beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati 
secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
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Sehingga diubahnya juga pada ketentuan Pasal 3 
yang bunyinya: "Peleposon atau penyerahan Hak Atas 
Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan 
berdasarkan prinsip penghormatan terhadap Hak Atas 
Tanah". Terdapat perbedaan penetapan kategori mengenai 
bidang-bidang pembangunan untuk kepentingan umum, 
berdasarkan Keppres 55 Tahun 1993 Pasal 5 antara lain 
sebagai berikut: 

► Jalan umum, saluran pembuangan air 

► Waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya 
termasuk saluran irigasi 

► Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat 

► Pelabuhan atau bandar udara terminal 

► Peribadatan 

► Pendidikan atau sekolahan 

► Pasar umum atau pasar INPRES 

► Fasilitas pemakaman umum 


► Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain 
tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain 
lain bencana 

► Pos dan telekomunikasi 

► Sarana olahraga 

► Stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana 
pendukungnya 

► Kantor pemerintah 

► FasiltasABRI 


Karena perubahan pola kehidupan masyarakat sehingga 
mengenai bidang kepentingan umum berubah berdasarkan 
keluarnya Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 5 yaitu 
sebagai berikut: 
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► Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, 
di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), 
saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air 
dan sanitasi. 

► Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan perairan 
lainnya. 

► Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat. 

► Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan 
terminal. 

► Peribadatan. 

► Pendidikan atau sekolah. 

► Pasarumum. 

► Fasilitas pemakaman umum. 

► Fasilitas keselamatan umum. 

► Pos dan telekomunikasi. 

► Sarana olahraga. 

► Stasiun penyiaran radio, televisi, dan sarana 
pendukung lainnya. 

► Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan 
negara asing, perserikatan bangsa-bangsa,dan/atau 
lembaga internasional di bawah naungan perserikatan 
bangsa-bangsa. 

► Fasilitas TNI dan kepolisian negara Republik Indonesia 
sesuai dengan tugas pokok dan tungsinya. 


► Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan. 

► Rumah susun sederhana. 

► Tempat pembuangan sampah. 

► Cagar alam dan cagar budaya. 

► Pertamanan. 

► Panti sosial. 

► Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik 


Kemudian kesemuanya itu diganti dengan adanya 
Perpres Nomor 65 Tahun 2006, meliputi bidang bidang 
sebagai berikut: 
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» Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah,di 
ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), 
saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air 
dan sanitasi. 

» Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan perairan 
lainnya. 

» Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat. 

» Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul 
penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain lain 
bencana. 

» Tempat pembuangan sampah. 

» Cagar alam dan cagar budaya. 

» Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. 

Perbedaan mengenai cara pembentukan panitia 
pengadaan tanah, menurut Keppres Nomor 55 Tahun 
1993 Pasal 6 bahwa panitia dibentuk oleh gubernur kepala 
daerah tingkat I, sedangkan menurut Perpres Nomor 36 
Tahun 2005 Pasal 6, panitia dibentuk oleh bupati/walikota, 
demikian halnya dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 
Pasal 6 panitia juga dibentuk oleh bupati/walikota, tapi 
kecuali panitia pengadaan tanah daerah khusus ibukota 
Jakarta dibentuk oleh gubernur. 

Dalam Keppres 55 Tahun 1993 dijelaskan mengenai 
susunan kepanitiaan pengadaan tanah yang terdapat 
dalam Pasal 7, sedangkan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 
2005 tidak dijelaskan, kemudian dijelaskan kembali oleh 
Perpres Nomor 65 Tahun 2006 pada Pasal 6 (5), yang terdiri 
atas unsur perangkat daerah dan unsur badan pertanahan 
nasional. 
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Pada Pasal 8 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 disebutkan 
ada 7 tugas dari panitia pengadaan tanah, yang diubah 
menjadi ada 8 tugas dari panitia pengadaan tanah pada 
Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005, sedangkan dalam 
Pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 masih sama seperti 
yang dijelaskan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005, hanya 
pada Pasal 7 huruf C diganti "Menetapkan besarnya ganti 
rugi atas tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan", 
dan tambahan dalam Pasal 7A Perpres Nomor 65 Tahun 
2006 dijelaskan mengenai aturan biaya kepanitiaan 
pengadaan tanah. 

Tata cara mengenai penunjukkan wakil atau penguasa 
dari pemegang hak tidak dijelaskan dalam Keppres Nomor 
55 Tahun 1993, tapi itu dijelaskan dalam pasal 9 (3) Perpres 
Nomor 36 tahun 2005, 

Hal-hal yang terjadi apabila suatu musyawarah yang 
dilakukan tidak ada kesepakatan dijelaskan pada Pasal 
10 Perpres Nomor 36 Tahun 2005, tidak dijelaskan pada 
Keppres Nomor 55 Tahun 1993, tapi pada Pasal 10 ayat 1 
dan 2 diubah pada Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 10 
ayat 1 dan 2, sehingga bunyinya sebagai berikut: 

(1) Dalam hal kegiatan pembangunan untuk kepentingan 
umum yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan 
secara teknis tata ruang ke tempat atau alokasi lain, 
maka musyawarah dilakukan dalam jangka waktu 
paling lama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 
undangan pertama. 

(2) Apabilasetelahdiadakanmusyawarahsebagaimaimana 
dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai kesepakatan 
panitia pengadaan tanah menetapkan besarnya ganti 
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rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a 
dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan 
negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah 
yang bersangkutan. 

Berkaitan dengan bentuk ganti rugi, dalam Keppres 

Nomor 55 Tahun 1993 Pasal 13, ada 5 bentuk ganti rugi yaitu: 

» Uang; 

» Tanah pengganti; 

» Pemukiman kembali; 

» Gabungan dari dua atau lebih untuk ganti kerugian 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf 
c; dan 

» Bentuk lain yang di setujui oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan 


Dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 36 Tahun 2005 
maka ada 3 bentuk ganti rugi yaitu: 

» Uang; 

» Tanah pengganti; 

» Pemukiman kembali; 
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Kemudian diubah lagi dengan dikeluarkannya perpres 
nomor 65 tahun 2006, bentuk ganti rugi yaitu: 

» Uang;dan/atau 
» Tanah pengganti;dan/atau 
» Pemukiman kembali; dan/atau 

» Gabungan dari dua atau lebih untuk ganti kerugian 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c; 
» Bentuk lain yang di setujui oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan 
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Pada Perpres Nomor36tahun 2005dijelaskan mengenai 
bila pemegang tidak menghendaki bentuk ganti rugi, tidak 
dijelaskan dalam Keppres Nomor 55 Tahunl993. 

Ketentuan pada pasal huruf a Keppres Nomor 55 Tahun 
1993 di ubah dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 36 
Tahun 2005 yang berbunyi seperti yang dijelaskan pada 
Pasal 15 huruf a tersebut, kemudian diubah lagi dengan 
dikeluarkannya Perpres Nomor 65 Tahun 2006 bunyinya 
seperti yang dijelaskan pada Pasal 25 huruf a perpres 
tersebut. 

Ditambahkannya pasal baru pada Perpres 65 Tahun 
2006 antara Pasal 18 dan Pasal 19 dari Perpres 36 Tahun 
2005 menjadi 18A yang berbunyi sebagai berikut: "Apabila 
yang berhak atas tanah atau benda-benda yang ada di 
atasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti 
rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden, 
karena dianggap jumlahnya kurang layak, maka yang 
bersangkutan dapat meminta banding kepada Pengadilan 
Tinggi agar menetapkan ganti rugi sesuai Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas 
Tanah dan Benda-Benda yangAda diAtasnya dan Peraturan 
Pemerintah Nomor39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan 
Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan 
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang 
ada di Atasnya." 

Untuk lebih memahami mekanisme permohonan hak 
guna usaha menurut: 

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA 
BADAN PERTAHANAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK 
ATASTANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN 
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Perhatikan skema berikut: 
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ll.Hak Guna Bangunan 

HakGuna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan 
dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan 
miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu (Pasal 35 ayat 
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1 UUPA). Pengertian bukan miliknya sendiri, berarti HGB 
dapat lahir dari: 

» Pemberian/permohonan hak (HGB-HAT PRIMER). 

» Perjanjian pembebanan HGB di atas tanah Hak Milik 
kepunyaan orang lain (HGB-HAT SKUNDER). 

Untuk luas tanah HGB tidak ada pembatasan, tetapi 
disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, perlu diperhatikan 
apabila satu keluarga telah mempunyai 5 (lima) sertitikat 
tanah, maka untuk setiap perubahannya harus mendapat 
izin dari BPN. 

a. Jangka Waktu Hak Guna Bangunan 

» Untuk HGB di atas tanah negara atau tanah 
Hak Pengelolaan, maksimum 30 tahun 

dan dapat diperpanjang 20 tahun lagi (Pasal 35 ayat 1 
UUPA jo. Pasal 25 PP 40/1996); 

» Sedangkan untuk HGB di atas tanah Hak Milik, paling 
lama 30 tahun (Pasal 29 ayat 1 PP 40/1996). 

Atas kesepakatan pemegang Hak Milik dan 
pemegang HGB, maka HGB atas tanah Hak Milik dapat 
diperbaharui dengan akta PPAT dan didattar di kantor 
pertanahan. Sesudah jangka waktu dan perpanjangan 
tersebut berakhir, pemegang HGB di atas tanah negara 
dapat mengajukan pembaharuan hak. 

Adapun syarat permohonan perpanjangan dan 
pembaharuan HGB: 

1. tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai 
dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak 
tersebut; 
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2. syarat-syarat pemberian hak tersebut masih 
dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; 

3. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai 
pemegang HGB; 

4. tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah yang bersangkutan; 

5. permohonan diajukan selambat-lambatnya dua 
tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGB 
tersebut. 


Untuk perpanjangan atau pembaharuan HGB atas 
tanah Hak Pengelolaan, selain dengan syarat tersebut 
di atas, harus dengan persetujuan dari pemegang Hak 
Pengelolaan. 


b. Kewajiban dan Hak Pemegang HGB 


NO 

KEWAJIBAN 

HAK 

1 . 

membayar uang pemasukan 

menguasai dan memper- 


kepada negara; 

gunakan tanahnya se- 

lama waktu tertentu 

untuk mendirikan dan 

mempunyai bangunan un- 
tuk keperluan pribadi atau 

usahanya; serta 

2 

menggunakan tanah sesuai 

mengalihkan hak tersebut 


dengan peruntukkan; 

kepada pihak lain dan 
membebaninya. 

3 

memelihara dengan baik tanah 

dan bangunan yang ada di atas- 

nya serta menjaga kelestarian 

hidup; 
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4 

memberikan jalan keluar atau 

jalan air atau kemudahan lain 
bagi pekarangan atau bidang 

tanah yang terkurung karena 

keadaan geogratis atau sebab 

lain; 


5 

menyerahkan kembali tanah 
yang diberikan dengan HGB 

kepada negara, pemegang Hak 

Pengelolaan atau pemegang 

Hak Milik sesudah HGB tersebut 

hapus; 


6 

menyerahkan sertitikat HGB 
yang telah hapus kepada Kepala 

Kantor Pertanahan. 



c. Hapusnya HGB 

» jangka waktunya berakhir; 

» dibatalkan karena syarat tidak terpenuhi; 

» dilepaskan secara suka rela oleh pemegang haknya 
sebelum jangka waktu berakhir; 

» dicabut untuk kepentingan umum (UU No. 20/1961); 
» tanahnya ditelantarkan; 

» tanahnya musnah; 

» pemegang hak tidak memenuhi syarat sebagai 
pemegang HGB 

Berikut ini skema permohonan\hak Guna Bangunan 
berdasarkan: 
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PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA 
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12.Hak Pakai 


Ketentuan-ketentuan dasar mengenai tanah di 
Indonesia telah tercantum di dalam Undang-Undang 
Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 
Pokok Agraria, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang 
Pokok Agraria, yang memuat pokok-pokok dari Hukum 
Tanah Nasional Indonesia. Walaupun sebagian besar pasal- 
pasalnya memberikan ketentuan mengenai hak-hak atas 
tanah, namun sebagi ketentuan yang bersitat pokok banyak 
materi pengaturan yang bersitat lebih rinci yang masih perlu 
ditetapkan. Keperluan akan ketentuan-ketentuan yang 
lebih rinci ini selama lebih dari tiga puluh tahun dipenuhi 
dengan pengaturan teknis operasional dalam bentuk yang 
lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah. 

Dengan makin rumitnya masalah pertanahan dan makin 
besarnya keperluan akan ketertiban di dalam pengelolaan 
pertanahan, makin dirasakan keperluan adanya peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agrariayangtingkatnya 
lebih tinggi, yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yang 
menerapkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak atas 
tanah yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok 
Agraria, khususnya Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 
dan HakPakai.Sebagai HakAtasTanahyangmasa berlakunya 
terbatas untuk jangka waktu tertentu Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai memerlukan kejelasan 
mengenai beberapa hal, antara lain mengenai persyaratan 
perolehannya, dan status tanah dan benda-benda di atasnya 
sesudah hak itu habis jangka waktunya. Kejelasan itu sangat 
diperlukan untuk memberikan beberapa kepastian hukum, 
baik kepada pemegang hak, kepada Pemerintah sebagai 
pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria, maupun pihak 
ketiga. 
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Sehubungan dengan hak-hak di atas dalam rangka 
melaksanakan amanat Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang 
Pokok Agraria dipandang perlu menetapkan ketentuan- 
ketentuan lebih lanjut mengenai HakGuna Usaha, HakGuna 
Bangunan, dan Hak Pakai untuk melengkapi ketentuan yang 
sudah ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. 

a. Pengertian Hak Pakai 

Dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa: 
"Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau 
memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung 
oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi 
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 
keputusan pemberiannya oleh pejabatyang berwenang 
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau 
perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan 
undang-undang ini." 

b. Subjek dan Objek Hak Pakai 

1) Subjek Hak Pakai 

Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah: 

a) Warga negara Indonesia; 

b) badan hukum yang didirikan menurut hukum 
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 

c) departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, 
dan pemerintah daerah; 

d) badan-badan keagamaan dan sosial 

e) orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 
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f) badan hukum asingyang mempunyai perwakilan 
di Indonesia; 

g) perwakilan negara asing dan perwakilan badan 
internasional. 

2) Objek Hak Pakai 

Tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai 
adalah: 

a) tanah negara; 

b) tanah hak pengelolaan; 

c) tanah Hak Milik. 


c. Kewajiban dan Hak Pemegang Hak Pakai 


NO 

KEWAJIBAN 

HAK 

a. 

membayar uang pemasukan yang 

jumlah dan cara pembayarannya 
ditetapkan dalam keputusan 

pemberian haknya, perjanjian 

penggunaan tanah Hak Penglola- 

an atau dalam perjanjian 
pemberian Hak Pakai atas tanah 

Hak Milik; 

Pemegang hak pakai berhak 

menguasai dan memperguna- 
kan tanah yang diberikan 

dengan Hak Pakai selama 

waktu tertentu untuk 

keperluan pribadi atau usaha- 
nya serta memindahkan hak 

tersebut kepada pihak lain 

dan membebaninya, selama 

digunakan untuk keperluan 

tertentu. 

b. 

menggunakan tanah sesuai 

dengan peruntukanya dan per- 
syaratan sebagaimana ditetapkan 

dalam keputusan pemberiannya, 

atau perjanjian pemberian Hak 

Pakai atas tanah Hak Milik; 
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c. 

memelihara dengan baik 

tanah dan bangunan yang 
ada di atasnya serta menjaga 

kelestarian lingkungan hidup; 


d. 

menyerahkan kembali tanah 

yangdiberikandengan HakPakai 
kepada negara, pemegang Hak 

Pengelolaan atau pemegang 

Hak Milik sesudah Hak Pakai 

tersebut hapus; 


e. 

menyerahkan sertiti kat Hak 

Pakai yang telah hapus kepada 

Kepala Kantor Pertanahan. 


f. 

membongkar bangunan dan 

benda-benda yang ada di 

atasnya dan menyerahkan 

tanahnya kepada negara dalam 
keadaan kosong selambat- 

lambatnya dalam waktu satu 

tahun sejak hapusnya Hak Pakai 



13.Terjadinya Hak Pakai Atas Tanah 

a. Hak Pakai dari Konversi Hak Lama 

Korwersi dapat diartikan sebagai perubahan hak 
lama (Hak Atas Tanah menurut KUH Perdata) menjadi 
hak baru menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1960. 

Dalam bagian kedua UU No.5/1960 mengenai 
Ketentuan-ketentuan Konversi (khusus yang dikonversi 
menjadi Hak Pakai) dinyatakan bahwa: 

1) Hak eigendom kepunyaan pemerintah negara asing, 
yang digunakan untuk keperluan rumah kediaman, 
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sejak mulai berlakunya undang-undang ini (24 
September 1960) menjadi Hak Pakai tersebut dalam 
Pasal 41 ayat 1, yang akan berlangsung selama 
tanahnya dipergunakan untuk tersebut di atas. 
(Pasal I (2)). 

2) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang 
sebagaiatau miripdengan hakyangdimaksud dalam 
Pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama 
sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya 
undang-undang ini, yaitu: 

3) Hak i /ruchtgebruik, gebruik, grant controleur, 
bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, 
lungguh, pituwas, dan 

4) Hak-hak lain dengan nama apapun yang akan 
ditegaskan oleh Menteri Agraria, 

Sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi 
Hak Pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1), yang 
memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang 
dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya 
undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan 
dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. 

b. Hak Pakai dari Pemberian Hak 

1) Syarat permohonan untuk dapat diberikan Hak 
Pakai Atas Tanah: 

a) Permohonan Hak Pakai diajukan secara tertulis, 
yang memuat: 
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► Keterangan mengenai pemohon: 

Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, 
tempat tinggal, dan pekerjaan serta mengenai istri/suami 
dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya, jika 
dikuasakan kepada pihak lain perlu dilengkapi dengan 
surat kuasa yang dilampiri totokopi KTP/paspor penerima 
kuasa dan pemberi kuasa. 

Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta 
pendirian, pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan 
tanda daftar perusahaan, jika dikuasakan kepada pihak 
lain perlu dilengkapi dengan surat kuasa yang dilampiri 
totokopi KTP/paspor penerima kuasa dan pemberi kuasa. 

Apabila instansi pemerintah/pemerintah daerah provinsi / 
kab./kota, dan desa tidak memerlukan syarat-syarat subjek 
tersebut di atas, tetapi cukup dengan surat permohonan 
yang memuat nama instansi dan ditandatangani oleh 
pejabat yang berwenang. 

• Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan 
data fisik, yaitu: 

Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, 
girik, surat kaveling, surat-surat bukti pelepasan hak/ 
pembebasan tanah dan pelunasan tanah dan bangunan 
dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan 
pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat 
bukti perolehan tanah lainnya. 

Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Peta Bidang Tanah/ 
Surat Ukur sebutkan tanggal dan nomor serta NIB-nya. 

Jenis tanah (pertanian/nonpertanian). 

Rencana penggunaan tanah. 
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Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara). 

Jika pemohon instansi pemerintah dilengkapi surat pernyataan 
aset sebagaimana diuraikan dalam SE KPBN No.500-1255 
tanggal 4 Mei 1992. 


b) Data Pendukung 

► Mengenai Pemohon: 

Jika perorangan: totokopi identitas pemohon atau kuasanya 
(KTP, surat keterangan domisili, dan SIM). 

Jika badan hukum: totokopi akta pendirian badan hukum, 
pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang 
dan tanda daftar perusahaan. 

Apabila instansi pememrintah/pemerintah daerah 
provinsi/kabupaten/kota dan desa tidak memerlukan 
syarat-syarat subjek tersebut di atas, tetapi cukup dengan 
surat permohonan yang memuat nama instansi dan 
ditandatangani oleh pejabatyang berwenang. 

► Keterangan mengenai tanahnya: 

Perizinan; izin lokasi/penetapan lokasi atau pelepasan HGU 
dari Kepala BPN apabila tanahnya berasal dari HGU. 

Data fisik: Surat Ukur/Peta Bidang Tanah/NIB. 

Data yuridis: dalam penjelasan tersendiri pada angka 2 

► NJOP (SPPT PBB/bukti lunas PBB) tahun berjalan dan NPTTKUP 
tahun berjalan. 

d) Lain-lain 

» Surat pernyataan tidak sengketa yang dibuat oleh 
pemohon di atas kertas bermeterai cukup. 
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» Keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan 
status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, 
termasuk bidang tanah yang dimohon. 

» Surat pernyataan mengenai rencana penggunaan 
dan pemantaatan tanah yang dimohon (berisi 
penggunaan tanah saat ini dan rencana penggunaan 
dan pemantaatan tanah apabila akan merubah 
penggunaan dan pemantaatan tanahnya). 

Data Yuridis Mengenai Tanah yang Dapat Dimohon Hak 
Pakai 

Dalam rangka melengkapi permohonan Hak Pakai 
dilampiri dengan data pendukung mengenai tanahnya, 
dapat berupa: 

1) Tanah Hak (bersertihkat): 

» Fotokopi sertihkat. 

» Bukti perolehan atas tanah (jual beli/pelepasan hak/ 
pembebasan tanah/pengadaan tanah, hibah, tukar 
menukar, surat keterangan waris, akta pembagian 
harta bersama, lelang, wasiat, putusan pengadilan 
dll. 

2) Tanah Negara (belum pernah dilekati dengan sesuatu 

hak): 

» Surat keterangan kepala desa/lurah setempat yang 
isinya bukantanah milikadat(yasan), tidaktermasuk 
dalam buku C desa atau dalam peta kretek/peta 
rincikan desa (untuk pulau Jawa dan daerah lain 
yang terdapat catatan yang lengkap tentang tanah 
adat/tanah yasan). 
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» Riwayat tanah/bukti perolehan tanah (hubungan 
hukum sebagai alas hak) dari hunian/garapan 
terdahulu. 

» Surat pernyataan penguasaan fisik oleh pemohon 
yang disaksikan oleh 2 (dua) orang dia atas kertas 
bermeterai cukup, isinya menyatakan tanah yang 
dimohon dikuasai secara fisik dan tidak dalam 
keadaan sengketa, apabila terdapat gugatan dari 
pihak lain menjadi tanggung jawab pemohon. 

3) Tanah Negara asal Konversi Hak Barat (Keppres Nomor. 

32 Tahunl979) 

» Fotokopi sertifikat/akta verponding bagi bekas 
pemegang hak yang secara fisik masih menguasai 
bidang tanah atau SKPT bagi bukan pemegang hak. 

» Bukti perolehan/penyelesaian bagunan dari bekas 
pemegang hak (jika ada bangunan milik bekas 
pemegang hak). 

» Apabila masih terdaftar dalam penguasaan 
pemerintah/okupasi TNI/POLRI, diperlukan surat 
keterangan dari daftar okupasi TNI/POLRI. 

» Surat pernyataan pemohon yang disaksikan oleh 
2 (dua) orang di atas kertas bermeterai cukup dan 
dikuatkan oleh kepala desa/lurah setempat, isinya 
menyatakan tanah yang dimohon dikuasai secara 
fisik dan tidak dalam keadaan sengketa, apabila 
terdapat gugatan dari pihak lain menjadi tanggung 
jawab pemohon. 
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4) Tanah Milik Adat/Yasan/Gogolan Tetap/SK Redistribusi 

» Fotokopi tanda bukti tanah milik adat: petok D/ 

girik/kikitir/ kanomeran/letter C desa/ketenangan 
riwayat tanah dari kepala desa/lurah setempat. 

» SK redistribusi tanah yang telah dibayar lunas ganti 
ruginya dan surat keterangan riwayat perolehan 
tanah dari kepala desa/lurah setempat. 

» Bukti perolehan/surat pernyataan pelepasan hak 
dari pemegang haki sebelumnya (hubungan hukum 
sebagai alas haknya) berupa akta otentik PPAT atau 
akta di bawah tangan. 

5) Tanah Gogol Tidak Tetap 

» Fotokopi tanda bukti tanah milik adat: petok D/ 
girik /letterC desa. 

» Keputusan desa/peraturan desa yang disetujui oleh 
Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berisi tentang 
persetujuan tidak keberatan, luas tanah, letak, 
batas-batas, dan besarnya ganti rugi yang disepakati. 

» Akta pelepasan hak yang dibuat oleh dan dihadapan 
notaris/camat/kepala kantor pertanahan setempat. 

6) Tanah Kas Desa (TKD) 

» Untuk pemerintah kabupaten yang telah mem- 
punyai Perda tentang Sumber Pendapatan dan 
Kekayaan Desa yang mengatur mengenai pelepasan/ 
tukar menukar TKD, maka bagi desa yang sudah 
membentuk BPD maupun belum mengacu pada 
Perda tersebut. 
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» Untuk pemerintah kabupaten yang belum 
mempunyai Perda tentang sumber pendapatan 
dan kekayaan desa: desa yang belum membentuk 
BPD tata cara tukar menukar/pelepasan TKD masih 
berlaku ketentuan lama yaitu keputusan desa, 
pengesahan bupati dan izin gubernur. 

» Desa yang sudah membentuk BPD dengan produk 
hukum berupa peraturan desa, maka diperlukan 
peraturan desa dan keputusan desa. 

» Terhadap pelepasan berdasarkan ketentuan lama 
yang belum selesai, mengacu pada aturan peralihan 
perda kabupaten yang mengatur pelepasan/tukar 
menukarTKD dimaksud. 

» Penetapan besarnya ganti rugi berupa uang atau 
tanah pengganti. 

» Akta/surat pelepasan tanah kas desa yang dibuat 
oleh dan dihadapan notaris/camat/kepala kantor 
pertanahan setempat. 

» Fotokopi sertifikat/petok D/girik /letter C desa. 

» Fotokopi sertitikat tanah pengganti atas nama 
pemerintah desa yang bersangkutan (jika berasal 
dari tukar menukar). 

7) Tanah Aset Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/ 

kota) 

» Persetujuan dari DPRD. 

» Keputusan kepala daerah tentang penghapusan 
aset barang milik daerah (tanah). 
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» Perjanjian antara pemerintah daerah dengan 
penerima aset. 

» Berita acara pelepasan aset dari daftar inventaris 
yang dibuat oleh pemerintah daerah (provinsi/ 
kabupaten/kota). 

» Untuk tanah yang sudah terdaftar, berita acara 
pelepasan hak yang dibuat di hadapan kakantah, 
notaris atau camat. 

» Bukti sertipikat pengganti (jika perolehan 
berdasarkan tukar menukar). 

8) Tanah Aset Pemerintah Pusat (departemen/LPND) 

» Persetujuan dari Menteri Keuangan/Presiden/DPR 
sesuai kewenangannya. 

» Keputusan menteri/kepala LPND tentang 
penghapusan aset barang milik negara (tanah). 

» Perjanjian antara pemerintah daerah dengan 
penerima asset. 

» Perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah yang 
dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. 

» Bukti sertifikat tanah pengganti (jika perolehan 
berdasarkan tukar-menukar). 

9) Tanah aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

» Persetujuan Menteri BUMN. 

» Berita acara pelepasan aset dari daftar inventaris 
yang dibuat oleh BUMN. 

» Untuk tanah yang sudah terdaftar, berita acara 
pelepasan hak yang dibuat dihadapan kakantah, 
notaris atau camat. 
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» Sertifikat sepanjang sudah terdattar. 

» Bukti sertitikat tanah pengganti (jika perolehan 
berdasarkan tukar-menukar sepanjang terdapat 
dalam perjanjian) 

10) Tanah aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

» Persetujuan DPRD. 

» Persetujuan gubernur/bupati/walikota. 

» Berita acara pelepasan asset dari dattar inventaris 
yang dibuat oleh BUMD. 

» Untuk tanah yang sudah terdattar, berita acara 
pelepasan hak yang dibuat di hadapan kakantah, 
notaris atau camat. 

» Bukti sertitikat tanah pengganti (jika perolehan 
berdasarkan tukar-menukar sepanjang terdapat 
dalam perjanjian). 

11) Tanah Bekas Milik Asing Cina (BKMC): pelepasan aset 

BKMC dari Menteri Keuangan. 

d. Tata Cara Pemberian Hak Pakai 

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 
Nomor 9 Tahun 1999, dinyatakan bahwa Permohonan 
Hak Pakai, diajukan kepada menteri melalui Kepala Kantor 
Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang 
bersangkutan, 

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor 
Pertanahan: 

» memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan 

tisik; 

» mencatat dalam tormulir; 
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» memberi tanda terima berkas permohonan; dst sampai 
pada proses, bahwa berkas permohonan tersebut 
siap untuk diterbitkan keputusan pemberian hak atau 
keputusan penolakan yang disertai dengan alasan 
penolakannya. 

Dalam hal keputusan pemberian hak pakai tidak 
dilimpahkan kepada Kepala kantor Pertanahan, maka 
berkas permohonan tersebut diteruskan kepada Kepala 
Kantor Wilayah disertai pendapat dan pertimbangannya. 

Dalam hal keputusan pemberian hak pakai tidak 
dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, maka berkas 
permohonan tersebut diteruskan kepada Menteri (Kepala 
BPN Rl) disertai pendapat dan pertimbangannya. 

1) Hak Pakai Untuk Orang Asing 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 
Pasal 1 dan penjelasnnya, disebutkan bahwa: orang 
asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki 
sebuah rumah untuktempattinggal atau hunian dengan 
hak atas tanah. 

Pemilikan tersebut tetap dibatasi pada satu buah 
rumah, adapun tujuan pembatasan ini adalah untuk 
menjaga agar kesempatan pemilikan tersebut tidak 
menyimpang dari tujuannya, yaitu sekadar memberikan 
dukungan yang wajar bagi penyelenggaraan usaha 
orang asing tersebut di Indonesia. 

Orang asing yang kehadirannya di Indonesia 
memberi mantaat bagi pembangunan nasional dapat 
memiliki sebuah rumah tempat tinggal atau hunian 
dalam bentuk rumah dengan hak atas tanah tertentu 
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atau satuan rumah susun yang dibangun di atas Hak 
Pakai atas tanah negara. 

Orang asing dari segi kehadirannya di Indonesia 
dapat dibagi 2 golongan yaitu: orang asing yang 
bertempat tinggal di Indonesia secara menetap 
(penduduk Indonesia dengan lzin Tinggal Tetap), dan 
orang asing yang tidak tinggal di Indonesia secara 
menetap melainkan hanya sewaktu-waktu berada di 
Indonesia (izin kunjungan atau izin keimigrasian lainnya 
berbentuk tanda diterakan pada paspor atau dokumen 
keimigrasian lainnya). 

a) Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat 
dimiliki oleh orang asing, adalah: 

• Rumah yang berdiri sendiri yang dibangun di 
atas bidang tanah: 

hak Pakai atas tanah negara; 

yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan 
pemegang hak atas tanah. 

b) Satuan Rumah Susun yang dibangun di atas bidang 
tanah Hak Pakai atas tanah Negara 

• Perjanjian: 

dibuat secara tertulis antara orang asing 
yang bersangkutan dengan pemegang Hak 
Atas Tanah; 

wajib dicatat dalam buku tanah dan sertitikat 
Hak Atas Tanah yang bersangkutan; 

dibuat untuk jangka waktu yang disepakati, 
tetapi tidak lebih lama dari dua puluh lima 
tahun. 
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c) Cara memperoleh tanah 

Cara memperoleh tanah tidak dapat dilepaskan 
dari cara memperoleh Hak Atas Tanah tempat rumah 
tersebut berdiri, untuk memperoleh rumah tempat 
tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal (2) ayat (1) PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1996 dapat 
dilakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagai berikut: 

» Orang asing dapat membeli Hak Pakai atas tanah 
negara atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik dari 
pemegang Hak Pakai yang bersangkutan beserta 
rumah yang ada di atasnya atau membeli Hak Pakai 
atas tanah negara atau atas tanah Hak Pakai dan 
kemudian membangun rumah di atasnya. Pembelian 
Hak Pakai tersebut dilakukan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, yaitu dengan akta PPAT 
dan kemudian didattarkan pada Kantor Pertanahan, 
demikian juga persyaratan pembangunan rumah 
harus mengikuti ketentuan yang berlaku, misalnya 
mengenai IMB. 

» Orang asing dapat memperoleh Hak Pakai atas 
tanah Hak Milik atau Hak Sewa untuk bangunan 
atau persetujuan penggunaan dalam bentuk lain 
wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 

» Dalam hal rumah hunian atau tempat tinggal yang 
akan dipunyai oleh orang asing berbentuk satuan 
rumah susun, maka orang asing yang bersangkutan 
harus membeli Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah 
negara. 
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d) Batasan rumah yang dapat dipunyai oleh orang 

asing 

Adapun batasannya: 

» Bahwa rumah yang boleh dimiliki oleh orang 
asing hanya satu buah. Untuk memastikan 
hal ini kepada orang asing yang akan membeli 
rumah di Indonesia hendaknya diminta untuk 
membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan 
tidak memiliki rumah tempat tempat tinggal 
atau hunian di Indonesia pada waktu melakukan 
perbuatan hukum (misalnya: jual beli). 

» Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat 
dimiliki oleh orang asing, yaitu terbatas pada 
rumah yang tidak masuk klasitikasi "Rumah 
Sederhana" atau "Rumah Sangat Sederhana". 

e. Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Pakai 

Hak Pakai dapat diperpanjang jangka waktunya atau 
diperbaharui haknya, dan permohonannya diajukan 
oleh pemegang hak dalam tenggang waktu 2(dua) tahun 
sebelum berakhirnya jangka waktu haktersebut. 

1) Perpanjangan hak adalah penambahan jumlah waktu 
berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat 
dalam pemberian haktersebut, 

2) Pembaharuan hak adalah pemberian hak yang sama 
kepada pemegang Hak AtasTanahyangtelah dimilikinya 
(dengan HGU,HGB, dan Hak Pakai) sesudah jangka 
waktu hak tersebut atau perpanjangannya habis. 

3) Hak Pakai atas tanah negara dapat diperpanjang jangka 
waktu dan diperbaharui haknya atas permohonan 
pemegang hak, jika memenuhi syarat: 
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» tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai 
dengan keadaan, sifat dan tujuan pemeberian hak 
tersebut; 

» syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi 
dengan baik oleh pemegang hak; dan 

» pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai 
pemegang Hak Pakai. 

4) Syarat-syarat permohonan perpanjangan dan 

pembaharuan Hak Pakai adalah: 

a) Permohonan diajukan secara tertulis melalui Kepala 
Kantor Pertanahan Kab/Kota, yang memuat: 

» Keterangan mengenai pemohon: 

Apabila perorangan: nama, umur, kewarga- 
negaraan, tempat tinggal dan pekerjaan serta 
mengenai istri/suami dan anaknya yang masih 
menjadi tanggungannya. Jika dikuasakan 
kepada pihak lain perlu dilengkapi dengan 
surat kuasa yang dilampiri fotokopi KTP/paspor 
penerima kuasa dan pemberi kuasa. 

Apabila badan hukum: nama, tempat 
kedudukan, akta pendirian, pengesahan dari 
pejabat yang berwenang dan tanda daftar 
perusahaan. Jika dikuasakan kepada pihak 
lain perlu dilengkapi dengan surat kuasa 
yang dilampiri fotokopi KTP/Paspor penerima 
kuasa dan pemberi kuasa. 

b) Keterangan data yuridis: sertifikat dan Peta Bidang 
Tanah/Surat Ukur (apabila terdapat perubahan 
luas/batas-batas). 
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» Data pendukung: 

Surat pernyataan tidak dalam sengketa yang 
dibuat oleh pemohon di atas kertas bermeterai 
cukup. 

- NJOP (SPPT PBB/ bukti lunas PBB) tahun 
berjalan dan NPTTKUP tahun berjalan. 

f. Peralihan dan Hapusnya Hak Pakai 
1) Peralihan Hak Pakai 

a) Hak Pakai yang diberikan atas tanah negara untuk 
jangka waktu tertentu dan hak pakai atas tanah hak 
pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak 
lain. 

b) Hak Pakai atas tanah Hak Milik hanya dapat 
dialihkan apabila hak tersebut dimungkinkan dalam 
perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak 
Milik yang bersangkutan. 

c) Peralihan Hak Pakai terjadi karena: 

- jual beli; 

tukar menukar; 
penyertaan dalam modal; 
hibah; 
pewarisan. 

d) Peralihan Hak Pakai wajib didaftarkan pada Kantor 
Pertanahan. 

e) Peralihan Hak Pakai karena jual beli, kecuali jual beli 
melalui lelang, tukar menukar, penyertaan dalam 
modal, dan hibah harus dilakukan dengan akta yang 
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
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f) Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan 
dibuktikan dengan berita acara lelang 

g) Peralihan Hak Pakai karena pewarisan harus 
dibuktikandengansuratwasiatatausuratketerangan 
waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang. 

h) Pengalihan Hak pakai atas tanah Hak Pengelolaan 
harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari 
pemegang Hak Pengelolaan. 

i) Pengalihan Hak Pakai atas tanah Hak Milik harus 
dilakukan dengan persetujuan tertulis dari 
pemegang Hak Milik yang bersangkutan. 

Hak Pakai atas tanah negara dan atas tanah Hak 
Pengelolaan selain dapat dialihkan juga dapat dijadikan 
jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan, dan 
Hak Tanggungan tersebut hapus dengan hapusnya Hak 
Pakai. 

2) Hapusnya Hak Pakai 

a) Jangka Waktu Hak Pakai 

Hak Pakai dengan jangka waktu tertentu yaitu 
untuk warga Negara Indonesia; dan orang asing 
yang berkedudukan di Indonesia, dengan ketentuan 
bahwa: 

» Jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun 
dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 
paling lama dua puluh tahun atau diberikan 
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan 
selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan 
tertentu dan sesudah jangka waktu Hak Pakai 
atau perpanjangannya habis, kepada pemegang 
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hak dapat diberikan pembaharuan Hak Pakai 
atas tanah yang sama. 

» Untuk jangka waktu yang disepakati sesuai 
perjanjian, tetapi tidak lebih lama dari dua 
puluh lima tahun, jangka waktu dapat diperbarui 
untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari 
dua puluh lima tahun, atas dasar kesepakatan 
yang dituangkan dalam perjanjian yang 
baru, sepanjang orang asing tersebut masih 
berkedudukan di Indonesia. 

b) Jangka waktu tidak ditentukan (selama diperguna- 
kan) untuk keperluan tertentu, diberikan kepada: 

» Departemen, Lembaga Pemerintah Non- 
departemen, dan Pemerintah Daerah; 

» Perwakilan negara asing dan perwakilan badan 
internasional; 

» Badan-badan keagamaan dan sosial. 

3) Hak Pakai hapus karena: 

a) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan 
dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya 
atau dalam perjanjian pemberiannya; 

b) Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang 
Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum 
jangka waktunya berakhir karena: 

» Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pe- 
megang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan- 
ketentuan kewajiban pemegang hak. 

» Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban- 
kewajiban yang tertuang dalam perjanjian 
pemberian Hak pakai antara pemegang Hak 
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Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian 
penggunaan Hak Pengelolaan; atau 

c) Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 

d) Dilepaskan secara suka rela oleh pemegang haknya 
sebelum jangka waktu berakhir. 

e) Dicabut berdasarkan undang-undang Nomor 20 
Tahun 1961. 

f) Diterlantarkan dan atau tanahnya musnah. 

g) Pemegang hak tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai: warga negara Indonesia; badan hukum 
yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia; departemen, lembaga 
pemerintah nondepartemen, dan pemerintah 
daerah; badan-badan keagamaan dan sosial; orang 
asing yang berkedudukan di Indonesia; badan 
hukum asing yang mempunyai perwakilan di 
Indonesia perwakilan negara asing dan perwakilan 
badan internasional, maka: 

» Dalam waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan 
atau mengalihkan hak itu pada pihak lain yang 
memenuhi syarat. 

» Apabila dalam jangka satu tahun haknya tidak 
dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus 
karena hukum dengan ketentuan hak-hak pihak 
lain yang terkait di atas tanah tersebut tetap 
diperhatikan. 
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h) Apabila orang asing yang memiliki rumah yang 
dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah negara, 
atau berdasarkan perjanjian dengan pemegang Hak 
Atas Tanah tidak lagi berkedudukan di Indonesia, 
maka dalam jangka waktu satu tahun wajib 
melepaskan atau mengalihkan Hak Atas Rumah dan 
tanahnya kepada orang lain yang memenuhi syarat. 

i) Apabila dalam jangka waktu satu tahun haknya 
tidak dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain 
yang memenuhi syarat, maka apabila: 

» Rumah tersebut dibangun di atas tanah Hak 
Pakaiatastanahnegara, rumah beserta tanahnya 
dikuasai negara untuk dilelang. 

» Rumah tersebut dibangun di atas tanah 
berdasarkan perjanjian, maka rumah tersebut 
menjadi milik pemegang Hak Atas Tanah yang 
bersangkutan. 

j) Hapusnya Hak pakai atas tanah negara, mengakibat- 
kan tanahnya menjadi tanah negara, Hapusnya Hak 
Pakai atas tanah Hak Pengelolaan, mengakibatkan 
tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang 
Hak Pengelolaan dan hapusnya Hak Pakai atas tanah 
Hak milik mengakibatkan tanahnya kembali dalam 
penguasaan pemegang Hak Milik. 

Dalam Pasal 57, PP 40/1996 disebutkan bahwa: 

Pasal 57 

(1) Apabila Hak Pakai atas tanah negara hapus dan tidak 
diperpanjang atau diperbaharui, maka bekas pemegang 
Hak Pakai wajib membongkar bangunan dan benda- 
benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya 
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kepada negara dalam keadaan kosong selambat- 
lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya 
Hak Pakai. 

(2) Dalam hal bangunan dan benda-benda sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) masih diperlukan, kepada 
bekas pemegang hak diberikan ganti rugi. 

(3) Pembongkaran bangunan dan benda-benda 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 
atas biaya bekas pemegang Hak Pakai. 

(4) Jika bekas pemegang Hak Pakai lalai dalam memenuhi 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
maka bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya 
dibongkar oleh pemerintah atas biaya bekas pemegang 
Hak Pakai. 

14.Hak Sewa 

Pasal 44 Undang-Undang Pokok Agraria memberikan 

definisi secara jelas dan pasti sewa yakni: 

(1) Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai Hak 
Sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan 
tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, 
dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang 
sebagai sewa. 

(2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan 

a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu; 

b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. 

(3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal 
ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung 
unsur-unsur pemerasan. 

Undang-Undang Agraria & Aplikasinya 





Di dalam Pasal 44 ayat (1) ini terlihat bahwa Hak 
Sewa hanya dapat diberikan untuk tanah bangunan, hak 
sewa untuk pertanian tidak dibenarkan dan hanya dapat 
dibebankan di atas tanah milik orang lain. Di atas tanah 
negara hak sewa tidak dapat diberikan. 

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang 
Pokok Agraria ditegaskan bahwa yang menjadi subjek Hak 
Sewa adalah. 


Pasal 45: 

Yang dapat menjadi pemegang HakSewa ialah: 

a. warga negara Indonesia; 

b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia 
dan berkedudukan di Indonesia; 

d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di 
Indonesia. 

Sebagaimana juga Hak Pakai, subjek Hak Sewa 
meskipun dibenarkan dipunyai oleh warga negara asing dan 
badan hukum asing, namun harus merupakan penduduk 
Indonesia. Jika warga negara asing tersebut tinggal untuk 
sementara, maka kepadanyatidakdapatdiberikan haksewa 
untuk bangunan. Jika ingin menempati suatu bangunan, 
maka yang bersangkutan hanya dapat mempergunakan 
perjanjian sewa menyewa bangunan. Yang disewa bukan 
tanahnya, tetapi bangunannya. 

a. Pendaftaran Hak Sewa 

Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak ada 
disebut bahwa Hak Sewa harus didattarkan, demikian 
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juga sebagai objek Hak Tanggungan. Tentang jangka 
waktu berapa lama dapat diberikan Hak Sewa juga tidak 
ditentukan. Berhubung karena Hak Sewa ini berasal dari 
Hak Milik, dapatlah dikatakan bahwa jangka waktu Hak 
Sewa tergantung kepada perjanjian antara pemilik dan 
penyewa. 

b. Pembayaran Uang Sewa 

Berbeda dengan Hak Guna Bangunan yang berasal 
dari tanah negara ataupun tanah Hak Milik, si penerima 
hak harus membayar pemasukan pada negara ataupun 
pada pemilik pada awal pemberian hak, maka Hak Sewa 
untuk bangunan, pembayaran sewa dapat dilakukan: 

1) Satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu. 

2) Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. 

3) Perjanjian sewa tidak boleh mengandung unsur- 

unsur pemerasan. 

Hal inilah yang menyebabkan Hak Sewa untuk tanah 
pertanian tidak dibenarkan, karena jika sewa dibayar 
dimuka dan pada akhir sewa tidak memperoleh hasil, 
maka akan menimbulkan kerugian pada penyewa. 
Tidaklah wajar jika tanah yang disewa dibayar dimuka, 
sedangkan tanahnya tidak (menghasilkan, sementara 
sewanya sudah dinikmati pemilik (exploitation de 1 
'homme par I 'homme). 

c. Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan 

Persekutuan masyarakat tertentu, berhak atas 
tanah, mempunyai hak-hak tertentu atas tanah dan 
melakukan hak itu baik keluar maupun ke dalam 
persekutuan. Berdasarkan atas berlakunya hak tersebut 
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ke luar, maka persekutuan masyarakat hukum adat 
itu sebagai kesatuan yang berkuasa, memungut hasil 
dari tanah itu dengan membatasi adanya orang-orang 
lain yang melakukan hal yang serupa itu. Juga sebagai 
suatu kesatuan masyarakat, mereka bertanggung jawab 
terhadap orang-orang dari luar masyarakat itu atas 
perbuatan-perbuatan pelanggaran di wilayah tanah 
masyarakat itu. 

Sifatyangkhususdarihakpertuananataupersekutuan 
terletak pada daya timbal-balikdaripada hak itu terhadap 
hak-hak yang melekat pada orang perorangan atau 
individu. Semakin kuat hubungan individu dengan tanah, 
makin memperdalam hubungannya dengan hukum 
perseorangan (terhadap tanah itu), dan makin kecilah 
hak yang dimiliki masyarakat terhadap sebidang tanah 
itu. 


Apabila anggota persekutuan melewati batas 
penggunaannya itu, misalnya melakukan penggarapan 
tanah untuk kepentingan perdagangan (trading) 
dalam artian untuk memperkaya diri sendiri, maka 
mereka akan diperlukan seberapa jauh sebagai orang- 
orang dari luar persekutuan, yang selanjutnya hak-hak 
persekutuan yang bersifat ke luar akan diberlakukan 
terhadap mereka. Sekali lagi di sini dapatterlihat bahwa 
sifattanah itu benar-benaradalah bersifatsosial adanya. 

Selanjutnya, anggota persekutuan masyarakat 
itu juga memiliki hak untuk membuka tanah 
(ontginningsrecht), yaitu adanya penyelenggaraan 
suatu hubungan sendiri terhadap sebidang tanah 
sebagai bagian dari lingkungan hak pertuanan. Hak 
membuka tanah itu menurut hukum adat adalah hanya 
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salah satu daripada tanda munculnya hak persekutuan 
atau beschikkingsrecht dan hanya ada pada anggota- 
anggota masyarakat atau tanah-tanah di lingkungan hak 
pertuanan itu sendiri. 

Para pemimpin masyarakat adat juga memiliki 
hak untuk mencabut kembali Hak Pakai Atas tanah 
karena alasan-alasan tertentu. Misalnya, apabila lahan 
lama telah lama ditinggalkan, atau si penggarap telah 
meninggal dunia tanpa mempunyai ahli waris, atau 
karena suatu perjanjian tertentu masyarakat hukum 
adat, atau karena si perjanjian telah berkelakuan kurang 
baikterhadap persekutuan hukum. 

Dalam hal beschikkingsrecht, yang dimaksud adalah 
hak menguasai atau memakai tanah. Hal ini merupakan 
pendapat dari Prof. Van Vollenhoven. Sehingga, fungsi 
ke dalam maupun ke luardapat disimpulkan sebagai Hak 
Pakai oleh setiap warga masyarakat daerah persekutuan 
atastanahdemi kepentingan bersamadalam masyarakat 
daerah persekutuan serta persekutuan lainnya. 

Sementara itu, ada juga hak perseorangan atau 
individu atas tanah. Dalam hal ini ada beberapa 
hak perorangan atau individu dalam tertib hukum 
masyarakat persekutuan, antara lain Hak Milik atas 
tanah, yaitu hak yang dimiliki oleh anggota persekutuan 
terhadap Hak Ulayat. Pada dasarnya, yang bersangkutan 
belum mempunyai kekuasaan penuh atas tanah yang 
dimilikinya atau dikuasainya tersebut. Artinya, belum 
bisa menguasainya secara bebas, karena Hak Milik ini 
masih mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial dimaksud 
akanterlihatdenganjelasdan dibahas lebih lanjutdalam 
pokok bahasan berikutnya. Sehingga, jika seandainya 
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persekutuan sewaktu-waktu membutuhkan tanah itu, 
maka Hak Milikdapat menjadi hak persekutuan kembali. 
Di Bali, hal seperti ini dikenal dengan istilah kelakeran. 

Hak menikmati, yaitu hak yang diberikan 
persekutuan pada seseorang untuk memungut hasil 
dari tanah tersebut untuk satu kali panen saja. Hak ini 
mirip dengan hak yang dinikmati oleh orang asing atau 
orang luar persekutuan atas tanah persekutuan. Hanya 
saja, perseorangan anggota persekutuan tidak dituntut 
untuk membayar biaya atau ganti rugi tertentu. 

Hak yang dibeli, yaitu hak yang diberikan pada 
seseoranguntukmembelitanahdengan mengesamping- 
kan orang lain. Hal ini terjadi karena yang membeli itu 
adalah sanak saudara dari si penjual, atau tetangganya, 
atau berasal dari satu anggota persekutuan yang 
sama. Hak memungut hasil karena jabatan, yaitu hak 
yang diberi pada seseorang atau individu yang sedang 
memegang jabatan tertentu di dalam persekutuan 
hukum adat tersebut, dan hak itu tetap ia miliki selama 
memegang jabatan yang dimaksud seperti yang dibahas 
sebelumnya; "tanah bengkok" di Jawa merupakan suatu 
contoh konkret tentang hak ini. 

Hukum Tanah Adat adalah hak pemilikan dan 
penguasaansebidangtanahyanghidupdalammasyarakat 
adat pada masa lampau dan masa kini, ada yang tidak 
mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara autentik atau 
tertulis, yaitu hanya didasarkan atas pengakuan serta ada 
pula yang mempunyai bukti autentik. 

Hukum Tanah Adat terdiri dari dua jenis: pertama, 
Hukum Tanah Adat Masa Lampau. Hukum Tanah 
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Adat Masa Lampau ialah hak memiliki dan menguasai 
sebidang tanah pada zaman penjajahan Belanda 
dan Jepang, serta pada zaman Indonesia merdeka 
tahun 1945, tanpa bukti kepemilikan secara autentik 
maupun tertulis. Jadi, hanya berdasarkan pengakuan 
ciri-ciri Tanah Hukum Adat Masa Lampau adalah 
tanah-tanah dimiliki dan dikuasai oleh seseorang dan 
atau sekelompok masyarakat adat yang memiliki dan 
menguasai serta menggarap, mengerjakan secara tetap 
maupun berpindah-pindah sesuai dengan, daerah, 
suku, dan budaya hukumnya, kemudian secara turun- 
temurun masih berada. 

Kedua, Hukum Tanah Adat Masa Kini, yaitu hak 
memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman 
sesudah merdeka tahun 1945 sampai sekarang, dengan 
bukti autentik berupa: 

1) Girik, Petuk Pajak, Pipil 

Misalnya di DKI Jakarta, girik terdiri dari 2 (dua) 
jenis, girik milik adat yaitu tanah-tanah yang dikuasai 
oleh pribumi yang telah didattarkan sebelum dan 
sesudah tahun 1945. Tanah tersebut pada umumnya di 
atas tanah hak barat dan memang dari semula sudah 
dikuasai oleh pribumi. Kemudian apabila dimohon 
haknya. Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri 
Pertanian dan Agraria, dapat diterbitkan sertitikat Hak 
Milik. Untuk mengetahui status tanahnya dapat dilihat 
dari riwayat tanah. Dahulu yang mengeluarkan riwayat 
tanah adalah Instansi Pajak Bumi dan Bangunan dan 
pada saat ini adalah kantor kelurahan atau kepala desa 
setempat. 
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2) Hak Agrarisch Eigendom 

Hak Agrarisch Eigendom adalah suatu hak ciptaan 
pemerintah Belanda yang bertujuan akan memberikan 
kepada orang-orang Indonesia suatu hak atas tanah 
yang kuat. 

3) Milik Yayasan 

Milik yayasan adalah tanah-tanah usaha bekas 
tanah partikelir yang diberikan kepada penduduk yang 
mempunyainya dengan Hak Milik (Hak Yasan = Hak 
Milik Adat). Lihat ketentuan Pasal 5 UU No.l Tahun 
1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir. 

4) HakatasDruwe 

Hak Atas Druwe adalah istilah Hak Milik yang dikenal 
di lingkungan masyarakat hukum adat di Bali. 

5) Hak atas Druwe Desa 

Hak Atas Druwe Desa adalah apabila masyarakat 
membeli tanah untuk dipakai buat kepentingan- 
kepentingannya sendiri, maka di sini dapat disebut "hak 
miliknya" dusun atau wilayah. Dikenal dalam masyarakat 
Bali dengan istilah Hak Atas Druwe Desa. 

6) Pesini 

Pesini ialah harta kerabat yang tidak terbagi-bagi. Di 
Minahasa disebut dengan barang kalakeran. Mengenai 
keadaan tetap tak terbagi-baginya barang yang 
diperoleh atas usaha perseorangan, yaitu barang pesini, 
misalnya tanaman-tanaman di atas tanah kalakeran, 
maka bila pemiliknya itu mati lantas diwarisi sebagai 
harta bersama dari golongan anak cucunya orang yang 
meninggal dunia itu. Barang-barang tersebut dapat 
dibagi-bagi apabila orang yang berhak menghendaki. 
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Jadi, golongan anak cucunya merupakan sebagian kecil 
dari kerabat seluruhnya yang memiliki harta kalakeran. 

7) GrantSultan 

Grant Sultan adalah semacam Hak milik adat yang 
diberikan oleh pemerintah swapraja, khusus bagi 
para kawula swapraja, dan didattar di Kantor Pejabat 
Swapraja. 

8) Landerijenbezitrecht 

Tanah-tanah landerijenbezitrecht oleh Gouw Giok 
Siong disebut tanah-tanah Tionghoa, disebabkan 
subjeknya terbatas hanya pada golongan Timur Asing, 
terutama golongan Cina. 

9) Alhjddurende Ertpacht 

Alhjddurende Ertpacht adalah pemilikan tanah 
persil (sebidang tanah dengan batas-batas tertentu) 
yang berada di bawah sewa turun-temurun untuk 
selama-lamanya. (S.1915 No. 207, Pasal 1 ayat (1), 
dalam terjemahan beberapa Staatsblad dan Bijblad 
tentang Pengaturan Tanah Partikelir, Jakarta, 5 Juli 
1988, hlm. 4). Banyak golongan orang Timur Asing 
di sekitar kota Jakarta yang mempunyai tanah di atas 
"tanah partikelir" dengan "hak usaha", seperti halnya 
orang-orang pribumi. 

10) Hak Usaha atasTanah Bekas Partikelir 

Tanah usaha adalah bagian-bagian tanah partikelir 
yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dari Peraturan 
tentang Tanah-Tanah Partikelir (S.1912-422). Perhatikan 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang 
Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir. Pasal 6 ayat (1) 
5.1912 Nomor 422 juga mengatakan: "Semua tanah 
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yang oleh penduduk pribumi dan penduduk yang 
disamakan dengan mereka diolah, digarap, atau 
dipelihara atas biaya dan risiko sendiri untuk dijadikan 
tempat tinggal atau semacam itu, kecuali kekecualian 
yang terdapat dalam reglemen ini, dianggap diberikan 
sebagai tanah usaha, dengan syarat membayar kepada 
Tuan Tanah, pungutan-pungutan yang dalam hubungan 
itu harus dibayarnya." 

11) Fatwa Ahli Waris 

Fatwa ahli waris adalah jawaban (keputusan, 
pendapat) yang diberikan oleh bukti terhadap suatu 
masalah (pewarisan). 

12) Akta Peralihan Hak 

Akta peralihan hak adalah perubahan data yuridis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa peralihan 
hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan 
dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan 
hak lainnya, peralihan hak karena warisan, peralihan 
hak karena penggabungan atau peleburan perseroan 
atau koperasi dan peralihan hak tanggungan. 

13) Surat Segel di Bawah Tangan 
Yaituperbuatanhukummengenaiperalihansebidang 

tanah atas kesepakatan para pihak dan pemberian 
sepihak yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang. 
Perbuatan hukum ini pada umumnya dilakukan oleh 
masyarakat dan badan hukum sebelum berlalunya PP 
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendattaran Tanah. 

14) Surat Pajak Hasil Bumi (Verponding Indonesia) 

Surat Pajak Hasil Bumi (l /erponding Indonesia) 
adalah tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh 
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pribumi yang berada di atas hak-hak barat dulunya. 
Kemudian didattar di Kantor Pajak Pendattaran Daerah 
dulunya sekitar tahun 1960 sampai dengan tahun 1964. 
Khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta, surat pajak hasil 
bumi (Verponding Indonesia) ini oleh Kantor Pajak 
Pendattaran Daerah telah diserahkan kepada Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta 
dan riwayat tanahnya dapat diperoleh dari Kanwil BPN 
Provinsi DKI Jakarta. Dan kalau dimohon haknya bisa 
menjadi hak milik. 

15) Hak-Hak Lainnya Sesuai dengan Daerah Berlakunya 
Hukum Adat tersebut 

Selain hak-hakdi atas, masih terdapat hak-hak tanah 
adat sesuai dengan perkara yang telah putuskan oleh 
pengadilan, di antaranya: 

1) Hak Perorangan 

Hak perorangan ialah hak yang diberikan kepada 
warga desa ataupun orang luar atas sebidang tanah 
yang berada di wilayah Hak Ulayat persekutuan yang 
berasangkutan. Hak ini termasuk dalam Hak Ulayat, dan 
merupakan hak pribadi kodrati atas lingkungan tanah 
dari masyarakat hukum adat, ia menjadi anggotanya. 

► Sifat dan ciri-ciri hak miliki: 

Hak Milik adalah hak yang terkuat (Pasal 20 UUPA) 
sehingga harus didaftarkan. 

Dapat beralih, artinya dapat diwariskan kepada ahli 
warisnya. (Pasal 20 UUPA). 

Dapat dialihkan kepada pihak yang memenuhi syarat. 
(Pasal 20 jo. Pasal 26 UUPA). 
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Dapat menjadi induk dari hak-hak atas tanah yang lain, 
artinya dapat dibebani dengan hak-hak atas tanah lain, 
yaitu Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak 
Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, dan Hak Menumpang. 


2) Subjek Hak Milik 

Dalam kaitannya dengan Hak Milik atas tanah, maka 
hanya warga negara Indonesia yang mempunyai Hak 
Milik, seperti yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 
21 UUPA: 

(1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai 
hak milik. 

(2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum 
yang dapat mempunyai Hak Milik dan syarat- 
syaratnya. 

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang- 
undang ini memperoleh hak milik karena 
pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta 
karena perkawinan, demikian pula warga negara 
Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah 
berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarga- 
negaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam 
jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak 
tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika 
sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu 
dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum 
dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan 
bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya 
tetap berlangsung. 
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(4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan 
Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, 
maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan Hak 
Milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) 
pasal ini. 

3) Terjadinya Hak Milik 

Terjadinya Hak Milik Atas Tanah merupakan 
rangkaian pemberian Hak Atas Tanah yang diatur di 
dalam LIUPA, yang di dalam Pasal 22 UUPA disebutkan: 

(1) Terjadinya Hak Milik menurut hukum adat diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam 
ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena: 

a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan 
syarat-syaratyang ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah; 

b. Ketentuan undang-undang. 

4) Pembebasan 

Pasal 24 UUPA menyebutkan bahwa " Penggunaan 
tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur 
dengan peraturan perundangan". Pasal ini memberikan 
kemungkinan untuk membebani Hak Milik dengan 
Hak Atas Tanah lain. Kebutuhan nyata dari masyarakat 
menuntut agar diberikan kesempatan kepada bukan 
pemilik untuk mempergunakan tanah Hak Milik. 
Inilah yang menjadi alasan bahwa Hak Miliki dapat 
menjadi induk dari hak-hak atas tanah lainnya. Hak- 
hak yang dapat membebani Hak Milik adalah Hak Guna 
Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Gadai, Hak Usaha 
Bagi Hasil, Hak Menumpang. 
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5) Peralihan 

Hak Milik dapat dipindah haknya kepada pihak lain 
(dialihkan) dengan cara jual beli, hibah, tukar-menukar, 
pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan 
lain yang dimaksudkan untuk memindahkan Hak Milik. 
Hal tersebut diatur dalam Pasal 26: 

(1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian 
dengan wasiat, pemberian menurut adat dan 
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 
memindahkan Hak Milik serta pengawasannya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian 
dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang 
dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung 
memindahkan Hak Milik kepada orang asing, 
kepada seorang warga negara yang di samping 
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai 
kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan 
hukum kecuali yang ditetapkan oieh pemerintah 
termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal 
karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, 
dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang 
membebaninya tetap berlangsung serta semua 
pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak 
dapat dituntut kembali. 

6) Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah 
Tinggal 

Peraturan yang mengatur tentang pemberian Hak 
Milik AtasTanah untuk RumahTinggal adalah Keputusan 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 6 Tahun 1998. 
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Peraturan ini menurut pengamatan penulis sangat 
kontroversial selama kurun waktu Undang-Undang 
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sehingga penulis 
berpendapat antara lain: 

a) UntukHakMilikatastanahdiwilayah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta sebaiknya untuk sementara 
waktu tidak diberikan. 

b) Untuk wilayah lain di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, badan hukum yang diperbolehkan 
mempunyai Hak Milik adalah: 

Bank-bankyangdidirikan oleh negara (selanjutnya disebut 
Bank Negara). 

Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang 
didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 79 Tahun 
1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 139). 

Badan-badan keagamaan yang ditunjuk leh Menteri 
Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama. 

Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ 
Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. 


Selanjutnya, peraturan tertanng pemberian hak untuk 
yang dimaksud, menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

a) Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah untuk 
Rumah Tinggal kepunyaan perseorangan warga 
negara Indonesia yang luasnya 600 M2 (enam ratus 
meter persegi) atau kurang, atas permohonan yang 
bersangkutan dihapus dan diberikan kembali kepada 
bekas pemegang haknya dengan Hak Milik. 

b) Tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah 
untuk Rumah Tinggal kepunyaan perseorangan warga 
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negara Indonesia yang luasnya 600 M 2 (enam ratus 
meter persegi) atau kurang yang sudah habis jangka 
waktunya dan masih dipunyai oleh bekas pemegang 
hak tersebut, atas permohonan yang bersangkutan 
diberikan Hak Milik kepada bekas pemegang hak. 

15.Peralihan Hak Atas Tanah 

a. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat 

Jual beli tanah sebagai suatu lembaga hukum, tidak 
secara tegas dan terperinci diatur dalam UUPA. Bahkan, 
sampai sekarang belum ada peraturan yang mengatur 
khusus mengenai pelaksanaan jual beli tanah. 

Di dalam Pasal 5 UUPA terdapat pernyataan bahwa 
"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang 
angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan 
dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan 
atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia 
serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam 
undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan 
lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur- 
unsur yang bersandar pada hukum agama". Hukum adat 
yang dimaksud tentunya hukum adat yang telah disaneer 
yang telah dihilangkan cacat-cacatnya/disempurnakan. Jadi 
pengertian jual beli tanah menurut Hukum Tanah Nasional 
kita adalah pengertian jual beli tanah menurut hukum adat. 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sumber-sumber 
Hukum Tanah Nasional kita berupa norma-norma hukum 
yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis, sumber-sumber 
hukum yang tertulis berupa Undang-Undang Dasar 1945, 
UUPA, peraturan-peraturan pelaksana UUPA, dengan 
peraturan-peraturan lama yang masih berlaku. Adapun 
sumber-sumber hukum yang tidak tertulis adalah norma- 
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norma hukum adat yang telah disaneer dan hukum 
kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi. 

Dengan demikian ada dua tungsi atau peranan dari 
hukum adat, yaitu sebagai sumber utama pembangunan 
Hukum Tanah Nasional dan sebagai pelengkap dari 
ketentuan-ketentuan hukum tanah yang belum ada 
peraturannya agar tidak terjadi kekosongan hukum karena 
hukumnya belum diatur sehingga kegiatan masyarakat 
yang berhubungan dengan hukum tanah tidak terhambat 
karenanya. 

Menurut hukum adat, jual beli tanah adalah suatu 
perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersitat terang 
dan damai. 

Kadang-kadang seorang pembeli tanah dalam 
pelaksanaan jual belinya belum tentu mempunyai uang 
tunai sebesar harga tanah yang ditetapkan. Dalam hal 
yang demikian ini berarti pada saat terjadinya jual beli, 
uang pembayaran dari harga tanah uyang ditetapkan 
belum semuanya terbayar lunas (hanya sebagian saja). 
Belum lunasnya harga tanah yang ditetapkan tersebut 
tidak menghalangi pemindahan haknya atas tanah, artinya 
pelaksanaan jual beli tetap dinggap telah selesai. Adapun 
sisa uang yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual 
dianggap sebagai utang pembeli kepada penjual. Jadi, 
hubungan ini merupakan hubungan utang piutang antara 
penjual dan pembeli. 

Dalam hukum adat, jual beli tanah dimasukkan dalam 
hukum benda, khususnya hukum benda tetap atau hukum 
tanah, tidak dalam hukum perikatan khususnya hukum 
perjanjian, hal ini karena: 
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- Jual beli tanah menurut hukum adat bukan merupakan 
suatu perjanjian, sehingga tidak diwajibkan para pihak 
untuk melaksanakan jual beli tersebut. 

- Jual beli tanah menurut hukum adat tidak menimbulkan 
hak dan kewajiban, yang ada hanya pemindahan hak dan 
kewajiban atas tanah. Jadi apabila para pembeli baru 
membayar harga tanah sebagian dan tidak membayar 
sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar 
terjadinya jual beli tanah tersebut. 

Ciri-ciri yang menandai dari jual beli tersebut antara 
lain, jual beli serentak selesai dengan tercapai persetujuan 
atau persesuaian kehendak (konsensus) yang diikuti 
dengan ikrar/pembuatan kontrak jual beli dihadapan 
kepala persekutuan hukum yang berwenang, dibuktikan 
dengan pembayaran harga tanah oleh pembeli dan 
disambut dengan kesediaan penjual untuk memindahkan 
hak miliknya kepada pembeli. Dengan terjadinya jual beli 
tersebut, hak milik atas tanah telah berpindah, meskipun 
tormalitas balik nama belum terselesaikan. Kemudian ciri 
yang kedua adalah sitatnya yang terang, berarti tidak gelap. 
Sifat ini ditandai dengan peranan dari Kepala Persekutuan, 
yaitu menanggung bahwa perbuatan itu sudah cukup tertib 
dan sah menurut hukumnya. 

Adapun prosedur jual beli tanah itu diawali dengan 
kata sepakat antara calon penjual dengan calon pembeli 
mengenai objekjual belinya yaitu tanah Hak Milik yang akan 
dijual dan harganya. Hal ini dilakukan melalui musyawarah 
di antara mereka sendiri setelah mereka sepakat atas 
harga tanah itu, biasanya sebagai tanda jadi, diikuti dengan 
pemberian panjar. 
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Jual beli tanah dalam sistem hukum adat mempunyai 3 
muatan, yaitu: 

Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran 
tunai sedemikian rupa dengan baik untuk mendapatkan 
tanahnya kembali setelah membayar uang yang pernah 
dibayarkan. Antara lain: menggadai, menjual gadai, adil 
sende, menjual akad atau gadai. 

Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran 
tunai tanpa hak untuk membeli kembali, jadi menjual 
lepas untuk selama-lamanya. Antara lain: adol pas, turun 
termurun, menjual jaja. 

Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran 
dengan perjanjian setelah beberapa panen dan tanpa 
tindakan hukum tertentu, tanah akan kembali (menjual 
tahunan, adol oyodan). 


16Jual Beli Tanah Menurut UUPA 

Dalam UUPA istilah jual beli hanya disebutkan dalam 
Pasal 26 yaitu yang menyangkut jual beli hak milik atas 
tanah. Dalam pasal-pasal lainnya tidak ada kata yang 
menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan. 


Apa yang dimaksud dengan jual beli itu sendiri oleh 
UUPA tidak diterangkan secara jelas, akan tetapi mengikat 
dalam Pasal 5 UUPA. Berarti kita menggunakan konsepsi, 
asas-asas, lembaga hukum, dan sistem hukum adat. Maka 
pengertian jual beli menurut hukum tanah Nasional adalah 
pengertian jual beli tanah menurut hukum adat. Hukum 
adat yang dimaksud adalah Pasal 5 UUPA tersebut adalah 
hukum adatyangtelah disaneer yang dihilangkan dari cacat- 
cacatnya/hukm adat yang telah disempurnakan/ hukum 
adat yang telah dihilangkan kedaerahannya dan diberi sifat 
nasional. 
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Perjanjian jual beli tanah menurut hukum adat 
merupakan perbuatan pemindahan hak, yang sitatnya 
tunai, riil dan terang. Sifat tunai berarti bahwa penyerahan 
hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang 
sama. Sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata- 
kata dengan mulut saja belumlah terjadi jual beli, hal ini 
dikuatkan dalam Putusan MA No. 271/K/Sip/1956 dan No. 
840/K/Sip/1971. 

Sejak berlakunya PP No.10 Tahun 1961 tentang 
Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak di 
hadapan PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan 
dilakukannya jual beli di hadapan PPAT, dipenuhi syarat 
terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan 
secara sembunyi-sembunyi). 

Syarat jual beli tanah ada 2, yaitu: 

a. Syarat Materiil 

Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual 
beli tanah tersebut, antara lain sebagai berikut: 

1) Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan 
Maksudnya, pembeli sebagai penerima hak 
harus memenuhi syarat untuk memiliki tanah yang 
akan dibelinya untuk menentukan berhak atau 
tidaknya si pembeli memperoleh hak atas tanah 
yang dibelinya tergantung pada hak apa yang ada 
pada tanah tersebut. Apakah Hak Milik, Hak Guna 
Bangunan, atau Hak Pakai. Menurut UUPA yang 
dapat mempunyai Hak Milik atas tanah hanya warga 
negara Indonesia tunggal dan badan-badan hukum 
yang ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 21 UUPA) 
jika pembeli mempunyai kewarganegaraan asing 
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di samping kewarganegaraan Indonesianya atau 
kepada suatu badan hukum yang tidak dikecualikan 
oleh pemerintah, maka jual beli tersebut batal 
karena hukum dan tanah tersebut jatuh pada negara 
(Pasal 26 ayat 2 UUPA). 

2) Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan 

Yang berhak menjual suatu bidang tanah 
tertentu, tentu saja si pemegang yang sah dari hak 
atas tanah tersebut yang disebut pemilik. Kalau 
pemilik sebidang tanah hanya satu orang, maka ia 
berhak untuk menjual sendiri tanah tersebut. Akan 
tetapi pemilik tanah adalah dua orang, maka yang 
berhak menjual tanah itu adalah kedua orang itu 
bersama-sama. 

3) Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjual 
belikan dan tidak sedang dalam sengketa. 

Mengenai tanah-tanah hak apa yang boleh 
diperjual belikan telah ditentukan dalan UUPA yaitu 
Hak Milik (Pasal 20), hak guna Usaha ( pasal 28), hak 
guna bangunan (pasal 35 ), hak pakai ( pasal 41). 

b. Syarat formal 

Setelah semua persyaratan materiil telah dipenuhi maka 
PPAT (Pejabat Pembuat Angka Tanah) akan membuat akta 
jual belinya. Akta jual beli menurut pasal 37 PP 24/1997 
harus dibuat oleh PPAT. Jual beli yang dilakukan tanpa di 
hadapan PPAT tetap sah karena UUPA berlandaskan pada 
hukum adat ( pasal 5 UUPA), sedangkan dalam hukum adat 
sistem yang dipakai adalah sistem yang konkrit/nyata/riil. 

Sebelum akta jual beli dibuat PPAT, maka disyaratkan 
bagi para pihak untuk menyerahkan surat-surat yang 
diperlukan kepada PPAT, berupa: 
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- Jika tanahnya sudah bersertifikat: sertitikat tanahnya asli 
dan tanda bukti pembayaran biaya pendaftarannya. 

- Jika tanahnya belum bersertifikat: surat keterangan 
bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, surat-surat 
yang ada memerlukan penguatan oleh Kepala desa dan 
camat, dilengkapi dengan surat-surat yang membuktikan 
identitas penjual dan pembelinya yang diperlukan untuk 
persertifikatan tanahnya setelah selesai dilakukan jual 
beli. 


Setelah akta dibuat, selambat-lambatnya 7 hari kerja 
sejak akta tersebut ditandatangani PPAT menyerahkan 
akta tersebut kepada kantor pendaftaran tanah untuk 
pendaftaran pemindahan haknya. 

17.Penghibahan Tanah 

Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada 
orang lain dengan tidak ada penggantian apa pun dan 
dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontra prestasi 
dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu 
dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Inilah 
yang berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan 
sesudah si wasiat meninggal dunia. Pengertian hibah juga 
diaturdalam Pasal 1666 KUHPerdata. 

Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta 
autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah 
menurut UU sehingga hal ini merupakan akibat langsung 
yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang- 
undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat 
pembuktian. 
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Hal-hal yang membatalkan akta hibah telah dijelaskan 
dalam Pasal 1688 BW. Suatu hibah tidak dapat ditarik 
kembali maupun dihapuskan karenanya melainkan dalam 
hal-hal berikut: 


a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana 
penghibahan telah dilakukan. 

b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau 
membantu melakukan kejahatan yang bertujuan 
mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain 
si penghibah. 

c. Jika ia menolak memberikan tunjangan natkah kepada si 
penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. 


Dalam menyelesaikan masalah dalam penghibahan 
hendaknya tidak melihat satu pasal tentang hibah saja, 
akantetapi perlu juga melihat pasal lainyangterkaitdengan 
objek yang dihibahkan dalam BW dan juga peraturan 
perundanangan untuk retisi KUH Perdata mendatang, 
penyebutan akta notaris diganti dengan akta autentik, baik 
hibah untuk benda-benda bergerak maupun tidak bergerak. 

18.Pewaris Tanah 

Perolehan hak milik atas tanah dapat juga terjadi karena 
pewarisan dari pemilik kepada ahli waris sesuai dengan Pasal 
26 UUPA. Pewaris dapat terjadi karena ketentuan Undang- 
Undang atau karena wasiat dari orang yang mewasiatkan. 

Dengan jatuhnya tanah kepada para ahli waris, terjadilah 
pemilikan bersama tanah hak milik jika tanah tersebut 
hanya satu-satunya. Akan tetapi, jika pewaris memiliki 
tanah tersebut sesuai dengan jumlah ahli waris dan telah 
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dibuatkan surat wasiat maka tanah dimaksud telah menjadi 
milik masing-masing ahli waris. 

Untuk memperoleh kekuatan pembuktian tanah dari 
hasil pewarisan, maka surat keterangan waris sangat 
diperlukan di samping sebagai dasar untuk pendattaran 
tanahnya. Namun sampai saat ini, untuk memperoleh surat 
keterangan waris, hukum yang berlaku bagi WNI masih 
berbeda-beda. 

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 
1961 tentang Pendattaran Tanah, dan sesuai dengan 
Pasal 25, surat keterangan warisan itu merupakan suatu 
keharusan. Hanya saja, pejabat yang berwenang untuk 
membuat surat keterangan warisan itu belum ditentukan. 
Untuk menyeragamkan masalah surat keterangan waris, 
dengan memperhatikan penggolongan warga negara, maka: 

a. Golongan keturunan Eropa, surat keterangan waris dibuat 
oleh notaris. 

b. Golongan penduduk asli/pribumi, surat keterangan waris 
oleh para ahli waris, disaksikan oleh lurah, diketahui oleh 
camat. 

c. Golongtan keturunan Tionghoa oleh notaris. 

d. Golongan keturunan Timur Asing lainnya surat keterangan 
waris dibuat oleh balai harta peninggalan. 


19.Perwakafan Tanah 

Menururt Moh. Anwar wakaf ialah menahan suatu 
barang dari dijualbelikan atau diberikan atau dipinjamkan 
oleh pemilik, guna dijadikan manfaat untuk kepentingan 
tertentu yang diperbolehkan oleh orang yang ditentukan 
Syara' serta tetap bentuknya, dan boleh dipergunakan. 






175 

///////- 


Undang-Undang Agraria & Aplikasinya 






http://bacaan-indo.blogspot.com 


diambil manfaatnya oleh orang yang ditentukan (yang 
menerima wakaf) atau umum. Menurut David Pearl dalam 
bukunya "A taxtbook on Moslem Law (1979)" wakaf 
adalah menyerahkan tanah atau benda-benda lain yang 
dapat dimanfaatkan oleh umat Islam tanpa merusak atau 
menghabiskan pokoknya kepada seseorang atau suatu 
badan hukum agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
umat Islam seperti mewakafkan tanah untuk pembangunan 
mesjid, madrasah, pondok pesantren, asrama yatim piatu, 
dsb. Keberadaan wakaf telah mendapat pengakuan UUPA 
seperti yang telah terkandung dalam Pasal 49. 

Ruang lingkup pengaturan perwakafan tanah mencakup: 

Tanah yang dapat diwakafkan adalah tanah yang 
berstatus Hak Milik, karena ia mempunyai sifat terkuat 
dan terpengaruh bagi si pemilik tanah tersebut. Sehingga 
dari sifat tersebut, si pemilik tanah tidak terikat dengan 
tenggang waktu dan persyaratan tertentu dengan pemilik 
dan penggunanya. Oleh karena itu, apabila tanah itu 
di wakafkan, tidak menimbulkan akibat yang dapat 
mengganggu sifat kekekalan dan keabadian kelembagaan 
wakaf tanah. 

Perwakafan harus diperuntukkan untuk masyarakat 
banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, karena akan 
mendatangkan manfaat dan maslahat bagi masyarakat. 
Ketentuan ini melekat pada hak atas tanah yang dianut 
dalam UUPA. 

Tanah wakaf terlambangkan untuk selama-lamanya 
dalam waktu yang kekal dan abadi. Tidak ada wakaf yang 
bertentangan waktu tertentu. 

Tujuan peruntukkan sebagai kepentingan peribadatan 
atau kepentingan umum. 
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Wakaf memutuskan hubungan antara wakif dengan 
mauqufbih- nya. Selanjutnya status pemiliknya menjadi 
milik masyarakat luas. 

Wakif tidak dapat menarik kembali terhadap tanah yang 
sudah diwakafkan. 

Ikrar harus dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta 
ikrar wakaf, guna mendapatkan akta autentik yang akan 
dapat digunakan dalam berbagai hal. Seperti untuk 
mendaftarkan tanahnya kepada Kepala Kantor Badan 
Pertanahan Nasional ataupun sengketa yang terjadi di 
kemudian hari. 
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